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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional,
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis,
terarah, terpadu, menveluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh
karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen
perencanaan jangka menengah atau dokumen rencana strategis Perangkat
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinyva dalam kurun
waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,
serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing perangkat daerah. Penyvusunan Renstra Perangkat Daerah
bertujuan memberikan arah vang jelas, terulur, dan terintegrasi dengan
dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah [RPJMD), sehingga tercipta konsistensi antara
perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, serta  pengendalian
pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penvusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 20252029, Instruksi tersebut menjadi acuan utama dalam
penyelarasan substansi, struktur, serta tata cara penyusunan Renstra
Perangkat Daerah, sekalisus menegaskan pentingnya konsistensi
perencanaan antara pusat dan daerah, keterpaduan lintas sektor, serta
penguatan fokus pada capaian outcome yang terukur.

Penyvusunan dokumen ini juga berada pada momentum penting,
vakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara hasil
Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2025. Visi, misi, dan program
kepala daerah terpilih menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun



ke depan yang wajib dijabarkan secara sistematis ke dalam RPJMD dan
selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena
itu, Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodasi prioritas
pembangunan kepala daerah yang baru, zekaligus memastikan
kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengikuti ketentuan
vang berlaku sebagaimana diatur dalam Inmendagri 2 Tahun 2025.
Tahapan dimulai dari (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan
Ranwal Renstra; (3) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD; (4)
Penyampaian Rancangan Renstra PD; (5) Forum Perangkat Daerah / Lintas
PD; (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD; (7) Perumusan Rancangan Akhir
Renstra PD; (8) Reviu APIP; (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD; (10)
Penetapan Perkada Renstra PD. Seluruh proses ini bertujuan untuk
menjamin bahwa dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen
administratif, tetapi juga mstrumen strategis dalam mencapai sasaran
pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki mandat strategis dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta
pelavanan terpadu satu pintu. Dalam konteks dinamika pembangunan
daerah, DPMPTSP berperan sebagai pintu depan pelayanan publik di
bidang perizinan dan non-perizinan, serta sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Secara empiris, struktur perekonomian Kabupaten Kutai
Kartanegara masih didominasi oleh sektor ekstraktif, khususnya
pertambangan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekonomi sekaligus
tantangan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara menekankan transformasi ekonomi menuju
sektor non-ekstraktif seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata,
dan jasa produktif yang tertuang dalam Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati
Kutai Kartanegara vaitu Terbaik dalam mewujudkan pengembangan
hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi
ekonomi baru non ekstraktif. Dalam hal ini, DPMPTSP memiliki peran
sentral dalam memfasilitasi dan menciptakan iklim investasi yang
kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.



Selain itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan
langsung dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan
peluang sekalisus tantangan. Peluang tersebut berupa meningkatnya
kebutuhan investasi pada sektor infrastruktur, logistik, penyvediaan
pangan, serta jasa penunjang lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi
adalah memastikan agar investasi tersebut dapat dikelola secara optimal
dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian
daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi objektif, amanat regulasi, serta
peluang dan tantangan vang ada, DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
memiliki nilai strategis sebagai berikut: (1) Sebagai garda terdepan
pelavanan publik di bidang perizinan dan non-perizinan yang menentukan
kualitas tata kelola pemerintahan daerah; (2) Sebagali motor penggerak
investasi daerah, baik dalam menarik investasi baru maupun menjaga
keberlanjutan investasi vang telah ada; (3) Sebagai fasilitator transformasi
ekonomi daerah melalui peningkatan investasi pada sektor non-ekstraktif
vang berkelanjutan; dan (4) Sebagai jembatan kemitraan antara
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem
usaha wyang kondusif. Dengan demikian, penyusunan Renstra PD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan proses yang
penting dan strategis, yang memadukan arahan regulasi, wvisi
kepemimpinan daerah, serta mekanisme perencanaan pembangunan
daerah secara terintegrasi, agar dapat menjawab tantangan pembangunan
dan mewujudkan cita-cita masyvarakat Kutai Kartanegara lima tahun ke
depan. Secara khusus, dalam urusan penanaman modal, Renstra ini
diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,
meningkatkan realisasi investasi, serta mendorong transformasi ekonomi
daerah melalui penguatan sektor-sektor non-ekstraktif yang berdaya saing.
1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum vang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kutai Kartanegara adalah sebagai berilout :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286|;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

1T,

12.

13.

14

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244};
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (0S5);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Presiden Nomeoer 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Ewvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72};

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka

menengah vang menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kutai Kartanegara dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesual dengan tugas dan

fungsinya dan memastikan adanya keselarasan arah kebijakan, program,

dan kegiatan perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-
2029, serta dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1.

1.4

Menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan, program, dan

kegiatan perangkat daerah selama periode lima tahun.

. Menjamin keterpaduan. keselarasan. dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional,
provinsi, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan arah, sasaran, serta target kinerja perangkat daerah
vang terukur dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
RPJMD.

Menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah melalui
indikator yvang terukur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

Mevwujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan perangkat daerah dengan mengedepankan
prinsip efisiensi, transparansi, dan pelayanan prima kepada
masyarakat.

Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 disusun dengan

sistematiksa sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum:

1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan [su Strategis Perangkat

Daerah
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB IlII Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten,/ Kota Tahun 2025-2029;
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BAB IV

4.1

4.2

4.3

4.4

45

4.6

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
Uraian Program;
Uraian Kegiatan;
Uraian Sub kegiatan beserta kinerja. indikator, target, dan pagu
indikatif;
Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah;
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah;
Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kuneci (IKK).

BAE V Penutup

a:1
9.2
2.3
2.4
9.9

Kesimpulan Subtansial

Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi

Evaluasi Berbasis Urusan Pemerintahan

Tindak Lanjut



BAB II

GAMEARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
diamatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76
Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk
membantu Bupati untuk melaksanakan tugas bidang urusan Penanaman
Modal serta dekonsentrasi dan tugas bantuan wvang diberikan oleh
pemerintah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
c. Falisitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Dinas;
d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi vang terintegrasi
dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup dinas;
e. Penyusunan Proses Bisnis Dinas;
f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Pelaksanaan dan penataan pelayanan perizinan berbasis risiko;
i.  Pelaksanaan tata kelola penanaman modal:
j. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan

susunan organisasi sebagai berikut:
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Kepala Dinas

o

Sekretaris

o

Kasubag Umum Dan Tata Laksana
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

=

SEKRETARE

KASUBAG LB DAN KELDMPOK JABATAN
TATA LAKEZANA FUNGIIONAL

| |

KELOMPOK JABATAN KLDF[:I*SEEH_,{-ANE;T AN
ELUNGEIONAL

i PELAVAMAN
Ll §] ' rq l.r.
i apiialii PERIZINAN TERPADL

Uraian tugas dalam struktur secara singkat disampaikan sebagai berikut :
Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta
melaksanakan urusan pemerintah wajib di bidang penanaman modal dan
pelavanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas menvajikan data dan informasi, serta
mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan
umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta penyusunan program dan
keuangan.
Dibawah sekretaris terdapat 2 bagian:
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, yang mempunyai tugas
mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan,
memonitoring dan mengevaluasi urusan umum dan ketatalaksanaan.

2. Kelompok jabatan Fungsional.



a. Kepegawaian vang dijabat oleh Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda
b. Penyusunan Program dan Keuangan yang dijabat oleh Perencana
Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring
dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Promosi, Pengembangan I[klim, dan
Pengendalian Penanaman Modal dalam Upaya meningkatkan realisasi
Penanaman Modal. Adapun Jabatan Fungsional tersebut vaitu:

1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;

2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;

3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama.
Jabatan Fungsional Pelavanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring
dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelayanan elektronik, fasilitasi
pelayanan, konsultasi, data dan sistem informasi, serta pengeduan dalam
upaya meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
terpadu satu pintu. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu :

1. Penata Kelola Perizinan Ahli Madya;

2. Penata Kelola Perizinan Ahli Muda;

3. Penata Kelola Perizinan Ahli Pertama.
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.2.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai
Kartanegara komposisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tahun 2024 berjumlah total 119 jiwa terdiri dari 66 ASN
dan 53 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagaimana berikut:
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Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan

HKode Unit Organisasi - Wules . Kelurangan Helehihan
Jabatan Hebutuhan Pemanglm
21801 Kepala Dinas i4 1 1 | 0 ]
2180101 Salyetariz Dinac 7] 1 1 [ ]
2.18.01.01.01 Kepala Subbagisn Umum, g 1 1
Hetatalaksanaan [ean
Kepegawaian
2.18.01.01.01.01 | Arsipars Penyelia g 3] ] 0 ]
2.1801.01.01.02 | Arciparic Akl Pertama 8 1 o 1 3]
J1801.01.01.03 | Arsipans Mahir 7] i ] i 3]
2.1801.01.01.04 | Arsipars Terampil g ] ] 0 4]
21801010105 | Penata Layanan Operasicmal ¥ ] 3] B 4]
2.1801.01.01.06 | Penelash Tekris Kebijakan 7 2 ] | 0 ]
2.1801.01.01.07 | Pengelola Layanan 6 7] ] 2 ]
Ciperasional
2.180101.01.08 | Pengolah Data dan fcrmasi g 3 3 3]
J1801.01 0109 | Pengadmimstras: Perkantoran g5 7]
318010102 Analis Sumber Daya Manumia i0 ]
Aparatur Ahh Muda
2.18.01.01.03 Perencana Ahli Muda 0 1 i] ]
2.1501 0104 Analis Sumber Daya Manusia 8 1 ¥] 0
Aparatur Ahl Pertama
318010105 Perencana Ahli Pertama ] 1 1] l i 3]
2.18.01.01.06 Penata Layanan Operasiomnal ¥ 16 ] l 16 ]
2.18.01.01.07 Penslash Telous hebijakan 7 q g [ 0 3]
2.18:01.01.08 Pengelnla Layansn 6 ] ]
Ciperasional
2.1801.01.09 Penzolah Data dan Informasi & 5 5 [ 4]
2.18.01.01.10 Pengadminictrasi Perkantoran 5 3 3 [ 0
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Helas Jumlah Jumlsh
Kode Unit Organisasi s e N Kekurangan Kelehihan
2180102 Demata Perizinan ARh Madva ) 2 3 0
2 16.01.03 Analis Kebijakan AR Mady= 12
2180104 Penata Kelola Pensnaman 12 3 2
Modal AhE Madys
2.18.01.05 Analis Febjaken ARl Muds 10 0 0 0 0
2.18.01.06 Penata Derizinan Al Muda 10 3
2.18.01.07 Penata Kelola Pensnaman i0 7 0
Modal ARl Muda
2150108 Analiz Kebijalken AhL Pertama 8 o 0 o
2.1801.09 Arsiparis Ahli Pertama | 8 3 2 o
2.18.01.10 Benata Kelols Penanaman 8 10 8 0
Modal AhE Bertama
2.1801.11 Demats Perizinan Al Partame 8 3 0
71801.12 Donats elola Sistem dan 7 z 3
Telmologi Informasi
2.18.01.13 Denata Layanan Operasional 7 2 ) 2 0
2.18.01.14 Penelash Telonis Kebijakan 7 s 5 0
2.1801.15 Pengelolz Layanan 3 0 2
Cperasional
2.1801.16 Pengolah Data dan nformast 3 14 14 0 0
21801.17 Pemgadministrasi Perkantoran = 3 3 0
Jumlah 119 66 53
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Berdasarkan analisa jabatan, dapat dihitung kebutuhan pegawai

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1,

dimana masih terdapat

kelurangan pegawai sebanyak 36 orang dan sebagai bentuk optimalisasi
tugas dan fungsi instansi karena kurangnya dukungan tenaga SDM dari
Aparatur Sipil Negara (ASN), kekurang tersebut diisi oleh PPPK dengan

Jabatan penata Kelola Sistem Informasi sebanyak 4 orang, Penata Layanan

Opersional sebanyak 22 corang, Pengadministrasi perkantoran sebanyak 16

Orang, dan tenaga kontrak sebanyak 11 orang. Dengan adanya PPPK ini
diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah
daerah dalam merencanakaan dan melaksanakan kebijakan demi

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan | 1, miah | Prosentase
52 8 6,72%
S1 84 70,59%
D3 1 0,84%
SMA 26 21,85%
Jumlah | 119 100%

0-84%

6.72%
4

y

o
¥

J0.59%

31 = D3 =5MA

Berdasarkan data pada gambar dan tabel 2.2 diatas tingkat pendidikan
SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kutai Kartanegara relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan,
didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 84 orang (70,59%), disusul
oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 26 orang (21,85%), S2 sebanyak 8
orang (6,72%), D3 sebanyak 1 orang (0,84%).
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Gambar 2.3. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

. Prensentase |
Uraian | Jumlah
%2)
Laki-
63 52,94 %

Laki
Wanita 56 47,06 %
Jumlah 119 100%

Laki-Laki = Wanits

Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif
seimbang. Dari total 119 pegawai, sebanyak 63 orang atau 52,94 persen
berjenis kelamin laki-laki dan 56 crang atau 47,06 persen berjenis kelamin
perempuan. Data ini mencerminkan bahwa DPMPTSP telah memberikan
ruang partisipasi vang hampir setara bagi laki-laki dan perempuan dalam
struktur organisasi, sehingga potensi sumber daya manusia dapat
dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya dominasi gender tertentu. Kondisi
ini sejalan dengan prinsip pengarusutamaan gender dalam penvelenggaraan
pemerintahan daerah vyang menekankan keadilan, inklusivitas, dan
kesetaraan kesempatan kerja.

Keseimbangan komposisi gender tersebut menjadi modal penting dalam
meningkatkan kualitas pelayvanan publik dan pelaksanaan tugas di bidang
penanaman modal serta pelayanan perizinan. Keterlibatan perempuan yang
signifikan dalam struktur kepegawaian DPMPTSP berkontribusi terhadap
pengambilan keputusan vang lebih responsif, sensitif terhadap kebutuhan
masyarakat, serta berorientasi pada pelavanan yang adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di DPMPTSP tidak
hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga
mendukung pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.
2.1.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara,
dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan

lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

sesuail data asset tetap dan asset lainnya per 31 Desember 2025 terdapat
sebanyak 1.564 item barang senilai Rp. 20.981.282.382.75 dengan garis

besar rincian sebagai berikut:
Tabel 2.2 Data Azet DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Per 31 Desember Tahun 2025

KO NAMA BARANG JUMLAH NILAI {Rp.) HKONDISI ASET
1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1.315 | 18.729.373.224 00 Bail
ALAT BESAR 2 18.750.000,00 Baile
- alat penganglat lainnys [dst) 1 1.250.000,00 Baik
- electric genersting set lainnya (dst) 1 17 500.000.00 Baik
HOMPUTER 454 8,448 84862000 Bl
- Mainframe [Komputer Jaringan) 47 | 592.735.673,00 | Bl
- Local Area Network [LAN) 11 115.830.000,00 Eailk
-  Komputer Jarimzan lamnys 1 8.250.000,00 Bails
- PBCUmat 7O 1.976.513.355,00 Eailk
- Lap Top 51 1.211.543.41500 Eailk
- HNote Book 11 257.570.400,00 Eailk
- Tablet PC 2 26.392.150,00 Eailk
- Hard Disk 15 25107378500 Eailk
- (Card Feader [Peralatan Mmi Homputer] 1 5.772.000,00 Eailk
- Scanner (Peralatan Mim Fomputsr) 1 27.236.000,00 Bails
- CPU [Peralatan Personal Komputer| 4 122 222 000,00 Bails
- Momtor 40 1.435.820.700,00 Eailk
-  Printer {Peralatan Personal Komputer) 134 729.376.376,00 Bails
- Scanner (Peralatan Personal Komputer| 15 170.933.900,00 Bails
- Capture Card 2 4928 000,00 Eailk
- Externsl/ Portable Hardisk 3 8.842 500,00 Eailk
- Peralstan Perzcnsl Komputer lainnya 1 35.039.000,00 Bails
- Berver 4 1258915 440,00 Eailk
-  Eouter 1 2.113.100,00 Eailk
- Haub 8 9.550.580,00 Eailk
-  Wireless Access Pomnt 3 33.300.000,00 Eailk
-  Swtch 1 35.110.000,00 Eailk
- Peralstan Jarngan laimnys 15 68.200.000,00 Bails
-  Peralstan Komputer lainnys 3 50.532.200,00 Bail
ALAT EKSPLORASI 1 32.340.000,00 Bailc
- alat eksplorasi topogrefi lamnya  lainnya (dst) 1 32.340.000,00 —
PERALATAN OLAH RAGA 2 23.972.000,00 Eaile
-  Perslatan Permamsan lamnya 2 23.972.00000 Bailc
ALAT ANGEUTAN i1 | 203627943000 Bl
- Station Wagon ] 1.221.679.450,00 BEails
- Mulh Purpose Vehicle [MPV) 1 450.100.000,00 Bal
- Zepeda Motor 2 34.610.000,00 EBal:
- Kapal Visual Mini 2 95.920.000,00 EBal:
-  lapsl terbang laimmys [dst) 1 233.970.000,00 Baile
ALAT BENGHEL DAN ALAT UKUR 39 342.9530.000.00 BEails
- Battery Charge 8 18.385.000.00 Bailc
- Feciver 1 15.000.000.00 Bail:
- Global Positioning System ] 185.4035.000,00 Bail:
- Soanner (Universal Tester| 23 124.130.000,00 Eaile
ALAT PERTANIAN 1 4.028.00C.00 Baile
-  Leman Penyimpan 1 41028.000,00 Bail
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ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 7 6.860.418.014,00 Bail:
- Mesin Ketik Manual Standard [14-16 Inci 3 §.600.000,00 Baik
- Mesm Fotocopy Folio 2 14.660.000,00 Eaile
- Leman BesifMetal & 52.073.000,00 Eaile
- Leman Kspu 32 497 .580.000,00 Eaile
-  FakBem 18 28.116.000,00 Eaile
-  Filing Cabinet Baz 4 100000.000,00 Eaile
- Erandkss 3 57.8203.500,00 Eaile
-  Kontaoner 1 94 787.000,00 Eaile
-  Lemari Kaca 3 13.125.000,00 Eaile
- CCTV - Camera Control Television System 20 34.730.000,00 Baik
-  White Board 1 33.243.000,00 Bailc
- Alat Penghancur Hertas g 32.507.000,00 Eaile
- Mesin Abcensl 4 £8.056.000,00 Eaile
- Dhsplay 1 10.000.000,00 Bail
- Mesin Laminating 1 120.157.500,00 Bails
- Alat SadhlcJar 3 97.B84.500.00 Baile
-  Papan Nama Instansi 1 1.500.000,00 Baile
- Alat Kantor Lamnys 17 B4.243 796,00 Baik
- Meja Kerga Kayu i4 B14.6258.000,00 Bailc
- Mgjz Fapat 1 35.955.000.00 Bail
- Megja Fesepsioms 1 121 256.250,00 Baik
-  Meja Tambahan 32 271.101.873,00 Baile
- Meja Panjang 14 78.768.200,00 Eaile
- Fursi Temu B 21.200.000,00 Eaile
- Parfisi 13 23.712.293.00 Eaile
- Sofa g 72.682.000,00 Bail
- Leman Es & 13.365.000,00 Bails
- AC Window 3 16.500.000,00 Baile
- AC Spht 34 £49.272.000,00 Baile
- Kipes Angin 3 11.907 900,00 Baik
- Fompaor Gas [Alat Dapur] 1 1.750.000,00 Bailc
- Fice Warmer 1 26.875.000,00 Baik
-  Tebung Gas 2 2.000.000,00 Eaile
- Aixer 1 7.7 00.000.00 Eaile
- Televiz1 18 600.120.500,00 Eaile
- Tape Fecorder {Alat Fumah Tanggs Lamngya | 1 10.060.000,00 Bailk
Home Use |
-  Loudspealker 3 B.200.000.00 Bails
-  Sound SBystem 1 19.088.000,00 Baile
- Wireless 1 5.430.000,00 Balc
-  AEcrophone 1 3.265.900,00 Baik
-  Ahcrophone Table Stand 8 13.332.000,00 Bailc
-  Camesra Video 1 3.926.000,00 Baik
- Camesra film 4 B86.699.900,00 Baik
- Lambang Garuda Pancasila 2 2.000.000.00 Eaile
- Tiang Bendera 1 2.000.060,00 Eaile
-  Dispenser 7 235.749.000,00 Eaile
-  Aimbar/Podum 1 10.234.000,00 Eaile
- Handy Cam 2 25.818.000,00 Bail
- Alat Pemanas Fusngan 2 2.5592 00000 Bails
-  Lampu 4 13.506.900,00 Baile
- Alat Pemadam Kehalaran lamnya T 12 210.550,00 Baile
-  Meja Kerja Pejabat Eselon IT 4 127.451.000,00 Baik
- Mgja Kerja Pejabat Eselon IIT 8 137.8B43.200,00 Bailc
- Mgja Kerja Pejabat Eselon IV 10 172.304.000C,00 Baik
- Mgja Kerja Pejabat Eselon V 1 1184525000 Eaile
- Megja Kerja Pegawail Non Struldtural 35 182.457.500,00 Eaile
- Meja Kerja Pejabat lain-lan i7 201.389.250,00 Ezile
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- Meja Eapat Pejabat Ezelon 11 1 19 600.000,00 Baile
- Meja Tam Biace 1 1.215.014.80 Baile
- Karrsi Kevia Pejabat Esalon 11 4 39.842.333,00 Baile
- Kawrsi Kevja Pejabat Eselon 11T 5 24 616.333,00 Bails
- Kaarsi Kevja Pejabat Eselon V | 7.736.333,00 Baile
- - Karsi Kerja Pegawan Non Struldural T 206048 426,00 Baile
-  ¥ursi Kerja Pojabat lainmys T 444 822 664 00 Bailc
- FKarsi Hadap Depan Msja Kerja Pejshat Eselon 4 30.945.332,00 Bail
I
-  Fur=z Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon 41 317.189.653.00 Bail
m
- Fawr=i Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon 2 15.472. 666,00 Bailk
s
- Kawrsi Hadap Depan Msja Kerja Pejabat Eselon 2 15,472 666,00 Baile
v
- Farsi Hadap Depan hlsja Kerja lamnya 20 84 880.000,00 Bails
-  Lemarn Bulu Arsip Untuk Arsip Dineamis 37 245 219.820,00 Bl
ALAT STUDIO, HOMUNIKASI DAN PEMANCAR &8 557.402.350.00 Bailc
- Audio Misong Conscle 2 13.620.000,00 Baik
- Audio Misong Portable 1 10.516.000.00 Bailc
- Audio Midng Stationer 1 1.815.000,00 Baik
- Audiog Thone In 4 4.312.000,00 Baik
- Microphone/Wireless MIC & 20.551.800,00 Baik
-  Uninterruptible Power Supply (UES) 20 95.482.000,00 Baik
- D[hztal Audic Teperecorder 2 4.530.280,00 Baik
- Cahble 4 5.720.000,00 Baik
- peralatan studio audio  lammnya [dst) 2 4. 485.000,00 Baik
-  Camera Electronic 4 86.308.240,00 Baik
- Video Mondtor 2 G 300.000,00 Baik
- Video Switcher 1 21.340.000,00 Baik
-  Tripod Camera 1 1.085.000,00 Baik
- Lensa Kamers 1 21.500.000.00 Baik
- Layar Film/Projector 3 34.985.000,00 Baik
- Camesra Digital 3 144 170,070,000 Baik
- Lampu Btz Kamera 1 1.925.00C,00 Baik
- Video Confersnce 1 14 300.000,00 Baik
- LCD Mopitor 2 B.430.000,00 Baik
- Alat Studio Video Lainnya 2 12.300.000,00 Baik
- Teleghone Mokils 2 10.600.000,00 Baik
- Facsimile 1 2.000.000,00 Baik
- Audio Memitor 2 21.100.000,00 Baik
ALAT EEDOKTERAN DAN HESEHATAN 2 6.480.000,00 Bail
- Faursi Dorong 1 3.885.000,00 Bail
- Alat Hedolderan umum lamnya 1 2495 00000 Baile
ALAT LABORATORIUM 34 386.684.750,00 Bail
- Sisbilizer 1 4 364 800,00 Bailc
- Mgz Kerja 32 372.048.:000.00 Baile
- Portable Noise Momutoring 1 3.271.950.00 Baik
ALAT PERSENJATAAN 4 11.220.000,00 Bailc
- Lemsar Camera 1 6.270.000,00 Bail:
- Bateray Pack Camera 2 3.300.000,00 Bails
-  Trpot Baclground 1 1.650.000,00 Bail
BPMFD 249 2251.909.158.75 Eails
HOMPUTER &9 70B. 32848877 Bl
- P.CUmt 19 22693361026 Baile
- Lap Tep 15 261.173.298,77 Baile
- HNote Book 5 108.955.000,00 Baile
- Prnter {(Pevalatan Percomal Eomputer) 25 9032257974 Baile




-  External k. 13.475.000,00 Baile
- Peralaten Personal Eomputer lannnga 1 7.469.000,00 A
ALAT ANGKUTAN 18 609.127.000,00 Fiile
-  kendarasn dinss bermotor percrangan 1 192000 000,00 Baile
laimnya (dst)
- Mim Bus | Permumpang 14 Crang Kebawah | 2 233.200.000,00 Bails
-  Bepeda Motor 13 153.927.000,00 Bail
ALAT BENGKEL DAN ALAT UEUR 2 53.900.000,00 Bailc
- (Global Positioning System B8.140.000,00 Bail:
- alat ukur lan-lain  lammnya {dst) 45.760.000,00 Bl
ALAT EANTOR DAN RUMAH TANGGA 148 T81.293.463 98 Eaile
- Mesin Ketik Manusl Langewagon (18-27 Inci 15 44 715.000.00 Baile
- Mesin Penghitung Uang 1 5.775.00000 Bailc
- Leman BesifMetal & 20.4560.000,00 Bailc
- Filing Cabinet Besi 8 26.950.000,00 Bailc
-  Lemarn Maksn 1 5.005.000,00 Bailc
- Mesin Absensi i 12.045.000,00 Bailc
- TDhsplay 3 72.314.000,00 Bailc
- Meja Rapat 1 1.370.800,00
el Bails
- Megja 1/2 Biro 3 15.773.670,00 Bailc
- Fursi Tamu 11 34.865.000,00 Eaile
- Sofa 2 50.050.000,00 Baile
- Jam Melkaniz 1 10.775.000,00 Baile
- Mesin Pemoteng Bumput 1 300000000 Bal:
- Leman Es 4 10 36050000 Baile
- AC Spht & B4.317.099.08 Baile
- Televisi 5 112.205.000,00 Baik
-  Spund System 1 9.350.000,00 Bailc
- Wirgless 1 14.630.000,00 Baik
-  Abc Conference 1 56.540.000.00 Eaile
- Tangge Aluminnam 3 6.190.000.00 Eaile
- Alat Fumah Tangsa Lam-lam 3 T.300.060,00 Eaile
- Meja Kerja Pegawai Non Struldural 22 42.471.000,00 Bail
- Karrsi Kevia Pejabat Esalon 11 1 2.310.000,00 Bailk
- Kurrs=i Kevja Pejabat Ezalem 111 4 6.1680.000,00 Baile
- Kawrsi Kevja Pegaws: Non Strukdaral 16 16.544.00C.00 Bails
- Leman Buku Arsip Untuk Arsip Dimamis 24 10982250000 Baik
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 4 45.365.000,00 Baile
- peralatan studio audio  lamnya [dst) 1 12 15500000 Baik
- (Camera Electromc 1 12.160.000,00 Baile
- Zlide Projector 1 12.430.000,00 Baile
- Lencsa Kamers 1 9.680.000,00 Eails
ALAT LABORATORIUM 4 44 494 000,00 Bail
- Generator Set {Lab Scale) 1 15.024.000,00 Bailk
- Layar 1 14 850.000.,00 Baile
- Vacuum Dryimg Cven 2 14 630.000,00 Hale
ALAT PERSENJATAAN 6 B 38520000 | Baik
- i B B.395.200,00
Dhzpencer —
TOTAL 1.564 | 20.9581.282.382,75
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Sementara dalam era digital ini DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

telah memiliki 14 sarana media informasi, database maupun pelayanan

publik yang berbasis digital diantaranya:

1.

10.

Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara : www.dpmptsp.kukarkab.go.id;
Aplikasi database penanaman modal: NSWI ( National Sistem Windows For

Investment) merupakan sistem penanaman modal dari pemerintah pusat;
Online Single Submission,/0SS [merupakan sistem pelayanan perizinan
terpadu dari pemerintah pusat);

Sistem SSO (Single Sign On) merupakan penyediaan identitas data
pengguna dan mengaautentifikasi agar dapat mengakses aplikasi
penyedia lavanan : lawang-mpp.kukarkab.go.id ;

Aplikasi Pelongseng (Pelayanan Online Dengan Sistem Elektronik
Berbasis Jaringan) merupakan aplikasi untuk mengurus perizinan yang
telah terintegrasi dengan sistem S50 yang dimiliki oleh Mal Pelayanan
Publik Kutai Kartanegara. Fitur yang terdapat dalam aplikasi pelongseng
terdapat fitur pengajuan izin secara online, persyaratan pengajuan izin,
hingga pengambilan izin dan fitur download secara mandiri : layanan-
mpp.kukarkab.go.id:

Sistem web MPP merupakan aplikasi yang berisi informasi latar belakang,
tupoksi, fasilitas gedung MPP, Layanan OPD/Instansi yang tergabung
dalam MPP, Berita, pengumuman dan informasi lainnya, serta terkoneksi
dengan sistem booking/daftar antrian online: mpp.kukarkab.go.id;

Call Center Nomor :0811-5944-009;

Smart Arsip berfungsi untuk memudahkan pengelolaan arsip secara
digital, sistematis, terstruktur dan aman dengan websitenya smartarsip.
kukarkab.kotapintar.id;

Touchscreen MPP merupakan aplikasi media informasi berbasis web
untuk penjelasan yang terkait semua apliksi di MPP Kutai Kartanegara
dalam bentuk video : touchscreen-mpp.kukarkab.go.id;

SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)] merupakan aplikasi untuk
menampilkan jumlah rensponden, Nilai SKM dan Statistik jumlah data
pendidikan dari keseluruhan Responden. Serta form pengisian data
responden dan ada sebanyak 9 pertanyaan untuk pengunjung setelah
mendapatkan pelayanan;
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11. Metaverse sebagai media interaksi pelayanan peizinan dapat dilakukan
secara virtual tanpa warga kota harus datang secara fisik ke kantor
pemerintahan. metaverse-mpp.kukarkab.go.id;

12. Antrian MPP merupakan aplikasi pengambilan nomor antrian pelayanan
: antrian-mpp.kukarkab.go.id;

13. Aplikasi drive thru merupakan aplikasi untuk memproses pencetakan dan
pengambilan  berkas  wang  diselesaikan dari  pihak  MPP:
antrianonline. kukarkab. kotapintar.id /main / formdrivethru;

14. Aplikasi ACM (Anjungan Cetak Mandiri) sebuah aplikasi yang digunakan
untuk mencetak produk-produk layanan MPP. Seperti dokumen SK Izin
dan dokumen-dokumen produk MPP yang support untuk dicetak di mesin
ACM, serta dapat mencetak informasi-informasi terkait layanan dan
persyaratan : acmkukar. kotapintar.id;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan
dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP
paling sedikit meliputi:

1. Kantor depan (front office) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan,
loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi,
ruang/tempat lavanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

2. Kantor belakang (back office) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan
ruang pemrosesan.

3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi,
ruang difabel dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan
perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat ibadah, tempat parkir,
ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.

4. Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan,
formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer,
scanner, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak
pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet,
laman /website dan e-mail, alat penyedia daya listrik atau uninferruptible
power supply (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan,
televisi, brosur., banner, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas
pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-elektronik, paling
sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan,

penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (fracking system,
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jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; pusat data (data
center), dan server aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (smartphone;
dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yvang ada saat ini di
DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menambahkan dan
memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yvang representatif, ruang
tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang
perlu di penuhi baik di front office, back office, ruang pendukung dan
alat/fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung
penyelenggaraan PTSP-elektronik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Perangkat daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan,
layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai.

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara teknis pada dasarnya
dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas vang telah
ditetapkan (oufcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja
Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan
kegiatan prioritas ditetapkan. Kesemuanya tergambar didalam tabel dibawah

ind :
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan (outcomes)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

P Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian
Kinerja
Sesuai
Uras
. ) Tugas dan
it Fungsi 2021 | 2022 2023 2024 @ 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Perangkat
Daerah
| Tingkat Perssntass
FPertumbuh | Pertumbuha
an Nilai n Investa=i 1,68 1,71 30,47 30,6 4] 36,22 90,63 21,38 10,84 a] 2153.,93 2300.00 168,62 33,42 100
Investasi PMDN/PMA
PMDN /PMA
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Berdasarkan data pada tabel 2.3, indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai
Investasi PMDN/PMA menunjukkan bahwa target Renstra Perangkat Daerah
pada pericde 2021-2026 telah tercapai dimana target pertumbuhan pada
akhir renstra berada pada 1,79 persen maka dari itu pada tahun 2022 dimana
banyaknya investasi baru masuk yang berhubungan dengan Ibu Kota
Nusantara disamping sektor pertambangan dan perkebunan menyebabkan
pertumbuhan menjadi 90,63% dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri mencapain 5300 persen bahkan
pada beberapa tahun realisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini
membuat Dinas Penanaman Modal melalkukan Penyesuaian target walaupun
pada masa itu belum berakhirnya periode renstra.

Namun demikian, memasuki tahun 2025 dilakukan penyesuaian target
kinerja dimana Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 30,60 persen kembali akan
tetapi mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan ke III pertumbuhan
investasi terus melambat dan pada akhir triwulan Il mencapai -29,18 persen.
Sebagal respons terhadap dinamika dan kondisi aktual perekonomian,
dimana Perlambatan pertumbuhan investasi pada triwulan III tahun 2025
berdampak signifikan terhadap capaian indikator pertumbuhan nilai
investasi sehingga target yang sebelumnya telah tercapai perlu disesuaikan
agar tetap realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi riil penyesuaian
tersebut kami lakukan dengan melihat tren pertumbuhan nilai investasi
pertriwulan dari tahun 2020 trivulan I sampai dengan Tahun 2025 triwulan
ke III dengan mempertimbangkan penurunan signifikan tahun 2025 sebesar
—29,18 persen dengan harapan potensi pemulihan ekonomi daerah. Dengan
baseline baru yaitu 0 persen. Kebijakan diarahkan pada stabilisasi proyek
aktif, promosi investasi produktif, dan transformasi menuju investasi hijau
dan berkelanjutan untuk mendukung visi RPJMD 2025-2030. Penyesuaian
ini bukan merupakan penurunan komitmen kinerja, melainkan bentuk
kehati-hatian dalam perencanaan vang adaptif dan berbasis data, sekaligus
untuk menjaga kredibilitas perencanaan dan konsistensi antara target,

realisasi, serta proveksi capaian kinerja pada akhir periode Renstra.
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Gambar 2.4 Pertumbuhan Investasi 2021-2025
di Kabupaten Kutai Kartanegara

S0E3

2021 2022 2023 2024 2025

Dilihat dari grafik 2.4 pertumbuhan investasi mengalami pertumbuhan
vang pesat pada tahun 2022 yang disebabkan oleh investasi pada Ibu Kota
Nusantara. Oleh karena itu pada tahun 2023 kami melakukan perubahan
target kinerja untuk target lima tahun dari tahun 2021-2026 yang sudah
terpenuhi pada Rencana Kerja Tahun 2022, Tetapi perubahan target tersebut
berakibat pada pencapaian pertumbuhan investasi yang menurun di tahun
2023 dan 2024, tetapi kalau dilihat pada tahun 2024 saja pertumbuhan
investasi yang belum mencapai target.

Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di EKabupaten Kutai
Kartanegara dar tahun ke tahun mengalami fluktuatif hal ini disebabkan
karena :

1. Fluktuatif harga komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih
ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan
volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyvak turun;

2. Krisis ekonomi global, dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan
vang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke
Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Regulasi lingkungan vang ketat menyebabkan beberapa industri besar
yvang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala
terkait perizinan lingkungan;

4. Ketimpangan infrastruktur di wilayah tertentu dimana beberapa
kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami
keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting.
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5. Persaingan dengan daerah lain yang telah mempunyai kawasan industri
atau sentra-sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten

Kutai Kartanegara.

2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya

Pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah
periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya
berbagai indikator kinerja Perangkat daerah terutama dalam kaitannya
dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran
keberhasilan /pencapaian suatu Perangkat daerah membutuhkan indikator
vang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja
dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai
dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan,
menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning)
terhadap masalah vang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
kebyjakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta
sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.
2.1.3.2 Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam RENSTRA
DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, terdapat 2 indikator
kinerja utama, secara keseluruhan indikator sudah tercapai dengan optimal.
Ke-2 indikator tersebut meliputi Nilai Realisasi Investasi dan Indek Kepuasan
Masyarakat [IKM)].

Secara keseluruhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
mengalami peningkatan, namun demikian menjadi titik berat investasi masih
pada sektor primer dimana Pertambangan masih menjadi primadona dalam
investasi. Akan tetapi sekarang untuk sektor sekunder dan tersier juga mulai
ikut berkembang setelah adanya Ibu Kota Nusantara wvaitu pada sektor
sekunder indukstri makanan dan transportasi mulai banvak diminati
sedangkan pada sektor tersier yaitu pada sektor Perumahan, kawasan
industri dan perkantoran. Akan tetapi Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri

masih belum mempunyai sentra kawasan industri yvang akan dikembangkan.
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Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten
Kutai Kartanegara diukur berdasarkan capaian nilai Realisasi Investasi dan
hasil survey mandiri indeks kepuasan masyarakat. Sampai dengan tahun
2025 capaian nilai Realisasi Investasi sebesar 16,42 Triliun Rupiah sehingga
melampaui target pada tahun 2025 sebesar 7,45 Triliun Rupiah dengan
capaian kinerja sebesar 220,40 persen.

Sedangkan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan survey
pada akhir tahun 2025 mencapai nilai 96,51 melampaul target yang
ditetapkan sebesar 89 52 capaian kinerja sebesar 107,81% dari target yang
ditetapkan. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
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Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

5 - Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian
Hinerja
s -
Kinerja :
Fungsi 2021 2022 2021 2024 2021 2023 2024 2025
Perangkat
Daerah
Menmskamy Talar
a2 Milai Fezlizasi
4 3,23 T 5,13 16,42 158.82 203,69 223,40 220,40
Investas (FAIDIN,/FIA)
[FMDN/
FhIA)
Meninglatny | Indsk
a Fuslhtss Kepussan _ _
87 87,12 20,04 azal 103 49 104,80 105,28 107,81
Pelayeman di | Masyarskat
DPMPTSP [TEN)
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Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, kurun waktu 2021 — 2026 Total
belanja di tahun 2021 sebezar Rp 17.223.526.938,- sedangkan di tahun 2025
meningkat menjadi RBp 21.179.471.884,-. Meningkatnya Belanja ini
dipengaruhi dengan adanya peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi (PANRB) No. 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan MPP. Dimana setiap Provinsi, Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia diwajibkan untuk mendirikan pusat pelayanan satu pintu
vang diberi nama Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik ini merupakan
vwujud dari komitmen Presiden kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait
dengan kemudahan berusaha diseluruh Kabupaten/Kota melalui
kemudahan perizinan berbasis risiko. Selain itu terdapat penambahan
anggaran yvang bersumber dari pusat diantaranya Dana Alokasi Khusus Non
fisik guna percepatan penyelenggaraan penanaman modal dan pada akhir
tahun 2023 Dana Insentif Daerah Guna Pengendalian Penanaman Modal di
Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga terdapat dana bagi hasil dari The
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dari World Bank diberikan kepada
pihak-pihak yvang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah
kaca melalui kegiatan penurunan deforestasi dan degradasi hutan
(REDD+). Adapun Perkembangan Pendanaan yang digunakan untuk
kegiatan penanaman modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Target Anggeran Peranghst Dacrah Realisasi Anggaran Perangiat Tlasrah .
i Semasi
Tugas dan
Hinerja Anggar | Realisa
Fungsi 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 | 2022 2023 2024 | 2025 i ;
=
R an () | = (%)
Daerah
& 16.590.2 17.857. | 19.253. | 19915 | 19.821. | 14462, | 15679 | 1B.322. | IT.797. | 17.768. | 87,17 | 87,80 | 95,16 82.36 | 8964 | 1948 22 86
Nilai Realisasi Feahzas=i - - =
. i 50.393.0 72137 a2 67 492 21 512.940 040,33 4 B3 441 22 15109 485.96
Investa=m Insvesta=m:
0 1,00 4. 00 4 00 G 00 1,00 0,00 T, 900 4,00
(FMDN/ PRdAN [PMIH/PMA)
Memingkatnya | Indek
Kualitas KEepuasan BT44.T | 65804 | 34369 | 13579 60952 | 7.273.3 | 6BES9 | 16401 | 60908 - = 2 =
633276 2 _ 896,25 | B3,17 101,36 | 47,72 | 44,85 | 114,43 007
Pelayarian di Masyaraleat 54500 (=664, | 45366, | 06836, 58975 | 4.100,0 | 500173, | 9B.917, | 81.788, | 7.985.0
DPMPTEP {TEDM ! oo oo 0o 0 00 oo oo o
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Pada tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran pada DPMPTSP dari
tahun 2021 hingga 2024 untuk dua indikator utama, yvaitu Nilai Realisasi
Investasi (PMDN /PMA| dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Angka-angka
ini menggambarkan kinerja anggaran baik dari sisi target maupun capaian
realizasi, gerta rasio pencapaiannya terhadap rencana yang ditetapkan setiap
tahunnya. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran
sekaligus menakar konsistensi pertumbuhan kinerja keuangan organisasi.
Akan tetapi pada tahun 2025 dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 dimana setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan
efisiensi anggaran oleh karena itu juga berdampak pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu. Dan pada Tabel 2.5 diatas terlihat
pada rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,07 persen pada indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan adanya efisiensi dan
timbulnya utang pada paket pekerjaan di indikator tersebut.

Pada indikator Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA), target anggaran
menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021 ditetapkan target
sebesar 16,59 milvar rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi 17,85
milyar rupiah, lalu 19,25 milyar rupiah pada tahun 2023, dan kembali naik
menjadi 19,91 milyar rupiah pada tahun 2024 serta mengalami penurunan
pada tahun 2025 sebsar 19,82 milyar rupiah. fluktuasi ini menggambarkan
adanya proveksi optimisme pemerintah daerah dalam mendorong
peningkatan nilai investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar
negeri (PMA).

Sementara itu. pada realisasi anggaran indikator investasi, terlihat
capaian tahun 2021 sebesar 14,46 milyar rupiah. Angka ini memang masih
berada di bawah target, tetapi sudah mendekati dengan tingkat rasio 87,17%.
Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, realisasi meningkat menjadi
sebesar15,67 milyar rupiah dengan rasio 87,80%. Kenaikan berlanjut pada
tahun 2023, mencapai 18,32 milyar rupiah, mendekati target sebesarl19,25
milyar rupiah dengan rasio yang lebih tinggi vakni 95,16%. Namun pada 2024
realisasi sedikit turun menjadi 17,79 milyar rupiah dengan rasio 89,36%. Dan
di tahun 2025 realisasi 17,76 milyar rupiah atau dengan rasio sebesar
89,64%.

Apabila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan anggaran, indikator
investasi menunjukkan angka 19,48%. Hal ini menandakan pertumbuhan
target anggaran vang relatif stabil setiap tahunnya. Tapi berbedadengan
pertumbuhan realisasi justru naik sebesar 22,86%. Hal ini memperlihatkan
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bahwa peningkatan target cukup signifikan juga mempengaruhi capaian
realisasi anggaran tersebut. Walaupun ada beberapa kendala dalam
perjalanannya salah satunya yaitu dana transfer daerah yang terlambat dan
juga dikarenakan perubahan regulasi sehingzga beberapa kegiatan tidak bisa
berjalan optimal serta adanya efisiensi anggaran berdasarkan intruksi
presiden nomor 1 Tahun 2025.

Indikator kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
menggambarkan kualitas pelayanan di DPMPTSP. Target anggaran indikator
ini fluktuatif. Pada 2021, targetnya sebesar 633,27 juta rupiah, lalu melonjak
drastis pada 2022 menjadi 8,74 milyar rupiah. Namun pada 2023 targetnya
menurun menjadi 6,58 milivar rupiah dan pada 2024 semakin rendah lagi di
angka 3,43 milyar rupiah. Begitu juga pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.36
milyar rupiah. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran
besar-besaran sesuai dengan kebijakan pelayanan publik yang berlalu.

Realisasi anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun
2021 sebesar 609,52 juta rupiah dengan rasio 96,25% terhadap target.
Capaian ini sangat baik karena mendekati target penuh. Pada 2022, realisasi
naik drastis mengikuti target, yakni mencapai 7,27 milyar rupiah meskipun
hanya menyumbang rasio 83,17%. Tahun 2023, realisasi sebesar 6,66 milyar
Rupiah bahkan sedikit melampaui target dengan rasio 101,36%. Namun pada
2024 terjadi penurunan drastis pada realisasi menjadi 1,64 milyar rupiah,
sehingga rasio realisasi terhadap target hanya 47,72%. Dan pada tahun 2025
realisasi anggaran sebesar 609,088 juta rupiah dengan rasio 44,85%.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran, indikator KM
mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 114,43%. Hal ini
disebabkan lonjakan anggaran besar pada 2022 yvang membuat angka
pertumbuhan sangat tinggi., Sedangkan untuk realisasi, rata-rata
pertumbuhan mencapai -0,07. Angka ini memperlihatkan adanya
ketidakstabilan pencapaian karena di tahun terakhir realisasi justru anjlok
jauh di bawah target dikarenakan pemotongan DBEH oleh pemerintah pusat
sebesar 50%.

Perbandingan kedua indikator ini menunjukkan pola yang berbeda.
Pada indikator investasi, baik target maupun realisasi cenderung stabil
dengan pertumbuhan yang konsisten meskipun masih menghadapi kendala
dalam mencapai target secara penuh. Sedangkan pada indikator IKM, terlihat
fluktuasi yang sangat signifikan baik pada target maupun realisasi, yang
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menandakan adanya dinamika kebijakan serta tantangan besar dalam
menjaga konsistensi pelayanan publik.

Rasio realisasi terhadap target juga menjadi poin penting. Investasi
cenderung stabil dengan rasio di kisaran 87-95%, menunjukkan bahwa
meskipun target meningkat, realisasi relatif dapat mendekati harapan.
Sebaliknya, [KM mengalami ketidakpastian vang tinggi: dari 96% pada 2021,
turun menjadi 83% pada 2022, kemudian naik hingga 101% pada 2023, dan
akhirnya jatuh drastis ke 47% pada 2024. Variasi ini menjadi indikator
adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan pelayanan.

Salah satu faktor penyebab naik-turunnya capaian IKM terkait dengan
ketersediaan anggaran dan alokasi sumber daya vang tidak konsisten antar
tahun. Perubahan kebijakan pemerintah daerah atau nasional yang berfokus
pada reformasi pelayanan publik juga bisa menjadi pemicu fluktuasi. Hal ini
berbeda dengan investasi yang lebih dipengaruhi oleh tren ekonomi makro,
iklim investasi, dan kebijakan fiskal yang cenderung lebih stabil.

Dari sisi pertumbuhan rata-rata, data ini memperlihatkan bahwa
DPMPTSP masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga
kesinambungan kinerja anggaran. Realisasi anggaran pada indikator
Investasi yang cenderung stabil bisa menjadi kekuatan akan tetapi realisasi
anggaran pada indikator IKM yang sangat fluktuatif menunjukkan kelemahan
dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu,
diperlukan strategi perencanaan vang lebih realistis dan konsisten untuk
memastikan pencapaian yang lebih seimbang.

Evaluasi terhadap realisasi anggaran ini dapat menjadi dasar untuk
merumuskan kebijakan selanjutnya. Pemerintah daerah perlu menjaga tren
positif investasi dengan terus memperbaiki iklim usaha, memberikan insentif
vang menarik, serta memperkuat promosi investasi. Sementara untuk
pelavanan publik, perlu ada penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan,
serta peningkatan kapasitas 5SDM agar kualitas pelayanan tidak mengalami
penurunan seperti yang terjadi pada 2024 dan tahun 2025.

Secara keseluruhan, analisis tabel realisasi anggaran ini menunjukkan
bahwa DPMPTSP memiliki kinerja vang relatif baik pada aspek investasi
namun masih menghadapi tantangan besar pada aspek pelayanan publik. Ke
depan, sinergi antara stabilitas anggaran, konsistensi kebijakan, dan
komitmen peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci untuk mencapai
kinerja optimal yang berkelanjutan.
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2.1.3.3 Kinerja Pembangunan Sektoral tahun 2021-2026

Pembentukan penanaman meodal atau investasi merupakan faktor
penting vang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi suatu wilayah. Informasi mengenai potensi investasi
dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Ketika
pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan
ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang
vang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga
menghasilkan barang dan jasa di masa akan datang.

Daerah sudah saatnya menarik sebanyak mungkin investasi sebagai
penggerak pembangunan daerah. sehingga potensi daerah dapat
dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Iklim investasi yang kondusif
dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan
lapangan kerja, ketersediaan usaha dan dayva szaing. Dalam aspek makro,
kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yvang diperlukan dalam
mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi  serta
berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Kinerja investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
menunjukkan penurunan. Realisasi investasi di Kabupaten Kutai
Kartanegara mencapai 16.415.888.215.433 rupiah sampai dengan triwulan
ke IV atau sebesar % persen dari tahun 2024 pada Triwulan ke IV dengan
nilai sebesar 16.415.888.215.433 rupiah. Perlambatan ini dikarenakan telah
selesainya proyvek-proyek penting di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
fluktuatif perekonomian dunia.

Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun walktu tiga tahun
terakhir ini mengalami pertumbuhan yang signifikan seperti terlihat dalam
tabel berikut ini. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami lonjakan yang tinggi
dengan adanya pembangunan IKN sebesar Rp 9.782.855.525.026. Dengan
pertumbuhan Investasi sebesar 90,36 persen. Kenaikan Investasi ini tentu
berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
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Tabel 2.6

Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Investasi dari tahun 2021-2025

Total Target Total Realizasi Tingkat
Target Investasi Investasi Realizasi Investasi Investasi Pertumbuhan Capaiat

Tahun PMA PMDN (PMA /PMDN) (RBp) PMA PMDN (PFMA /PMDN) (Rp) Nilai dari Target

Realizasi i%a)

Investasi (%o

; 2 3 4 (2+3) 5 & 7 (5+8) 8{n-(n-1) fn- g
111009 {7/ 4x100)
2021 275 : 5.65 : 5 5 36,22 159

2.048.916.716.275 | 1.187.178.942.604 |3.236.095.658.872 | 1.812.295.320.000 3.319.584.600.000 | 5.131.879.920.000

2022 1.373.5300.950.100 | 5.626.499.049.900 | 7.000.000.000.000 | 1.350.004.725.026 | 8.432.830.800.000 | 9.782.835.525.026 90,63 140
2023 1.979.064.216.921 | 5.285.114.303.031 | 7.264.178.519.952 | 5.004.650.534.525 | 9.804.607.469.680 | 14.809.258.004.235 51.38 204
2024 1.980.064.216.921 | 5.375.114.303.031 | 7.355.178.519.952 | 8.069.017.988.494 | 3.346.870.226.939 | 16.415.888.215.433 11.99 223
2025 3.200.000,000.000 | 4,200.000.000.000 | 7.400.000.000.000 | 5.655,368.522.720 | 10.,760.519.692.713 | 16.415.888,215.,433 o 221,84
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Tabel 2.7
Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Kota di Provinsi
Kalimantan Timur

Realisa=zi Modal Investasi PMDN (Juta Rupiah)

Jumlah 3

Kabupaten [Kota 2021 2022 2023 Tahun .
Paser 367.121.50 1.616.947.70 2.458.132.40 4.642.201,60 |
Kutai Barat 1.437.227.90 2.631.773,80 3.253.522.50 ¥.322.524.20
Kutai Kartanegara 3.319.530,00 | 10.264.907.70 9.440.338,20 | 23.324.995,90 |
Eutas Timur 5.279.054.00 3.428.929.90 5.241.826,70 | 13.949.810,60 |
Berau 445.264.40 2.619.004.00 4.303.938,70 ¥.5368.207.10
Penajam Paser :
Utara 404.886.00 1.253.095,90 1.475.716,70 3.133.698,60 |
Mahakam Ula 375.498,90 284.958,90 189.188.70 1.049.646.30 |
Balikpapan 16.773.016,60 | 14.681.931.50 | 20.501.2890,70 | 51.956.288.80
Samarinda 385.533.30 1.270.879.50 2.894.239.20 4.750.652.00 |
Bontang 8910.229.60 1.243.154.10 2.413.301,90 4.366.685.60 |
Kalimantan Timur 30.297.382.20 | 39.595.633,00 | 52.17V1.695,70 | 122.064.710,90 .

Berdasarkan data Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur,
Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kedua setelah Kota
Balikpapan dalam hal realisasi investasi selama 3 tahun berturut turut untuk
PMDN sedangkan untuk PMA menduduki peringkat kedua setelah Kutai

Timur.

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Investasi PMA Kabupaten Kota di Provinsi
Kalimantan Timur

Realisasi Modal Investasi PMA (Ribu US §) Jumlah 3 tahun
Kabupaten/Kota 2021 2022 2023

Paser 31.190.40 109.068,58 ¥7.903,80 218.162.78
Kutai Barat 29.653,60 193.435.49 105.779,90 333.868,99
Kutai Kartanegara 122.865,60 180.418 48 331.153,76 634.437,78
Kutai Timur 248.360,80 630.925,93 438.2355,80 1:337:532 53
Berau 3575270 49.370,49 46.997 .30 132.120.,49
Penajam Paszer Utara 1.602,80 9.866,00 10.907,2C 22.376,00
Mahakam Ulu 123,90 3.808,00 23.096,00 27.027.90
Balikpapan 193.184,10 51.882.79 244.869,10 489.935,99
Samarinda 17.125,00 32.438,00 23.518,30 7308130
Bontang 65.331.30 8,00 10.249 50 73.388 80
Kalimantan Timur 745, 196,20 1.266:221,77 1.332.710,60 3.344.122,57
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Realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi
di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik, Berdasarkan realisasi investasi

tersebut

selanjutnya digambarkan bidang usaha yang menonjol.

Sebagaimana terdapat dalam data Portal Nafional Single Window for
Ivestment (NSWI), dimana saat ini situs nswi.bkpm.go.id
maintenance, data yang diunggah pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Investasi Persub sektor
Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023 dan 2024

sedang

) -'\-1?
Tomarman m
Ferkebun=n dam 180 EZS.F71.180.509 =3 E33.77T5.543.574 = 1.247 563 BI5 511 83 131 454 532
T E13.655.543.581 147 208.8348 175.756 5 12.857 510505 g 1,765,068
I - 4 - ) = = =
Fertambangan 211 7,206 550552 57 TEE £.011 307 757,870 &7 1,756.036 E30.047 4 20375056
talfmhior) 549 7.845055 276461 | 1164 £.9189. 907 874600 141 3017473555963 158 273483087
mimﬂ -
7T 223,591 E40.651 a3 i13i.EI30ls0as =0 105650 B00.465 5 23 ETE.24a
ity Kimis
Dmger, Eamamg Kime io E.318.413.128 s 2.E9E.E00.000 1 - “ E1.500
dan Farmec
Infnrtr Minersl Mon
iz Bd 500000 == 2433015753 z S11.585.353.137 - 142865
Industd telertl
2 S45.000000 - - -
& B45.000.000 -
Indnsin bareng ders
N 3 - - & S5.§00.000 - -3 25000
Il & alme kel
Imdustnikaru z 3.363.145.657 ¥ H300 iz 59.180.753.000 L4 615500
Indnct kertag dan
7 - =0 54553 E00.000 - - -
Industd kimis den
) 43 181 416700000 F3.321. 256 204 - - -
Indnct kearer das
i - g 145.000.000 - - “ 147,852,500
Induxtri Logam
Tiacar, Earamg
Logam, Eulkan 2 1000 000 a B 1.26E.7B0.2EC 000 a ET.344.7EZ
Ferali=mnya
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Earmatcr dan Alst E5 124 087:700.000 a3 1.380.515.000 - - -
Trun:purhﬂsi'!.mn
Indyirt lay == -
lmimmre an 3.371.7E3.586 183 =08:86£.700.000 & 4.229.840.000 =% 155,531 500
Total (Sektor]
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Reparzo
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v s 5.003 548,138 & - =
£5 SE3.316.350
Tranzpartas,
Gudsng dan 234 175,686.658.805 353 T9.595.656.730 =3 11441 558 562 31 BEF.E6T
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Perimebham
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075 ESE3 zas ELL, 158500 =05 S3E3T.538.5E8
TOTAL [Rp) 9. 440 538 200.000 B.I346.8T0.226.939 #.66 7. 305 500 S.069.01T 385 000

Berdasarkan tabel 2.9 menunjukkan investasi yang menonjol di
Kabupaten Kutai Kartanegaara masih sektor primer yaitu Pertambangan dan
Perkebunan, dua sektor ini masih menjadi dava tarik investasi. Disisi lain
dalam hal perijinan kedua sektor ini bukan lagi menjadi kewenagan
kabupaten, tatapi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan
sendiri bagi DPMPTSP untuk mendorong sektor sekunder maupun sektor
tersier.

Selanjutnya dalam pencapaian indikator kinerja Utama terdapat 6
program dan 14 kegiatan vang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rasio capaian sudah melebihi 100%
untuk 6 program yang diampu oleh DPMPTSP, hal ini tentu memberikan
dorongan kepada dinas untuk lebih meningkatkan pelayanan terkait dengan
penanaman modal dan pelayvanan terpadu satu pintu. Seperti Tabel 2.11
dibawah ini:



Pencapaian Kinerja Pelayanan (Program) dari tahun 2021-2024

Tabel 2.10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator
Kinerja
Sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah

Target Renstra Perangkat

Daerah

Realisagi Capaian

Rasio Capaian

2021

2022 2023

2024

2021

2022

2023

20249

2021

2022

2023

2024

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi

Pemerintah

75,88

78 80

13

82

94,9

74,13

78,5

108,07

121,67

92,66

107,53

Jumlah
Pertumbuhan
Provek
PMDN/PMA

602

625 | 640

652

970

867

2318

3868

161,13

138,72

362,19

593,25

Jumlah
Investor

PMDN/PMA

112

200 | 260

310

195

227

284

280

174,11

113,50

109,23

90,32
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Indikator
Kinerja
Sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah

Target Renstra Perangkat
Daerah

Realisasi Capaian

Rasio Capaian

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Jumlah Izin

678

750

850

10000

990

6175

12796

12757

146,02

823,07

1505,41

127,57

Penaikan /
Penurunan
Nilai
Realisasi
(PMDN /PMA)
Jumlah
Aplikasi

8,28

8,28

15

30,4

30,68

36,22

90,63

14

51,38

10,85

437,44

100,00

1094,57

93,33

169,01

133,33

35,37

100,00
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Pada Tabel 2.10 untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menunjukkan capaian yang relatif baik sepanjang periode 2021-
2024. Pada tahun 2021 dan 2022, realizsasi nilai akuntabilitas melampaui
target yang ditetapkan dengan rasio capaian masing-masing sebesar 108,07
persen dan 121,67 persen, mencerminkan penguatan tata kelola kinerja,
perencanaan, serta pelaporan yang semakin akuntabel. Meskipun pada
tahun 2023 rasio capaian menurun menjadi 92,66 persen akibat penyesuaian
standar penilaian dan peningkatan kompleksitas indikator, kinerja kembali
menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 dengan rasio capaian 107,53
persen. Hal ini menandakan adanya konsistensi upaya perbaikan sistem
manajemen kinerja instansi.

Pada indikator Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA, realisasi
kinerja secara konsisten melampaul target pada seluruh tahun pengukuran.
Rasio capaian yang sangat tinggi, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang
masing-masing mencapai 362,19 persen dan 593,25 persen, menunjukkan
tingginya minat investasi serta efektivitas fasilitasi penanaman modal yang
dilaksanakan. Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh kemudahan
perizinan, promosi investasi, serta dukungan kebijakan yvang mendorong
realisasi proyvek baru baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun
Penanaman Modal Asing.

Indikator Jumlah Investor PMDN/PMA menunjukkan capaian yang
bervariasi namun tetap berada pada tingkat vang relatif baik. Pada tahun
2021 dan 2022, realisasi investor melampaui target dengan rasio capaian
maging-masing sebesar 174,11 persen dan 113,50 persen. Pada tahun 2023
capaian masih berada di atas target, meskipun dengan rasio yvang lebih
moderat. Namun pada tahun 2024, rasio capaian menurun menjadi 90,32
persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menarik investor
baru, antara lain akibat dinamika ekonomi makro dan kehati-hatian investor
dalam merealisasikan penanaman modal.

Kinerja indikator Jumiah Izin memperlihatkan lonjakan realisasi yang
sangat signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio capaian
masing-masing sebesar 823,07 persen dan 1.505,41 persen. Hal ini
mencerminkan optimalisasi layanan perizinan berbasis sistem elektronik,
peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta adanya penyesuaian kebijakan
yang mendorong percepatan proses perizinan. Pada tahun 2024, meskipun

target meningkat tajam, realisasi tetap melampaui target dengan rasio
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capaian 127,57 persen, menunjukkan kinerja pelayanan yvang tetap responsif
dan adaptif.

Sementara itu, indikator Penaikan/Penurunan Nilai Realisasi
PMDN/PMA menunjukkan fluktuasi capaian yvang cukup besar. Pada tahun
2021 hingga 2023, rasio capaian sangat tinggi, menandakan realizasi nilai
investasi yang jauh melampaui target vang direncanakan. Namun pada tahun
2024 terjadi penurunan rasio capaian menjadi 35,37 persen, yang
dipengaruhi oleh perlambatan realisasi investasi serta faktor eksternal yang
memengariihi iklim usaha. Adapun indikator Jumlah Aplikasi secara umum
menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi, dengan rasio capaian
mendekati atau melampaui 100 persen, mencerminkan konsistensi dalam
pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung layvanan serta tata

kelola penanaman modal.
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Tabel 2.

11

Pencapaian Kinerja Pelayanan (Kegiatan) dari tahun 2021-2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator

Kinerja Sesuai

Target Renstra

Perangkat Daerah

Realizasi Capaian

Rasio Capaian

Uraian Kinerja HERS oas

Fungsi

Perangkat

Daerah 20212022 2023 20242021 2022 2023|2024 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Perencanaan, 17 17 17 16 17 17 19 16 [100,00{100,00111.76/ 100,00
Penganggaran
dan Evaluasi Jumlah
Kinerja Dokumen
Perangkat
Daerah
Administrasi Cakupan 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 IDD,GDIDD,DDElDD,DD 100,00
Keuangan Administrasi
Perangkat Keuangan
Daerah Perangkat

daerah
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Indikator Target Renstra

Nhscris Sesvat| Perungiat Dacsn Realisasi Capaian Rasio Capaian

Uraian Kinerja S
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023 2024|2021 202220232024 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Administrasi Cakupan 100 | 100 | 100 | 3 100 | 100 | 100 53 |100,00/100,00100,00| 100,00
Barang Milik Administrasi
Daerah pada barang milik
Perangkat daerah pada
Daerah peranghkat

daerah
Administrasi Calkupan 100 | 100 | 100 E 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (100,00(100,00100,00 100,00
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Kepegawaian
daerah Peranghat

daerah
Administrasi Cakupan 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (100,00 IDD,DOil 00,00 100,00
Umum Administrasi
Perangkat Umiim
daerah
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Indikator Target Renstra

Sbscris Seswat ot Dacrah Realisasi Capaian Rasio Capaian

Uraian Kinerja S
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023 2024|2021 202220232024 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Peranghkat

daerah
Pengadaan Jumlah 10 | 10 | 10 | 100| 10 | 10 | 10 | 100 100,00 IDE},DD%ZTL 00,00] 100,00
Barang Milik Pengadaan
Daerah Barang Milik
Penunjang daerah
Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah

daerah
Penyediaan JasalJumlah Laporan| 12 12 12 | 100 | 12 12 12 | 100 |100,00(100,00100,00 100,00
Penunjang Jasa Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah daerah
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Indikator Target Renstra

. . _ Realisasi Capaian Rasio Capaian
Kinerja Sesuai| Perangkat Daerah
: . Tugas dan
Uraian Kinerja .
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023'2024/2021/2022/2023/(2024| 2021 | 2022 2023 | 2024

Pemeliharaan Jumlah unit 108 | 108 | 108 | 100 | 108 | 108 | 108 | 100 100,00/100,00100,00| 100,00
Barang milik barang milik

Daerah daerah yang
Penunjang dipelihara
Urusan

Pemerintah

Daerah

Penetapan Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 [100,00/100,00{100,00 100,00
Pemberian Kebijakan yang
Fasilitas/ menjadi

Insentif Di kewenangan
Bidang Daerah
Penanaman Kabupaten/Kota

Modal yang




Indikator Target Renstra
Nhscris Sesvat| Perungiat Dacsn Realisasi Capaian Rasio Capaian
Uraian Kinerja S
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023 2024|2021 202220232024 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Menjadi
Kewengan
Pembuatan Peta [Jumlah Kajian 2 2 2 2 1 1 2 3 | 50,00 50,00 1 00,00/ 150,00
Potensi Investasi|/Peta Potensi
Kabupaten/ Investasi
kota _
Penyelenggaraan|Jumlah Investor| 112 | 200 | 260 -' 310 | 195 | 227 | 284 | 280 1?4,11113,50?1{}9,23 90,32
Promosi (PMA /PMDN)
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah

Kabupaten/Kota
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Indikator Target Renstra
. . _ Realisasi Capaian Rasio Capaian
Kinerja Sesuai| Perangkat Daerah
: . Tugas dan
Uraian Kinerja .
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023'2024/2021/2022/2023/(2024| 2021 | 2022 2023 | 2024
Pelayanan KM 87 [87,12/87,75091,96(90,04/91,35(91,9692,91|103,49/104,86 104,80| 101,03

Perizinan dan
Non Perizin
secara Terpadu
Satu Pintu di
Bidang
Penanaman
Modal yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/

Hota
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Indikator Target Renstra
Sbscris Seswat ot Dacrah Realisasi Capaian Rasio Capaian
Uraian Kinerja S
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 2023 2024|2021 202220232024 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Pengendalian Jumlah 370 | 370 | 3¥0 | 300 | 370 | 370 | 370 | 427 (100,00/100,00{100,00 142,33
Pelaksanaan Pengendalian

Penanaman PMA /PMDN

Modal yang

menjadi

Kewenangan

Dearah

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Aplikasi 1 15| 3 | 3 1 14 4 3 |100,00/93,33 1 33,33| 100,00
Data dan

Informasi

Perizinan dan

Non Perizinan
vang terintegrasi

pada Tingkat




Indikator Target Renstra
Realisasi Capaian Rasio Capaian
Kinerja Sesuai | Perangkat Daerah
_ Tugas dan
Uraian Kinerja .
Fungsi
Perangkat
Daerah 20212022 202320242021 2022 20232024 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Daerah

Kabupaten/Kota
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Pada Tabel 2.11 untuk capaian kinerja pelayanan pada kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama
periode 2021-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh target jumlah
dokumen perencanaan dan evaluasi dapat direalisasikan sesuai dengan rencana,
bahkan pada tahun 2023 realisasi melampaui target dengan rasio capaian
sebesar 111,76 persen. Kondisi ini mencerminkan konsistensi perangkat daerah
dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu
dan sesuail ketentuan, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung
efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pada aspek administrasi perangkat daerah, yvang meliputi administrasi
kenangan, barang milik daerah, kepegawaian, serta administrasi umum, capaian
kinerja secara konsisten mencapai 100 persen pada seluruh tahun pengukuran.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi internal telah berjalan secara
tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini
menjadi prasyvarat utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan pelayanan publik, sekaligus mendukung penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Kinerja kegiatan pengadaan, penyediaan jasa, dan pemeliharaan
barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah juga
menunjukkan capaian optimal. Seluruh target pengadaan barang, laporan
jasa penunjang, serta unit barang milik daerah vang dipelihara dapat
direalisasikan 100 persen pada setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa
dukungan sarana dan prasarana pelayanan telah dikelola secara efektif dan
berkelanjutan, sehingga mampu menunjang kelancaran pelaksanaan
pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Dalam rangka pengembangan iklim investasi, kegiatan penetapan
pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal telah dilaksanakan
secara konsisten dengan capaian 100 persen pada seluruh periode.
Sementara itu, kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun 2023 dan 2024, dengan rasio
capaian masing-masing sebesar 100 persen dan 150 persen. Meskipun pada
tahun 2021 dan 2022 capaian masih berada di bawah target, peningkatan ini
mencerminkan penguatan upaya identifikasi dan pemetaan potensi investasi
daerah sebagai dasar perumusan kebijakan promosi penanaman modal yang
lebih terarah.

Capaian kinerja pelayanan pada kegiatan penyelenggaraan promosi

penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu
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satu pintu menunjukkan kinerja vang sangat baik. Jumlah investor
PMDN/PMA pada sebagian besar tahun melampaui target, meskipun pada
tahun 2024 mengalami penurunan rasio capaian menjadi 90,32 persen akibat
dinamika ekonomi dan kehati-hatian investor. Sementara itu, tingkat Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten melampaui target dengan rasio
capaian di atas 100 persen, yang mencerminkan kualitas pelayanan perizinan
vang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat. Kinerja tersebut diperkuat oleh kegiatan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data serta informasi
perizinan yang seluruhnya mencapai atau melampaui target, menegaskan
komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
berbasis data dan sistem terintegrasi.

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

1. Adanya embrio netwerking dengan stakeholder yvang dapat menjadi dava
ungkit keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan
pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadikan pelayanan terpadu
satu pintu vang efektif bagi masyarakat;

3. Masih terjaganya kepercayaan dan minat penanam modal untuk
berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Masih kuatnya sektor unggulan yaitu Pertambangan dan Perkebunan
menjadi daya tarik penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Peningkatan kualitas pegawai melalui bimtek, workshop-workshop dan
pendidikan kilat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan
perizinan;

6. Meningkatnya komitmen pelaku usaha untuk melakukan pelaporan

LEKPM.

Iklim Investasi yang kondusif dan semakin sclidnya kolaborasi antara

DPMPTSP di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan provinsi dan

stakeholder terkait.

8. Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM;

=]

g, Pembangunan strategis nasional yang memberikan dampak ketertarikan
investor melakukan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Faktor penghambat realisasi pencapaian kinerja:

1.

Masih adanya permasalahan klasik, yaitu belum meratanya pertumbuhan
investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)] maupun
Penanaman Modal Asing (PMA), terutama di Kabupaten Kutai
Kartanegara, yang menyisakan permasalahan- permasalahan seperti
permasalahan penyverapan tenaga kerja lokal,;

Masih adanya perusahaan baik PMA maupun PMDN wyang belum
melaporkan LKPM secara rutin;

Belum optimalnya pemenuhan komitmen perizinan usaha oleh para
pemohon izin;

Belum adanya peluang investasi yvang clean and clear dan layak jual di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dijadikan fokus utama promosi
investasi;

Belum optimalnya implementasi regulasi penanaman modal untuk
mendorong peningkatan kualitas iklim investasi di Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Ketersediaan lahan untuk berinvestasi terbatas serta sulitnya
menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan,
harga lahan mentah yang relatif sudah mahal;

Kendala status tanah dimana hamparan lahan yvang luas seringkali
berbenturan dengan tanah milik adat, dimana izin pengelolaannya dirasa
terlalu panjang bagi investor;

Belum adanya Kawasan Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Belum tersedianya dokumen RDTR di selaruh kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai basis 0SS REBA memberikan persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar
untuk terjadinya tumpang tindih keruangan vang pada beberapa kasus
berpotensi merugikan pelaku usaha.

2.1.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang

dan ancaman yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu beberapa tahun
kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah.

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara baik dalam
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lingkup regional, nasional maupun internasional. Hasil identifikasi peluang

(opportunities), dan tantangan (threats) dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Tantangan | Threats) yvakni:

1.

Pertumbuhan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun terakhir
tumbuh positif namun ternyata kurang berdampak langsung terhadap
penyerapan tenaga kerja lokal.

Penyebaran investasi yang tidak merata / ketimpangan investasi.
Keterbatasan informasi produk —produk investasi yang datanya sesuai
realitas.

Proses perizinan bagi perusahaan PMA vang harus dikeluarkan pusat.
Intensitas penciptaan daya saing pada promosi dan penanaman modal
oleh kabupaten /kota lain dan negara lain.

Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme
aparatur pelayvanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan
dukungan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi
perizinarn.

Perubahan mendasar pada pola bisnis pelaku usaha di era Revolusi
Industri 5.0 yvang didominasi milenial yang memiliki karakter tersendiri:
Jfree-thinking, berbasis kecepatan proses, fully digitalized, banishing
beaurecracy, dan sebagainya.

Ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria dan status kepemilikan
tanah.

b. Peluang (Opportunities) yakni:

1.

Komitmen pemerintah untuk mendorong investasi yang berbasis
potensi lokal dan ramah lingkungan;

Masih terjaganya kepercayaan dan minat penanam modal untuk
berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Keberadaan asosiasi/forum pengusaha/institusi terkait sebagai mitra
strategis untuk pengembangan penanaman modal;

Potensi networking yvang kuat antar stakeholder yang dapat menjadi
modal peningkatan iklim investasi. Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara secara otonomi melalkukan kebijakan kerjasama dengan
pihak lain;

Adanya Proyek baru yvang potensial menjadi pengungkit tumbuhnya

aktivitas ekonomi dan investasi baru yaitu Ibu Kota Nusantara;
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7. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk komitmen
untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan
secara terpadu;

8. Dengan adanya UU Cipta kerja dan peraturan turunannya dan
implementasi 0SS RBA maka diharapkan iklim penanaman modal serta
level Ease of Doing Business menjadi meningkat.

2.1.4 Eelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran lavanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup
berbagai pihak vang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung
terhadap proses perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Kelompok ini terdiri dari pelaku usaha besar, menengah, kecil
dan mikro, baik yvang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah, serta
investor asing (PMA) dan investor domestik (PMDN) yang tertarik untuk
menanamkan modal di sektor-sektor potensial Kutai Kartanegara.

Selain itu, sasaran layanan juga meliputi individu atau masyarakat
umum yang mengajukan izin tertentu, seperti izin mendirikan bangunan
(IMB/PBG), izin reklame, maupun perizinan usaha lainnya. Lembaga
pendidikan dan pelatihan, organisasi kemasyarakatan, serta instansi
pemerintah daerah maupun pusat juga termasuk dalam cakupan sasaran
layanan DPMPTSP, khususnya dalam hal konsultasi regulasi, fasilitasi
perizinan, dan koordinasi lintas sektor. Tak kalah penting, kelompok aparatur
internal DPMPTSP serta perangkat daerah terkait juga menjadi sasaran tidak
langsung dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi sistem
pelayanan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan,
cepat, dan akuntabel.

Dengan pendekatan inklasif ini, DPMPTSP Kabupaten Kutai
Kartanegara berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada szeluruh
stakeholder investasi dan perizinan, sejalan dengan prinsip good governance
dan pelayanan publik berbasis digital.
2.1.4.1 Mitra Pendukung Perangkat Daerah dalam memberikan
Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan layanan kepada
masyarakat dan dunia wusaha. Sebagai instansi yang bertugas
mengkoordinasikan perizinan serta memfasilitasi investasi, DPMPTSP
membutuhkan dukungan teknis, rekomendasi. dan pertimbangan dari

B3



berbagai perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sinergi antar dinas ini penting agar proses perizinan berjalan cepat,
altuntabel, serta sesuai dengan ketentuan teknis yvang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan
Pertanahan (DPPR) berperan penting dalam memberikan rekomendasi teknis
terkait infrastruktur, tata ruang, dan perencanaan wilayah. Misalnya, dalam
penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)] atau Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG). DPMPTSP harus mendapatkan pertimbangan dari dinas teknis
ini agar perizinan sesuai dengan tata ruang serta aspek keamanan
konstruksi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (DISPERKIM) juga menjadi
mitra dalam aspek perizinan yang menyangkut pemukiman ralkyat,
perencanaan perumahan, serta pemanfastan lahan. Peran mereka sangat
krusial untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh
investor maupun masyarakat tetap sejalan dengan konsep pembangunan
berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, serta mengakomodasi
kebutuhan masyarakat lokal.

Dinas Perhubungan (DISHUB) terlibat dalam aspek transportasi dan
lalu lintas. Setiap investasi, khususnya vang berkaitan dengan industri dan
kawasan perdagangan, memerlukan kajian mengenai aksesibilitas, dampak
lalu lintas, serta kelayakan sarana transportasi. Rekomendasi dari DISHUB
diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan
masalah kemacetan maupun mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFQO) semakin
penting di era digital. Mitra ini mendukung DPMPTSP dalam penyediaan
sistem informasi, pelavanan berbasis online, dan digitalisasi perizinan. Selain
itu, DISKOMINFO juga membantu memperluas diseminasi informasi terkait
peluang investasi serta layanan publik agar masyarakat dan investor
mendapatkan akses informasi yang cepat dan transparan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merupakan mitra
strategis yang menangani aspek lingkungan. Setiap investasi atau
pembangunan harus melahui kajian linglungan, baik berupa dokumen UKL-
UPL maupun AMDAL. DLHK berperan memberikan pertimbangan teknis agar
kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta tetap memperhatikan aspek
keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam.

Bidang sektor riil juga didukung oleh dinas teknis lain seperti Dinas

Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan (Disbun), serta Dinas
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Perikanan dan Kelautan. Perangkat daerah ini memberikan rekomendasi
teknis terkait pemanfaatan lahan pertanian, peternakan., perkebunan,
maupun kelautan. Hal ini penting untuk memastikan investasi tidak merusak
potensi sektor primer, justru mampu mendukung produktivitas masyarakat
lokal di bidang pangan dan agribisnis.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berperan dalam aspek
ketenagakerjaan. Mereka membantu DPMPTSP dalam memastikan bahwa
investasi yang masuk memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga
kerja lokal, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, serta melindungi
hak-hak pekerja. Selain itu, Disnakertrans juga berperan dalam program
pelatihan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),
serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diskluspora) juga menjadi mitra
penting. Dinas Pariwisata mendukung pengembangan investasi berbasis
wisata, Disperindag mendukung perdagangan dan pengembangan industri
kecil menengah, sedangkan Diskluspora membantu mendorong potensi
ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda. Peran mereka melengkapi
spektrum investasi non-ekstraktif yvang bisa memperkuat ekonomi daerah.

Selain itu, Disdukcapil berperan menyvediakan data kependudukan
vang valid untuk mendukung proses administrasi layanan, DISPENDA
mendukung sinkronisasi pendapatan daerah, sementara Dinas Koperasi dan
UMEM menjadi mitra penting dalam pemberdayaan usaha kecil agar dapat
bermitra dengan investor besar. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem
investasi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Adapun peran tiap mitra dapat dilihat pada tabel kolaborasi dibawah
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Tabel 2.12

Peran Mitra Perangkat Daerah

Mitra/Perangkat Relevansi terhadap Layanan
Peran Utama
Daerah DPMPTSP
Memberikan Mendukung izin

Dinas Pekerjaan
Umum (PU)

rekomendasi teknis
infrastriltur dan

konstruksi

pembangunan /investasi agar
sesuai tata ruang dan standar

konstruksi

Dinas Perumahan,

Pengeleolaan tata

Sinkronisasi izin PBG/IMB

Permukiman, dan ruang dan dengan kebijakan perumahan
Pertanahan (DPPR) |perumahan dan lahan
Perencanaan Menjamin kesesuaian investasi
DISPERKIM kawasan dengan kebutuhan
permukiman pemukiman berkelanjutan
Analisis dampak lahui |[Persyaratan izin usaha terkait
DISHUE lintas dan aksesibilitas, parkir, dan
transportasi keselamatan jalan
L Mendukung OS5, SIMPADU,
Digitalisasi layanan . i
DISKOMINFO ) . _|[dan layanan online perizinan
dan sistem informasi ||, .
investasi
Rekomendasi Memastikan investasi ramah
DLHEK lingkungan (AMDAL, |lingkungan dan sesuai aturan

UKL-UPL)

konservasi

Dinas Pertanian &
Peternakan

Pertimbangan
pemanfaatan lahan

pangarl

Mencegah alih fungsi lahan

vang merugikan sektor
pertanian lokal

Disbun (Perkebunan)

Rekomendasi
pengelelaan lahan

perkebunan

Mendukung investasi
agribisniz berbasis
perkebunan berkelanjutan

Dinas Perikanan &
Kelautan

Pertimbangan
pengelolaan perairan

dan laut

Mendukung investasi
perikanan tangkap, budidaya,
dan industri hilir kelautan
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Mitra/Perangkat Relevansi terhadap Layanan
Peran Utama

Daerah DPMPTSP
Aspek ] o )
) ) Sinkronisasi tenaga kerja lokal
Disnakertrans ketenagakerjaan & )
; : dengan kebutuhan investor
transmigrasi
Pengembangan Mendukung investasi
Dinas Pariwisata destinasi & produk |pariwisata berkelanjutan
wisata berbasis potensi lokal
Regulasi Mendukung izin usaha
Disperindag perdagangan & perdagangan, distribusi, dan
industri industri kecil menengah
Pengembangan Mendulkung investasi berbasis
Diskluspora ekonomi kreatif & olahraga, UMEKM kreatif, dan
pemuda kewirausahaan pemuda
o Mendukung administrasi
] ) Validasi data )
Disdukcapil layanan berbasis NIK dalam
kependudukan x
perizinan
Sinkronisasi pajak & ||Integrasi retribusi izin usaha
DISPENDA o
retribusi daerah dengan PAD daerah
] ) Mendorong kolaborasi antara
Dinas Koperasi & Pemberdayaan |
_ |linvestor besar dan UMKM
UMEKM UMEKM dan koperasi

lokal

2.1.4.2 Dukungan BUMD dan BUMN dalam pencapaian kinerja
Perangkat daerah

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)] di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat strategis dalam
mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP). Kehadiran mereka tidak hanya sebagai penyedia layanan
pendukung, tetapi juga sebagai mitra sinergis dalam menciptakan ekosistem
investasi yvang kondusif. Melalui kolaborasi ini, investor dan pelaku usaha
dapat memperoleh kepastian layanan yvang lebih cepat, terpadu, dan efisien.

BUMD Titra Mahakam berperan dalam pengelolaan sumber daya air
bersih dan sanitasi yang menjadi kebutuhan vital bagi kawasan industri,

bisnis, maupun perumahan. Dukungan ini memastikan keberlanjutan suplai
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air bagi investor yang menanamkan modalnya di Kukar. Sementara itu,
Bankaltimtara sebagai bank daerah mendukung DPMPTSP dalam aspek
permodalan, penyediaan kredit investasi, serta layanan perbankan bagi
pelaku usaha lokal maupun investor, sekaligus memperkuat peran DPMPTSP
dalam memfasilitasi kemudahan berusaha.

Di sisi lain, BUMN seperti BRI berkontribusi dalam penyediaan akses
keuangan dan layanan perbankan vang luas, termasuk pembiayaan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan misi DPMPTSP
untuk memberdayakan UMKM lokal agar mampu bermitra dengan investor
besar. PT PLN mendukung DPMPTSP melalui jaminan ketersediaan energi
listrik, vang merupakan prasyarat utama bagi keberlangzungan investasi di
sektor industri maupun jasa.

PT Telkom Indonesia hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung
digitalisasi layvanan perizinan vang dikelola DPMPTSP. Ketersediaan jaringan
telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi sangat krusial dalam
memperkuat sistem perizinan online, promosi investasi digital, serta
pengelolaan data investor. Dengan dukungan ini, DPMPTSP dapat
mempercepat transformasi layvanan publik menuju sistem yvang lebih modern,
transparan, dan efisien.

Selain itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam
mendukung perlindungan sosial tenaga kerja. Kehadiran mereka memastikan
bahwa perusahaan yang berinvestasi di Kukar dapat memenuhi kewajiban
jaminan Kkesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerjanya. Hal ini
meningkatkan daya tarik investasi, karena investor mempercleh kepastian
dalam hal regulasi ketenagakerjaan sekaligus memberikan manfaat langsung
bagi masyarakat. Dengan sinergi BUMD dan BUMN tersebut, DPMPTSP
semakin kuat dalam menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan
berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun peran BUMD dan
BUMN dalam pencapaian target kinerja DPMPTSP dapat dilihat pada tabel
dibawah ini

Tabel. 2.13
Tabel Peran BUMD dan BUMN dalam Pencapain target kinerja DPMPTSP
Dukungan terhadap
Lembaga Kategori Peran Utama
DPMPTSP
_ Penyedia air bersih dan  |Menjamin
Titra Mahakam |[BUMD L ) ]
sanitasi ikﬁt&rﬁ&dlﬂﬂﬂ air
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Lembaga

Kategori

Peran Utama

Dukungan terhadap
DFMPTSP

untuk kawasan
industri,
perumahan, dan
investasi;
mendukung
keberlanjutan
infrastruktur dasar

bagi investor.

Bankaltimtara

BUMD

Layvanan perbankan
daerah & pembiayaan

Memberikan akses
kredit investasi,
fasilitas modal kerja.
dan layanan
keuangan untuk
UMEKM lokal dan

investor.
|

BRI

BUMN

Layvanan perbankan
nasional & UMEKM

Menyediakan
pembiavaan inklusif
bagi UMKM,
memperluas akses
permodalan, dan
memperkuat
kolaborasi dengan

idunia usaha.

PT PLN

BUMN

Penyedia energi listrik

Menjamin
ketersediaan energi
bagi kawasan
industri,
perdagangan, dan
layanan publik;
mendukung
kepastian pasokan
listrik untuk

investasi.
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Dukungan terhadap

Lemba Kategori Peran Utama
= = DPMPTSP
.Men}'ediakan
infrastruktur
jaringan internet
o dan teknologi
PT Telkom Telekomunikasi & ; -
BUMN informasi untuk
Indonesia digitalizsasi

mendukung layanan
perizinan online dan
promosi investasi
digital.

iMenduImng
kepastian

) o perlindungan
Perlindungan jaminan .
BPJS Kesehatan |BUMN kesehatan bagi

kesehatan tenaga kerja o
tenaga kerja di

perusahaan /investor
sesuai regulasi.
Menjamin hak
pekerja dalam aspek

jaminan sosial.

keselamatan, dan

BPJS Perlindungan sosial ]
) BUMN . kesejahteraan
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan )
tenaga kerja;
meningkatkan
kepercayaan
investor.

2.1.4.3 Kerjasasama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat
daerah
Kerja sama daerah dengan berbagai instansi pusat maupun lembaga
vertikal menjadi bagian penting dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik
(MPP] vang terintegrasi. DPMPTSP sebagai leading sector tidak hanya
menghadirkan layanan perizinan daerah, tetapi juga mengintegrasikan
layanan lintas instansi melalui penandatanganan Memorandum of

Understanding (MoU) dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini bertujuan untuk
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menghadirkan pelayanan vang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan inklusif
bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Salah satu bentuk kerja sama strategis adalah dengan Kementerian
Hukum dan HAM serta Kepolisian. Kehadiran layanan hukum, administrasi,
dan keamanan di MPP memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus
dokumen Ilegalitas usaha, izin tertentu, serta kebutuhan administrasi
kepolisian seperti SKCK. Kerja sama dengan Imigrasi juga penting, terutama
dalam pelayanan paspor, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya,
sehingga masyarakat dan investor tidak perlu lagi ke kantor pusat di luar
daerah.

Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan SAMSAT juga
menjadi bagian integral dalam mendukung ekosistem perizinan dan investasi.
Layanan perpajakan vang tersedia di MPP memberi kemudahan bagi wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. sedangkan layanan
SAMSAT mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan
bermotor. Integrasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah
menghadirkan layvanan publik yang efisien dan ramah masyarakat.

Selain itu, layanan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan juga
hadir melahi kerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
serta PT Taspen. Hal ini memastikan bahwa masyarakat, tenaga kerja, hingga
aparatur sipil negara mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang
memadai. Kerja sama dengan KUA dan Departemen Agama pun memberikan
nilai tambah, karena masyarakat dapat mengakses layanan pencatatan
pernikahan, konsultasi keagamaan, hingga pelayanan administratif
keagamaan secara langsung di MPP.

Melalui berbagai MoU tersebut, Mal Pelayanan Publik di Kutai
Kartanegara hadir sebagai simbol pelayanan inklusif yang mengintegrasikan
urusan daerah, nasional, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam
satu tempat. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus
mendukung iklim investasi yang lebih kondusif dengan kepastian huloum,
kemudahan administrasi, serta perlindungan sosial yang menyeluruh.
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2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Investasi salah satu memegang peranan penting dalam upaya
peningkatan perekonomian dan pembangunan suatu wilayah. Mendorong
tumbuhnya investasi merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan
ekonomi wilayah yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pengembangan investasi wilayah bukan hanya tanggung jawab
satu dua pihak, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua
komponen masyarakat. Sifatnya yang multisektor mengharuskan adanya
kolaborasi, sinergi langkah dan strategi dari seluruh stakeholder.

Pemerintah yang merupakan institusi pengambil kebijakan publik,
sebagai penentu aturan main tentunva harus memiliki peran besar dalam
pengembangan investasi wilayah yang terarah, fokus serta bertujuan
memastikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apabila pemerintah menyerahkan pengembangan investasi ini pada

mekanisme pasar maka kemanfaatan investasi hanyva akan dinikmati

kalangan tertentu saja. Bertolak dari hal tersebut maka peran aktif
pemerintah sangat diperlukan. Dalam kerangka tersebut maka Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai

Kartanegara berupaya dan bertujuan untuk terus mendorong beberapa hal

diantaranya:

1. Terciptanya regulasi yang mampu mempromosikan competifive investment
climate dan menciptakan beragam peluang investasi;

2. Konsolidasi dan sinergi dengan pihak lain;

3. Adanya kesamaan cara pandang apa vang baik untuk pertumbuhan
ekonomi Kutai Kartanegara khususnya investasi;

4 Ketersediaan database yang berkualitas untuk mendukung proses
mapping baik itu untuk pelaku usaha maupun potensi wilayah yang ada
yvang bertujuan untuk menentukan arah pengembangan investasi;

5. Analisis kesesuaian antara investor dengan potensi Kabupaten Kutai
Kartanegara;

6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang merupakan ujung tombak
untuk meningkatkan daya saing dalam hal menarik investasi.
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2.2.1.1 Isu Permasalahan Investasi: Nasional dan Kabupaten Kutai
Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini selain sedang berhadapan dengan
permasalahan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
investasi juga dihadapkan pada permasalahan belum adanya kawasan
industri (KI) yang dapat dikembangkan untuk menarik minat Pengusaha atau
investor. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu mengambil
keuntungan dari peluang-peluang besar yang ada seperti adanyva
pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Kemampuan untuk mengenali potensi serta mendorongnya
menuju titik optimal serta memetakan permasalahan dan kelemahan yang
ada dan dapat merumuskan solusi untuk mengatasinya merupakan sebuah
keharusan dalam merumuskan rencana strategis vang dapat diaplikasikan
(applicable). Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara kini juga tengah
berada di dalam perubahan besar frend perekonomian dunia vang dipicu cleh
Revolusi Industri 5.0 dimana teknologi dan digitalisasi menjadi landasan
perubahan perilaku bisnis di dunia. Sebagian besar permasalahan investasi
vang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara apabila dirunut juga merupakan
turunan dari permasalahan investasi yang dihadapi Indonesia di tingkat
nasional. Salah satu permasalahan Indonesia saat ini adalah realisasi
investasi yang tinggi tetapi kurang berdampak besar terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang juga
rendah. Hal ini disebabkan oleh masih banyvaknya hambatan investasi di
Indonesia vang perlu diurai satu persatu agar iklim investasi Indonesia dapat
ditingkatkan. Selain permasalahan tersebut, terdapat fakta permasalahan
vang perlu menjadi perhatian yaitu kesenjangan antara rencana investasi
vang telah disetujui dengan investasi yvang benar benar direalisasikan.
Hambatan investasi vang ada di tingkat nasional dan daerah cukup seragam
dan juga luas, mulai dari persoalan aturan, lahan, birokrasi, tenaga kerja dan
lain-lain menjadikan rencana investasi kadang kala tidak beralan
dilapangan.
2.2.1.2 I=zu Kebijakan Investasi: Kebijakan Pemerintahan RI

Pergantian pimpinan negara maupun pimpinan kementerian pusat
sedikit banyak akan mengubah arah kebijakan kementerian investasi yang
akan menjadi salah satu landasan arah kebijakan Pemerintah Daerah terkait
urusan perizinan dan penanaman modal. Secara garis besar kebijakan pusat

yaitu mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi
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vang berkualitas. Diharapkan investasi vang masuk tidak hanya dalam
jumlah besar akan tetapi investasi haruslah benar-benara siap jual,
menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta
memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian.
2.2.1.3 Identifikasi Permasalahan Perizinan dan Penanaman Modal

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup perizinan
dan penanaman modal diantaranya yaitu :

1. Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri.

Salah satu isu strategis dalam upaya peningkatan investasi
daerah adalah belum adanya kepastian hulkum terkait penetapan
kawasan industri. Permasalahan ini muncul karena hingga saat ini
belum terdapat regulasi yang jelas, tegas, dan mengikat di tingkat
daerah vang dapat menjadi dasar hukum penetapan kawasan industri.
Akibatnya, terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah, yvang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian
bagi investor dalam proses perolehan lahan maupun perizinan.

Kondisi tersebut diperparah oleh belum sinkronnya RTRW dan
RDTR di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penetapan lokasi
kawasan industri tidak memiliki legitimasi tata ruang yvang konsisten.
Investor yang berencana menanamkan modal menghadapi hambatan
serius karena status hukum kawasan belum jelas, sehingga
menimbulkan keraguan dalam jangka panjang. Hal ini berdampak
pada terhambatnya realisasi investasi, baik dari sisi kepastian lahan,
prosedur perizinan, maupun aspek keberlanjutan regulasi.

Di sisi lain, belum adanya Perda atau peraturan turunan yang
secara spesifik mengatur penetapan kawasan industri menjadi akar
masalah utama. Regulasi yang ada masih bersifat umum, sementara
kebutuhan daerah adalah regulasi vang operasional dan implementatif.
Lemahnya koordinasi antar-instansi terkait (DPMPTSP, Bappeda,
Dinas Perindustrian, Distaru)] semakin memperlambat proses
penetapan kawasan industri, karena masing-masing instansi berjalan
dengan kewenangannya zendiri tanpa mekanisme koordinasi yang
solid.

Selain itu, belum terbentuknya Satgas khusus kawasan industri
juga memperburuk situasi. Akibatnya, tidak ada lembaga yang
berfungsi sebagai koordinator lintas sektor untuk menyelesaikan
hambatan perizinan, tata ruang, maupun penyediaan infrastruktur
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dasar kawasan industri. Dampak langsungnya adalah ketidakpastian
status hukum kawasan yang menyebabkan investor tidak memiliki
jaminan regulasi maupun prosedural yang konsisten, sehingga proses
akuisisi lahan dan perizinan menjadi berlarut-larut.

Lebih jauh. perscalan ini juga menimbulkan konflik kepentingan
tata ruang dengan sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, atau
kehutanan. Tanpa adanva kejelasan hukum, potensi benturan antar
sektor sulit dihindarkan. Padahal, investor pada dasarnya
membutuhkan kepastian hukum jangka panjang yang dapat
memberikan jaminan keberlanjutan investasi mereka.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penetapan
kawasan industri bukan hanyva soal teknis administratif, melainkan
lebih mendasar pada kekosongan regulasi daerah serta lemahnya
koordinasi kelembagaan. Tanpa adanya langkah konkret berupa
penerbitan Perda/aturan turunan, pembentukan Satgas lintas
instansi, dan sinkronisasi RTRW/RDTR, maka hambatan kepastian
hukum kawasan industri akan terus berlanjut dan berimplikasi
langsung pada rendahnyva minat investasi di daerah.

. Belum tersedianya dukungan regulasi tentang fasilitasi dan insentif
kemudahan berusaha di Kutai Kartanegara

Salah satu kendala mendasar dalam upaya peningkatan iklim
investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah belum tersedianya dukungan regulasi yang secara spesifik
mengatur tentang fasilitasi dan pemberian insentif bagi pelaku usaha
maupun investor. Ketiadaan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati
(Perbup) menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku
usaha. Akibatnya, daya tarik investasi daerah menjadi rendah karena
para calon investor lebih cenderung memilih wilayah yang memiliki
instrumen regulasi yang jelas, tegas, dan implementatif walaupun saat
ini sudah tersedia Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2025 tentang
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di daerah.
Sementara di daerah lain telah tersedia aturan insentif serta fasilitasi
usaha yang lebih ringkas. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan
dayva saing antar daerah dan berimplikasi pada menurunnya minat
investasi ke Kutai Kartanegara.

Permasalahan ini bersumber dari akar masalah berupa belum

adanya regulasi daerah yang spesifik terkait fasilitasi dan insentif
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kemudahan berusaha. Regulasi dari pemerintah pusat, meskipun
sudah ada, belum diturunkan dalam aturan teknis di tingkat daerah,
sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan optimal. Selain itu,
kurangnya sosialisasi kebijakan usaha kepada pelaku usaha lokal
menambah kerumitan, karena banyalk pihak belum memahami secara
jelas hak dan fasilitas yang semestinya dapat mereka peroleh.

Lebih jauh, terdapat keterbatasan fiskal daerah yvang menjadi
kendala dalam penyediaan insentif fiskal maupun nonfiskal. Padahal,
pemberian insentif menjadi salah satu instrumen penting untuk
meningkatkan daya tarik investasi di tengah persaingan antar wilayah.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar perangkat
daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan
kemudahan berusaha. DPMPTSP szebagai leading sektor sering kali
tidak memiliki dukungan penuh dari perangkat daerah teknis lainnya.

Selain itu, belum adanya unit khusus yang menangani fasilitasi
usaha secara terpadu membuat layanan kepada investor
terfragmentasi dan tidak efisien. Hal ini berbanding terbalik dengan
praktik di sejumlah daerah lain vang telah memiliki perangkat
kelembagaan maupun unit khusus yang secara konsisten memberikan
pendampingan, fasilitasi, hingga insentif kepada investor.

Dengan demikian, persoalan belum tersedianya regulasi tentang
fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bukan hanya berdampak
pada aspek legal formal, tetapi juga berimplikasi langsung pada
rendahnya kepastian hukum, lemahnya daya saing investasi,
panjangnya proses perizinan, dan minimnya dukungan kelembagaan.
Tanpa adanya regulasi daerah wyang kuat, dukungan fiskal, dan
kelembagaan khusus, maka Kutai Kartanegara akan sulit bersaing
dalam menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan.

. Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan
yvang diperuntukkan

Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik investasi
di daerah adalah ketersediaan infrastruktur yvang memadai pada
kawasan yang telah diperuntukkan bagi kegiatan usaha dan industri.
Namun, di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat kendala serius
berupa belum memadainya infrastruktur pendukung investasi. Kondisi
ini tercermin dari masih terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya
aksesibilitas kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri
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atau sentra industri, minimnya sarana pendukung, serta belum
tersedianya fasilitas yang mampu menunjang aktivitas produksi,
distribusi, maupun logistik secara optimal.

Keterbatasan infrastruktur tersebut berimplikasi langsung pada
menurunnya dayva saing kawasan investasi dibandingkan dengan
daerah lain. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur
yvang lebih siap, karena hal itu mengurangi biava operasional dan risiko
usaha. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan produksi,
kawasan industri pengolahan, cold storage, hingga fasilitas logistik
membuat kawasan investasi di Kutai Kartanegara sulit berkembang
sesuai potensi yvang dimiliki.

Permasalahan ini semakin kompleks karena RTRW daerah belum
sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur
pendukung investasi. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan infrastruktur mengakibatkan banvak
proyek tidak selaras dengan kebutuhan riil kawasan industri maupun
sentra ekonomi. Bahkan, proyek infrastruktur yang ada sering
mengalami keterlambatan, sehingga manfaatnya bagi dunia usaha
tidak segera dirasakan.

Di sisi lain, arah kebijakan pembangunan masih lebih banyak
fokus pada infrastruktur umum seperti jalan kota atau fasilitas publik,
sementara infrastruktur spesifik penunjang investasi belum menjadi
prioritas utama. Situasi ini diperparah oleh kurangnya partisipasi
dunia usaha dan masyarakat dalam proses perencanaan maupun
pembangunan infrastruktur, sehingga kebutuhan sektor riil sering kali
tidalk terakomodasi dengan baik.

Akar masalah lainnya adalah belum adanya skema Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau alternatif pembiayaan
lain yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur. Keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan
infrastruktur strategis sulit dipenuhi hanya dengan mengandalkan
APBD. Tanpa skema pembiayaan alternatif, percepatan pembangunan
infrastruktur kawasan akan terus terhambat.

Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah masih lemah,
sehingga perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan
sektoral dan tidak terpadu. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang
relatif lebih siap dalam menyiapkan infrastruktur pendukung investasi,
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baik melalui regulasi insentif maupun kemitraan strategis dengan
pihak swasta. Di Kutai Kartanegara, belum ada regulasi yang
memberikan insentif bagi swasta vang berpartisipasi dalam
pembangunan infrastruktur, padahal peran swasta sangat penting
dalam mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan  demikian, permasalahan belum  memadainya
infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yvang diperuntukkan
bukan sekadar kendala teknis, melainkan juga menyangkut
sinkronisasi kebijakan tata ruang, keterbatasan fiskal, lemahnya
koordinasi kelembagaan, dan absennya regulasi insentif. Tanpa adanya
solusi komprehensif berupa integrasi RTRW dan rencana infrastruktur,
percepatan KPBU, penguatan koordinasi lintas instansi, serta
penyediaan insentif bagi swasta, maka daya saing investasi Kutai
Kartanegara akan terus tertinggal dibanding daerah lain yang
infrastrukturnya sudah lebih siap.

. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi
hilirisasi pertanian dalam arti luas

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya
lokal yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas,
meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan, hingga kehutanan rakyat. Namun, potensi
besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong
nilai tambah ekonomi daerah. Produk pertanian masih banyak dijual
dalam bentuk mentah, tanpa melalui proses pengolahan yang dapat
meningkatkan nilai jual, daya saing, serta kontribusi terhadap
perekonomian daerah.

Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya investasi pada sektor
pengolahan hasil pertanian (hilirisasi). Investor cenderung kurang
berminat menanamkan modal di bidang ini karena keterbatasan
fasilitas insentif dan kemudahan berusaha yang disediakan daerah.
Akibatnya, sektor hilir pertanian tidak berkembang secara signifikan,
vang berdampak pada serapan tenaga kerja yvang minim dan serta
pendapatan daerah yang kurang optimal. Lebih jauh, pola penjualan
bahan mentah membuat daerah sangat bergantung pada pasar laar,
sehingga posisi tawar petani dan pelaku usaha lokal menjadi lemah.

Akar masalah dari kondisi ini adalah belum adanya kebijakan

daerah yang secara spesifik yang mendorong investasi hilirisasi
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pertanian. Regulasi vang ada masih bersifat umum, sementara
kebutuhan sektor hilir adalah kebijakan vang operasional, seperti
insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur yang
memadai. Hingzga kini, kawasan agroindustri belum terbentulk,
sehingga tidak ada pusat pengolahan dan distribusi yvang terintegrasi.
Padahal, kawasan agroindustri dapat menjadi motor penggerak
hilirisasi pertanian secara kolektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung
pemberian insentif maupun kemudahan berusaha bagi sektor
pertanian hilir belum optimal. Tanpa dukungan regulasi yang kuat,
minat investor semakin rendah. Situasi ini diperparah dengan belum
terbentuknya kelembagaan usaha yvang kuat, baik koperasi maupun
asosiasi pelaku usaha pertanian, vyang seharusnya mampu
memperkuat posisi petani dan UMKM dalam rantai nilai pertanian.

Keterbatasan investasi sektor hilir juga erat kaitannya dengan
sulitnya akses pembiayaan. Pelaku usaha kecil dan menengah di sektor
pertanian sering kali kesulitan memperoleh kredit usaha, sementara
skema pembiayaan alternatif masih terbatas. Hal ini membuat kegiatan
pengolahan dan pengembangan produk pertanian bernilai tambah sulit
berkembang.

Di sisi lain, pasar dan distribusi produk pertanian belum berjalan
secara efisien. Kurangnya fasilitas logistik dan cold storage
menyebabkan produk mudah rusak, biaya distribusi tinggi, dan daya
saing produk melemah. Kondisi ini semakin mengurangi daya tarik
sektor hilir pertanian di mata investor. Tanpa adanya insentif yang
menarik, minat investor untuk masuk ke sektor hilirisasi pertanian di
Kutai Kartanegara akan tetap rendah.

Dengan demikian, permasalahan belum optimalnya pemanfaatan

sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian bukan hanya menyangkut

aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, regulasi,

infrastruktur, akses pembiayaan, serta mekanisme distribusi dan pasar.

Tanpa adanya kebijakan daerah wvang tegas. pembentukan kawasan

agroindustri, dukungan logistik yang memadai. dan insentif yang menarik

bagi investor, maka sektor hilir pertanian di Kutai Kartanegara akan terus

tertinggal. padahal potensinya sangat besar untuk menjadi pilar utama

perekonomian daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Untulk Penentuan Prioritas Dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Tidak adanya Belum adanya perda atau
regulasi yang peraturan turunan yang
jelas dan secara spesifik mengatur
mengikat penetapan kawasan industri.
mengenai
penetapan

Belum adanya
kepastian hukum
terkait penetapan

kawasan industri

kawazan industri

di tingkat daerah
Koordinasi antar-instansi
Tumpang Tindih | (DPMPTSP, Bappeda, Dinas
kewenangan Perindustrian, Distaru) belum
Pusat dan optimal.
daerah Behuim adanya satgas khusus
kawasan industri
Investor
menghadapi
ketidakpastian ketidakpastian status hukum
dalam kawasan yang menyebabkan
memperoleh proses perolehan lahan dan
lahan dan perizinan bagi investor tidak
perizinan karena | memiliki kepastian regulasi
status hukum dan prosedural.
kawasan belum
jelas.
RTRW,? RDTR konflik kepentingan tata

yvang belam

sinkron

ruang (sektor lain)

Belum tersedianya
dukungan regulasi

Belum ada

Perda/perbup

Belum ada regulasi daerah
apesifik
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
tentang fasilitasi insentif aturan pusat belum
dan insentif berusaha diturunkan dalam aturan
kemudahan teknis daerah
berusaha di Investor dan kurang sosialisasi kebijakan
Kutai Kartanegara pelaku usaha usaha
tidak mendapat
kepastian
daya tarik Daerah lain sudah punya
investasi rendah | insentif
UMEKM tidak
dapat dukungan | Keterbatasan fiskal daerah
jelas
Mekanisme Koordinasi antar perangkat

perizinan masih

daerah lemah

Belum memadainya
infrastruktur
pendukung investasi
pada kawasan yang
diperuntukkan

relatif panjang tidak ada unit khusus
dan berlapis fasilitasi usaha
Infrastruktur RTEW belum mengakomodasi

dasar terbatas

lktebutuhan infrastruktur

Alzegibilitas
kawasan rendah

sarana
pendukung
minim

Belum
memadainya
infrastruktur
pendukung
investasi pada

kawasan yvang

diperuntukkan

Beham sinkron dengan
rencana pembangunan
infrastruktur

Proyek infrastruktur sering
terlambat

Fokus kebijakan pada
infrastruktur umum
Kurangnya partisipasi dunia
usaha dan masyarakat
Belum ada skema
KPBU/alternatif pembiayaan
(Ketersediaan infrastruktur
penunjang (jalan produksi,
kawasan industri pengolahan,
cold storage, logistik) masih
terbatas.
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Koordinasi antar perangkat
daerah lemah
daerah lain lebih siap

daya saing infrastrukturnya

kawasan belum adanya regulasi

menurun insentif bagi swasta yang
membangun infrastruktur

preidiicsinisl kebijakan daerah yang secara

Belum optimalnya
pemanfaatan
sumber daya lokal

dan potensi hilirisasi
pertanian dalam arti

luas

dijual mentah

apesifik mendorong investasi

hilirisasi pertanian.

Terbatasnva belum adanya kawasan
investasi pada agroindustri

sektor

pengolahan hasil

pertanian

Keterbatasan belum optimalnya kebijakan
fasilitas insentif | dan regulasi yvang mendukung

dan kemudahan
berusaha untuk

pemberian inzentif serta
kemudahan berusaha bagi

sektor pertanian | sektor pertanian hilir.
hilir
Promosi
investasi Beham tersedianya kawasan
kawasan industri | industri
belum efektif
Masih
Belum lengkapnya data

terbatasnya peta

potensi investasi

potensi investasi dan potensi
unggulan

serapan tenaga

kerja minim

Belum terbentuk
kelembagaan usaha yang kuat

Keterbatasan investasi sektor
hilirisasi

Akses pembiayaan sulit
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Pendapatan dan | pasar dan Distribusi belum
PAD kurang efisien

optimal
Kurangnya fasilitas logistilk
ketergantungan | dan cold storage

pasar luar tinggi | Minat investor rendah tanpa

insentif

2.2.1.4 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui visi “Kukar Idaman
Terbaik” menargetkan transformasi daerah berbasis tiga pilar utama: pusat
pangan, pariwisata, dan industri hijau wyang maju, sejahtera, dan
berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam memastikan
tercapainya misi pembangunan melalui fungsi investasi dan pelayanan publik
vang terintegrasi.

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) dalam mewujudkan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-
2029 yaitu pada Misi kedua Kukar Idaman Terbaik, vaitu hilirisasi sektor
pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, selaras langsung dengan tugas
DPMPTSP. Percepatan investasi pada sektor-sektor ini memerlukan
penyediaan data potensi investasi, fasilitasi investor, dan penyederhanaan
perizinan usaha. DPMPTSP dapat mendorong pelaksanaan Program Kawasan
Ekonomi Sejahtera melalui penetapan kawasan prioritas investasi, dukungan
kemudahan berusaha (Easy of Doing Business), dan penyusunan promosi
investasi tematik (seperti: Investasi Hijau di wilayah Ulu, Pariwisata Agro
Kutai Tengah, Hilirisasi sektor non ekstraktif (Refinery) diwilayah pantai dllj.

Dan juga pada Misi ketiga vakni tata kelola pemerintahan dan
peningkatan profesionalisme ASN, DPMPTSP juga harus memastikan standar
pelayanan publik terus meningkat melalui digitalisasi, integrasi sistem
informasi, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik. Program “Pelayanan
Publik Cerdas” membuka peluang bagi DPMPTSP menjadi penggerak smart
governance di tingkat daerah. Transformasi tata kelola layanan akan
memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kepercayaan investor, dan

memperhias basis investasi.
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Sejalan dengan misi ketiga tersebut DPMPTSP mendorong untuk
mempercepat transformasi digital layanan publik melahu Mal Pelayanan
Publik Cerdas, penggunaan OSS-RBA, dan penguatan sistem digital serta
integrasi sistem perizinan dengan data kependudukan. Ini akan menciptakan
pelayvanan publik yang adaptif, cepat, dan transparan.

Melalui sinergi lintas program, DPMPTSP berperan penting dalam
menggerakkan investasi produktif yang mendukung transformasi ekonomi
daerah. Sebagai lembaga frontline dalam interaksi dengan pelaku usaha dan
investor, DPMPTSP harus menyesuaikan strategi kebijakannya dengan arah
pembangunan berkelanjutan, pro-rakyat, dan berbasis kearifan lokal yang
menjadi dasar semangat Kukar Idaman Terbaik.
2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Merencanakan pengembangan penanaman modal tidak lepas dari
merencanakan ruang vang layak untuk investasi. Investasi selalu
membutuhkan ruang tersendiri, meskipun luasan lahan yvang diperlukan
berbeda untuk setiap jenis investasi vang ada. Salah satu kendala
pengembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah belum
adanya peraturan pemerintah terkait kawasan industri di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Menata investasi harus sejalan dari menata ruang. Semua
proses kehidupan membutuhkan ruang. Pembagian ruang secara
proporsional merupakan hal wyang sangat diperlukan agar terjadi
keseimbangan antara proses ekonomi, sosial dan serta kepentingan menjaga
lingkungan.

Untuk merencanakan pengembangan investasi maka perlua
dipertimbangkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yvang secara
khusus mengatur tentang keruangan, dimulai dari Rencana Ruang Nasional
hingga Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.
Rencana-rencana kawasan strategis yang ditentukan mulai dari Pemerintah
Pusat hingga ke wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga turut
menjadi pertimbangan.

Kesesuaian pola dan struktur ruang dalam pengembangan investasi
merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya dan keberlangsungan
rencana pengembangan investasi vang telah disusun. Berdasarkan
pertimbangan—pertimbangan itu pula telah ditentukan beberapa titik/pusat
pertumbuhan/maupun potensi vang akan dijadikan lokus/pusat

pengembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa
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tahun ke depan. Pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 dimana sudah ditetapkan
Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di
Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa
Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang kayu, Kecamatan Muara
Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan
Sanga-sanga, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan
Tenggarong Seberang seluas 10.662 ha (sepuluh ribu enam ratus enam puluh
dua hektare). Akan tetapi Peraturan Daerah ini hanya sebatas kawasan
peruntukan industri bukan sebagai Kawasan Industri.
2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis
Hasil penentuan isu-isu strategis vang ditinjau dari identifikasi

permasalahan, pengamatan terhadap isu/trend dunia usaha serta telaah
pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L telah diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara melalai
Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yaitu :
1. Perlunya penyusunan Perda/Perbup tentang kawasan industri.
2. Arah Investasi ke Sektor Berkelanjutan (Green hvesment & Non-

Ekstraktif].

Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Non-Perizinan

Pengembangan Sistem Informasi & Digitalisasi Promosi Investasi
5. Ketersediaan dan validitas data peta potensi investasi

Berkembangnya potensi ekonomi baru Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di bidang industri Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata serta ekonomi kreatif. Adapun
penyimpulan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada tabel 2.15 dibawah ini

85



Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Relevan dengan Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis
Menjadi PFD yang relevan RTRW Perangkat Daerah
Avyiensagan LE dasesn LD Global Nasional Regional Daerah
(1) (2) (3) 4) (3) (6) (7) (8) (2)
Pemerintah 1. Promosi 1.Kualitas 1. kawasan strategis 1.Geopolitik 1. Implemen | 1.Diversifik | 1.Pengembang | 1. Eepastian
Daerah investasi dan dari sudut Dan tasi UU asi an ekonomi huluam kawasan
mendorong kawasan ketersediaan | pertumbuhan Geoelkonomi Cipta Ekonomi ke | berkelanjutan industrifinvestasi
program hilirizasi industri data daya ekonomi berupa 2. Trend Global Kerja & Sektor Non- | berbasis 2. Arah Investasi
komoditas belum efelonf dulning— kawaszan Green Peraturan | Ekstraktif selktor ke Selktor
unggulan dengan | 2, Belum adanya | daya peruntukkan industri | Investment & Turmnann | 2, ekonomi non Berkelanjutan (Green
pembangunan kepastian tampung di Kabupaten Kutai Sustainahility va Transforma | ekstraternif & Non-Ekstrakiif]
industri hulnim terkait | lingkungan Kartanegara: (Indus=ti Hijanx & | 2. Arah =1
penigolahan yang penetapan 2. Pengembangan Berkelanjutan)| Kebijakan Ekonomi
terintegrasi dekat kawasan kawasan industri Nasional Berbasis
sumber bahsan industri, dengan strategi Hilirisasi & | Industrialis
baku meliput Industrialis | asi
pengembangan asi Vang
zektor hilirisasi 3. Resili | Inkhasif
industri ensi Dan
Prospek
Perekonomi
an Yang
Pos=itif
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Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Relevan dengan Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis
Menjadi PD yang relevan RTRW Perangkat Daerah
Avyiensagan LE dasesn LD Global Nasional Regional Daerah
(1) (2) (3) 4) (3) (6) (7) (8) (9)
Fasilitast 1. Belum Kepastian Perkembangan Implementasi | Keterbatasa I; Peningkatan
Perizinan dan tersedianya Tata Fuang Teknologi 0385 & el Kualitas Layanan
Kemudahan reglilasi dan melalai Integrasi infrastrukin Perizinan dan Non-
Berusaha daerah Pengendalian Digitalizasi Data r digital Perizinan
tentang Alih Fungsi Promosi Perizinan layanan
faszilitaszi dan Lahan Investasi perizinan 2, Pengembangan
in=zentif usaha Sizstem Informasi &
2. Koordinasi Digitalizasi Promosi
antar Investast
perangkat
daerah belum
maksimal
Pemetasan & Belum Keterbatazan keterbukaan arah Ketimpanga Ketersediaan dan
Penyediaan Data | tersedianya Peta data daya data investasi kebijakan 1 antar validitas data peta
Potensi Investasi Potensi di dulung-—daya (open data, good | hilirisasi & kecamatan potensi investasi
selurub fampung EOVEITIANCE perwilayahan
kecamatan lingkungan industri
(RUPM /RPJ
MN)
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan penanaman modal di
daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029. Tujuan ini selaras dengan sasaran RPJMD, yaitu
meningkatnya investasi daerah, vang dipandang sebagai s=alah s=atu
pengungkit utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta
peningkatan daya saing daerah.

Indikator utama dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN/PMA (persentase). Kondisi dasar
(baseline) pada tahun 2025 triwulan III menunjukkan angka -29,18 persen,
vang merefleksikan terjadinya kontraksi realisasi investasi akibat
perlambatan ekonomi dan dinamika eksternal yvang memengaruhi iklim
usaha. Kondisi ini menjadi tantangan awal yang harus direspons melalui
kebijakan vang adaptif, terarah, dan berbasis pada penguatan pelayanan
penanaman modal serta perbaikan ekosistem investasi daerah.

Sejalan dengan kondisi baseline tersebut, target pertumbuhan realisasi
investasi pada periode 2025-2029 ditetapkan secara bertahap dan realistis.
Pada tahun 2025 ditargetkan terjadi stabilisasi dengan pertumbuhan sebesar
0 persen, sebagai fase pemulihan awal. Selanjutnyva, target pertumbuhan
ditingkatkan secara progresif pada tahun 2026 sebesar 0.8 persen, tahun
2027 sebesar 1,0 persen, tahun 2028 sebesar 1,10 persen, dan tahun 2029
sebesar 1.15 persen, hingga mencapai 1,20 persen pada tahun 2030. Pola
penetapan target ini mencerminkan strategi pemulihan dan akselerasi
investasi yang berkesinambungan.

Pencapaian tujuan tersebut akan didukung melalui peningkatan
kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan promosi investasi,
penyediaan data dan informasi potensi investasi yang akurat, serta
pengendalian pelaksanaan penanaman modal yvang efektif. Dengan demikian,
Renstra DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan
administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong
peningkatan investasi daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada
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hasil pembangunan wvang nyvata. Berpijak dari Tujuan dan sasaran

Pembangunan Daerah, berikut disajikan tujuan Perangkat Daerah heserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berilout ini :
Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

RSPH DAN TARGET TAHON
BASARAN
. BASELINE EETERANG
REPRJMT TUJOAN SASARAN INDIEATOR a0 03 O 203 202
TANG 5 & T B a
‘RELEVAN
fa1) [=r i03) i04) 195} fogp | yoe | B | eS| g | AL {13
218 0.00.0.00.01 0000 - Dinax Penanaman Modal dan Pelayanen Terpadu Sato Pindua
Meningkmt | Meningkstisn Pertimmbuha =25, 15 a 0.8 i 1,10 1,16 120
nym FPenansman o Fealicaci
ventasi Aodal di Hitai Invectasi
Dimmrmb Kartansgars [PMDH /FMA)
=]
Keterangan:

1. Kenaikan rata-rata pertahun 0,24 point

2. Base line adalah tahun 2025 trivulan [l dengan perhitungan target pertrivulan dard

tahun 2020 triwulan I sampas 2025 triwulan I11.
5

18 Tahun 2017

I = (Wilat Tahun n- Nilai Tahun n-1) fNilai Tahun n-1X100%

Dimana:

I = Pertumbuhan Investasi

Nilad Tahun n = Nilai Investasi atau pendapatan pada periode Tahun Berjalan

Nilai Tahun n-1 = Nilai Investasi atau pendapatan pada Periode

Tahun Lalu

Penetapan target pertumbuhan realisasi investasi PMDN/PMA dalam
Renstra DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029
dengan  pendekatan  bertahap realistis,
mempertimbangkan kondisi dasar tahun 2024 wyang menunjukkan
kontraksi sebesar -29,18 perzen. Oleh karena itu, pada tahun 2025
ditetapkan target pertumbuhan sebesar 0 persen sebagai fase stabilisasi
dan pemulihan awal. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada pemulihan
kepercayaan investor, perbaikan iklim usaha, serta penguatan kualitas

disusun dan dengan

pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal.
Selanjutnya, pada tahun 2026 target pertumbuhan ditingkatkan
sebesar 0,8 poin persentase, yang mencerminkan awal fase akselerasi

investasi setelah stabilisasi tercapai. Pada tahun 2027, kenaikan target

Formula perhimingan Output mengpunakan Bumus sesuai dengan Permendagri No.
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kembali dilanjutkan sebesar 0,2 poin persentase menjadi 1,0 persen, seiring
dengan semakin optimalnya promosi investasi, pemanfaatan potensi
unggulan daerah, serta meningkatnya kepastian berusaha. Kenaikan target
yang lebih moderat pada tahun 2028 dan 2029, masing-masing sebesar 0,1
dan 0,05 poin persentase, menunjukkan strategi penguatan dan
konsolidasi pertumbuhan agar tetap berkelanjutan dan tidak bersifat
fluktuatif.

Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan target pertumbuhan
investasi pada periode 2025-2039 sebesar 0,24 poin persentase per tahun.
Pola kenaikan yvang menurun secara bertahap ini mencerminkan kehati-
hatian dalam perencanaan kinerja, sekaligus menunjukkan komitmen
pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang stabil,
terukur, dan berkesinambungan. Pendekatan ini diharapkan mampu
memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya bersifat kuantitatif,
tetapi juga berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan
ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan
kesejahteraan masyvarakat.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten /Kota Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendukung
terwujudnya sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya investasi daerah, sebagai
pendorong utama pembangunan ekonomi wilayah. Sasaran ini dijabarkan secara
operasional melahi upaya meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara,
dengan indikator kinerja utama berupa Pertumbuhan Realisasi Investasi
PMDN/PMA. Kondisi dasar tahun 2025 dari triwulan I sampai dengan triwulan III
menunjukkan kontraksi sebesar -29,18 persen, sehingga target pada tahun 2025
ditetapkan sebesar 0 persen sebagai fase stabilisasi. Selanjutnya, pertumbuhan
investasi ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 1,20 persen pada
tahun 2030, mencerminkan strategi pemulihan dan penguatan investasi yang
berkelanjutan dan realistis sesuai dinamika ekonemi daerah. Keterkaitan antara

sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ditunjukkan
pada Gambar 3.1 dan 3.2
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Gambar 3.1 Hubungan Sasaran EPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra

Perangkat Daerah
SASARAN ARAH KEBLJAKAN ISU STRATEGIS
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Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra PD

Sasaran berikutnya adalah meningkatnya nilai tambah baru yang
diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah, yang diukur melahai
indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non Ekstraktif.
Baseline tahun 2024 sebesar -54,17 persen menunjukkan ketergantungan
vang masih tinggi terhadap sektor ekstraktif serta perlunya transformasi
struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, target pertumbuhan sektor non
ekstraktif ditetapkan meningkat secara progresif, dimulai dari O persen pada
tahun 2025 hingga mencapai 6,70 persen pada tahun 2030. Sasaran ini
menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi
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investasi ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan,
pariwisata, perdagangan, dan jasa, guna memperkuat ketahanan ekonomi
daerah. Selanjutnya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029

NSFK DAN : TARGET TAHUN
BASE
RPID YANG : 2034 M35 | 203 | 20X | M2 | H29 | 2030
RELEVAN
T (] E] ] 0S| 0§ | | o8 [ o9 | (g | (1) 7]

2.158.0.00.0000.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Perturmbuhan AT |0 135 270 405 540 | 6,70
nilal tznbah Redsasi Invesias
baru yanao Sektor Ekonomi
diimicstosikan | mom Ekstrakdid (%)

ghatk dalam
Mermokatkan

pembangunan

Meningkatma Penaraman :
ekonomi

Imvestasi Daergh Modal df Kutai wiayeh

Kartanegars

Meninokatya Imdeks Pelsyanan 38 38 4 41 4.2 43 44
pelavanan Publik Terpadu
perizingn dan Sau Pirdu {Niai)
non perzingn
uzaha

Selain aspek kuantitas dan kualitas investasi, sasaran Perangkat
Daerah juga difokuskan pada meningkatnya pelayanan perizinan dan
nonperizinan usaha, sebagai prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang
kondusif. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik Terpadu
Satu Pintu, dengan baseline tahun 2024 sebesar 3,8, Target indeks pelayanan
ditingkatkan secara konsisten setiap tahun, dari 3,9 pada tahun 2025 hingzga
4.4 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen DPMPTSP
dalam memperbaiki kualitas pelayanan yang cepat, transparan, alkuntabel,
dan berorientasi pada kepuasan masvarakat serta pelaku usaha.

Secara keseluruhan, sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP dirancang secara
terintegrasi untuk memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya
tercermin dari pertumbuhan nilai realisasi investasi, tetapi juga dari
peningkatan kualitas investasi dan pelavanan publik. Pendekatan ini
diharapkan mampu menciptakan iklim wusaha yang berdaya saing,
mendorong transformasi ekonomi daerah, serta memberikan dampak nyata
bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai

Kartanegara.
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3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029

Perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian Renstra periode
sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan
analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi,
misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal
dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui
peluang dan ancaman yang dihadapi Perangkat daerah dalam mencapai
tujuan pembangunan.
3.2.2 Capaian Sasaran Perangkat Daerah

Ringkasan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihasilkan
dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029, dapat
digambarkan sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnva nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan
ekonomi wilayah;

2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha.
3.3.1 Rumusan stategis

Perumusan strategi hasil analisis SWOT seperti ditunjukkan pada
bagian analisis SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi
vang disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran
Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah melalui proses penilaian atas
alternatif strategi hasil dari analisis SWOT di atas dirumuskan strategi
terpilih seperti dijelaskan pada tabel SWOT. berikut:
Analisis SWOT DPMPTSP

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :
Strenghts/ Kekuatan

1. Dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelayanan dari
APBD

2. Kapasitas Sumberdava Manusia telah mendukung penyelenggaraan
pelayanan

3. Penggunaan Teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan
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4

5.

Telah memiliki standar pelayanan dan standar prosedur operasional
(SOP) yang memberikan jaminan dan kepastian pelayanan

Telah memiliki kerjasama dengan  berbagai pihak dalam
penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Weakness/ Kelemahan

1.

Sarana dan Prasarana pelavanan yang belum representatif/ tidak

didesain untuk pelayanan terpadu

. Belum dimplementasikan regulasi insentif dan kemudahan penanaman

modal

3. Masih terbatasnya dokumen peta potensi investasi berdasarkan RUPM

4. Belum optimalnya regulasi untuk menjawab tantangan ekonomi baru

5.

di era Revolusi Industri 5.0

Koordinasi dengan perangkat daerah lain masih belum maksimal

Opportunities/ Peluang

1.

Peluang penanaman modal pada Sektor Pertambangan dan
Perkebunan masih tinggi

. Terbukanya industri pengolahan produk perkebunan dan turunannya

3. Keberadaan Ibu Kota Nusantara berpotensi meningkatkan Minat

Investasi

Tumbuhnyva kesadaran pelaku UMKM untuk memperoleh Perizinan
Berusaha

Dukungan Fasilitasi kredit tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro dan
Kecil dari pemerintah daerah

Threats/ Ancaman

lad
i

L
]

1. Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM masih rendah;
2

Masih rendah minat penanaman modal pada sektor sekunder;

Masih adanya aturan sektoral yang belum sinkron dengan sistem
aplikasi perizinan online (OSS);

Dominasi penanaman modal sektor Ekstraktif menurunkan daya
dukung lingkungan hidup

Hasil produk pertambangan dan penggalian dengan tujuan eksport

rentan terhadap gejolak perekonomian dunia.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal sebagaimana diuraikan
sebelumnya, selanjutnya disusun analisa dalam rangka penyusunan strategi
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vang relefan untuk dijalankan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

menjalankan program kerja.

3. Penggunaan
Teknologi dan
informasi dalam
memberikan
pelayanan

4. Telah memiliki
standar pelayanan
dan standar
prosedur
operasional (SOP)
vang memberikan
jaminan dan
kepastian pelayanan

5. Telah memiliki
kerjasama dengan
berbagai pihak
dalam

penyelenggaraan

Tabel 3.3
Analisis SWOT
I[FAS | Strenghts Weakness
EFAS

1. Dukungan anggaran | 1. Sarana dan
vang memadai Prasarana pelayanan
untuk mendukung yang belum
pelayanan dari representatif/ tidak
APBD didesain untuk

2. Kapasitas pelayanan terpadu
Sumberdava 2. Belum
Manusia telah dimplementasikan
mendukung regulasi insentif dan
penyelenggaraan kemudahan
pelayanan penanaman modal

3. Masih  terbatasnya
dokumen peta
potensi investasi
berdasarkan RUPM

4. Belum  optimalnya
regulasi untuk
menjawab tantangan
ekonomi baru di era
Revolusi Industri 5.0

5. Koordinasi  dengan
perangkat daerah
lain masih belum

maksimal
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Mall Pelayanan

Publik
Opportunities S-0 W-0
1. Peluang penanaman | a. (S1:01) a. (W1:01) Penataan
modal pada Sektor Optimalisasi gedung dan ruang

Pertambangan dan
Perkebunan masih
tinggi

2. Terbukanya industri
pengolahan produk
perkebunan dan
turunannya

3. Keberadaan Ibu Kota
Nusantara
berpotensi
meningkatkan Minat
Investasi

4. Tumbuhnya
kesadaran  pelaku
UMKM untuk
memperoleh
Perizinan Berusaha

5. Dukungan Fasilitasi
kredit tanpa bunga
bagi pelaku Usaha

Anggaran untuk
Investasi Sektor
Unggulan

b. {S2:02) Penguatan
SDM dalam
Mendukung
Industri
Pengolahan

c. (S3:03)
Pemanfaatan
Teknologi untuk
Menarik Investasi
Ibu Kota Nusantara

d. ($4:04) Membuat
Standar Pelayanan
untuk Mendukung
UMEKM

e. [S5:05): Sinergi
Kerja Sama dalam
Mendorong Akses
Kredit

pelayanan MPP
untuk meningkatkan
citra pelayanan
DPMPTSP

b. (W2:02) Percepatan
kebijakan pemberian

insentif dan
kemudahan
berusaha bagi usaha
besar yang
melakukan
kemitraan.

¢. (W2:03) Percepatan
kebijakan pemberian
insentif dan
kemudahan
berusaha vang
memprioritaskan
sektor pertanian
tanaman pangan dan
perikanan.
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Mikro dan Kecil dari
pemerintah daerah

d. (W3:03) Penyusunan
peta potensi investasi
secara
komprehenship dan
bagi pengembangan.
industrialisasi sektor
pertanian  tanaman
pangan dan
perikanan.

e. (W4:04) Peningkatan
kerjasama  dengan
perguruan tinggi dan
komunitas IT untuk
mempercepat
adaptasi Revolusi
Industri 5.0

f. (W5:05) Peningkatan
koordinasi  dengan
perangkat daerah
lainnya dalam
mendukung
kebijakan
pemerintah pada
progam Kredit Kukar
Idaman Terbaik dan
Mini Mal Pelayanan
Publik

Threats S5-T W-T
1. Kepatuhan Pelaku |a. (S1:T1) Peningkatan |a. (W1:T1)
Usaha anggaran  kegiatan Meningkatkan

[

Menyampaikan
LKEPM masih rendah;
Masih rendah minat
penanaman modal
pada sektor
selkunder;

pendampingan bagi
perusahaan vang

wajib LKPM

b. (S2:T2) Peningkatan

Kapasitas SDM

kepatuhan LKPM
dengan Strategi
pelayanan on state
b. (W2:T2) Sosialisasi
program insentif dan

kemudahan bagi

87



3. Masih adanya
aturan sektoral yang
belum sinkron
dengan sistem
aplikasi  perizinan
online (0OSS);

4 Dominasi
penanaman modal
sektor
menurunkan daya
dukung lingkungan
hidup

3. Hasil produk

pertambangan dan

penggalian dengan

Ekstralotif

. (S5:T5)

. ($3:T3) Optimalisasi

website =~ DPMPTSP
dalam mengurangi
hambatan terkait
aturan sektoral yvang

belum sinkron

. (54:T4) Penerapan

SOP layanan untuk
meredam dampak
negatif dominasi
investasi ekstraktif
terhadap
lingkungan.
Kerjasama

dengan berbagai

d. (W4:T4) Menyusun
regulasi investasi
berbasis inovasi,

pelaku usaha
industri sekunder
dan tersier.

. (W3:T3) Pengkajian
potensi investasi
secara

komprehenshif yang
ditawarkan

kepada investor

siap

teknologi hijau, dan
digital
mengalihkan

ekonomi

untuk

tujuan eksport pihak dalam MPP ketergantungan dari
rentan terhadap untuk sektor ekstraktif.
gejolak mengantisipasi . (W5:TS)
perekonomian kerentanan ekspor meningkakan
dunia. sektor tambang koordinasi dan
terhadap gejolak kerjasama  dengan
global OFD lain dan
pemerintah  daerah
seldtar lainnya
mewujudkan
industri yang
terhubung antar
daerah.
Tabel Matrik SWOT
Strenghts/ Kekuatan Bobot | Rating | Score

1. Dukungan anggaran yang memadai untuk
mendukung pelayanan dari APED

0,25 4 1

2. Kapasitas Sumberdaya Manusia telah

mendukung penyelenggaraan pelayvanan

0,2 3 0,60
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3. Penggunaan Teknologi dan informasi

4 0,80

dalam memberikan pelayanan e
4. Telah memiliki standar pelayanan dan
standar prosedur operasional (SOP) yang
memberikan jaminan dan kepastian Ote . 049
pelayanan
5. Telah memiliki kerjasama dengan berbagai
pihak dalam penyelenggaraan Mall 0,2 3 0,60
Pelayvanan Publik
Jumlah 3,45
Weakness/ Kelemahan Bobot | Rating | Score
1. Sarana dan Prasarana pelayanan yang :'
belum representatif/ tidak didesain untuk | 0,25 3 0,75
pelayanan terpadu
2. Belum dimplementasikan regulasi insentif |
dan kemudahan penanaman modal .20 # %89
3. Masih terbatasnya dokumen peta potensi
investasi berdasarkan RUPM Rl it o0
4. Belum optimalnya regulasi untuk
menjawab tantangan ekonomi baru di era | 0,20 3 0,60
Revolusi Industri 4.0
5. Koordinasi den erangkat daerah lain
masih belum mg:_‘;ial o D ? A
Jumlah 3,40
S-W 0,05
Opportunities/ Peluang Bobot | Rating | Score
1. Peluang penanaman modal pada Sektor
Pertambangan dan Perkebunan masih 0,25 4 1
tinggi
2. Terbukanya industri pengolahan produk
perkebunan dan turunannya itz it '
3. Keberadaan Ibu Kota Nusantara berpotensi
0,15 3 0,45

meningkatkan Minat Investasi
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4. Tumbuhnya kesadaran pelalkku UMKM |
untuk memperoleh Perizinan Berusaha Oko ? 05
5. Dukungan Fasilitasi kredit tanpa bunga
bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari 0,2 3 0,60
pemerintah daerah
Jumlah 3.50
Threats/ Ancaman Bobot | Rating Score
1. Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan
LKPM masih rendah %2 it o0
2. Masih rendah minat penanaman modal
pada sektor sekunder 02 4 0,80
3. Masih adanya aturan sektoral yang belum
sinkron dengan sistem aplikasi perizinan | 0,2 3 0,60
online (0SS)
4. Dominasi penanaman modal sektor
pertambangan dan perkebunan 0.2 5 60
menurunkan daya dukung lingkungan
hidup
5. Hasil produk pertambangan dan penggalian
dengan tujuan eksport rentan terhadap| 0.2 3 0,60
gejolak perekonomian dunia.
Jumlah 3,40
O-T 0,10

Gambar 3.3 Matrik SWOT

Opprtunities
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Araund

Kuadran 4
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Kuadran 2

Drversifikasi

Treats

Strenghts

Berdasarkan matrik SWOT tersebut strategi DPMPTSP mendukung

strategi Agresif, namun demikian nilai Peluang lebih besar daripada
Kekuatan, dalam hal ini perlu efort untuk meningkatkan kemampuan dinas
dalam menangkap peluang investasi.

Dilihat dari analisis SWOT dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk penahapan pembangunan dapat dilihat
pada tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah dibawah ini

Fang terintegraci dan
berkelanjutan
Fecgembangsan pusat
logistk dan
dirrribusi komoditas
arategis berbaziz
penguatan paiar

domegtik

kewilayahan tematilk
untuk pemberdayaan
pelnku usahs
mazyarakat

Inizgrazi kawazan
parmwizata ungEgulan
berbasiz wizats alem,
budaya dam sgrowizats
produlctf

mesujudicen produk
lok=l masyarakat dan
hilirizazi s=lctor

EIrAIEELR

zebagai fondasi
transformasi pasat
pPaAngan, parivizata,

indusir hijau

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD
Teme RPJMD
Tema Tabmn 2026 Teme Tahun 2027 Tema Tahun 2028 Tema Tebun 2029 Tema Tahun 2030
Pemenubhan fondasi Pemerntasn transformasi Peninglatan Peromjudan fondasi Pemantepan menujn
infrastrmltnr wilayah dan Pembangunan herbasis pemanfastan trensformasi dalam shzalarasi
penatarn kelembagaan kewilayahan transfrrmasi HEUEAR IDAMAN transformasi
pembangonsn TEREAIE pembangunan
Pengembangean damn Perhuacan Pengustan skomistem Prromjudan ekerormi | Peogumtean ramtsi nilat
pengusatan Kawazam peng=mbangen kewrirmnaahann memndini berbaos dan akcselsTasi
=konomi potenaial perekonominn inovasf dalam produk ungsi=amn loomodites unggalamn

dasrah berbazic
lapangan usnhes vang
ramsh hngkungan dan
leanslkaragaman
hayati gun=
meningkatican daya
waing. k=g=jahternan

dar keberlanjutan
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Peanguaten regulaci dan
tata ke=lola certa
i ketair digitnlisas

pelayanan publik yeog

Peningkatan kompetensi
dan kapacitas apsratar
farta penguatan

kzl=mbagaan cryanizacl

Penerapan Digitalizazi
layenan publk dan
Penguatan oirtem

PEnEEWALRAL BTk

Permujudan tam
kelcla dan sictem

evaluazi

pembangunan vang

I Penguatan kolabor=si

multipikalk
[pemerintab

masyarakat, swasta)

daya dulmz
Lingkungan dalam
mendulnang
pem ber una
berkelanjutan

mult pikak deleam
pengendalian
anTamar
k=rusaian
lmghungan dax
pEogembangEn
potenci

energl ramah

lngkungan

adaptf, konzisten dan perangiat dazrah meningkatioan adaptif, konsisten, dalam mia k=lola
implementarif trancparand dan E=rta mpiementa tif probangman
akuneehilitas eebagal mstrumen
perin gl
kinerjm
pembangunan,
Perngendalinn Prrmujudan peran Pengiratar
penCEmaran oerta E=rtm pemanfastsn

enerEl ramah

dan rendah karbon
untulk

mandulung
pembangnan
beerkelanjutan

Adapun penahapan pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-
2029 dijabarkan melahui strategi berikut :
1. Pemenuhan & Pemerataan Infrastruktur/SDM

Fokus

diarahkan pada pemenuhan

sarana,

prasarana,

dan

penguatan kapasitas SDM. Tujuan utamanya adalah agar pelayanan

perizinan dan penanaman modal bisa diakses secara lebih merata.

Langkah yvang ditempuh antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang representatif (Mal

Pelayanan Publik, desk layanan sektor prioritas).

2. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur di bidang investasi

dan perizinan.

3. Perluasan jangkauan sistem digital

kecamatan.

agar menjangkau seluruh

4. Penyediaan konsultasi teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sumber daya dan

akses layanan yang setara di seluruh wilayah.
2. Ekspansi & Peningkatan Layanan

Setelah fondasi dan pemerataan terbangun, tahun 2027 diarahkan

pada perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitasnya. Ciri khas

tahap ini adalah mulai berkembangnya layanan berbasis inovasi. Beberapa

fokus utama:

1. Penguatan integrasi perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach).

2. Perluasan layanan konsultasi investasi berbasis sektor unggulan.
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Inovasi pelayanan publik digital yang lebih ramah pengguna (user
friendly).

Fasilitasi promosi investasi untuk menjangkau mitra B2B, B2C,
maupun B2G.

Tahap ini ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah

dan memperluas jejaring investasi.

3. Penguatan Fondasi Transformasi

Pada tahap ini, seluruh sistem pelayanan dan investasi diperkuat agar

lebih adaptif terhadap perubahan global maupun kebutuhan Ilokal.
Beberapa langkah utama:

1.
2.

Optimalisasi sistem digital pelayanan publik terintegrasi.

Penguatan kolaborasi lintas OPD dalam mendukung ekosistem
investasi (koperasi, UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata).
Pengembangan basis data investasi yang komprehensif dan real-time.
Penyusunan model insentif daerah bagi investor strategis.

Tahap ini merupakan masa transisi menuju transformasi penuh

pelayanan publik yang inovatif dan responsif.

4. Konsolidasi & Integrasi Program

Menjelang akhir periode, tahun 2029 diarahkan pada konsolidasi hasil

yvang telah dicapai. Fokus utamanya adalah menyatukan berbagai

program dan inovasi agar selaras dengan visi besar daerah (KUKAR
IDAMAN TEREAIK). Kegiatan meliputi:

1.
2.

Integrasi penuh antar sistem layanan perizinan dan investasi.
Konsolidasi capaian kinerja antar OPD agar sinergi pembangunan
terjaga.

~valuasi menyeluruh efektivitas kebijakan investasi.

4. Penyempurnaan inovasi yang sudah berjalan agar lebih berkelanjutan.

Tahap ini memastikan seluruh upaya tidak berjalan parsial,
melainkan saling melengkapi untuk mendukung capaian RPJMD.

5. Pemantapan & Akselerasi

Tahun terakhir Renstra difokuskan pada pemantapan capaian dan

akselerasi kinerja untuk menghadapi periode pembangunan selanjutnyva.

Prioritas utama:

1.

Pemantapan Mal Pelavanan Publik sebagai pusat layanan terpadu
digital dan fisik.
Akselerasi investasi di sektor strategis (green investment, hilirisasi

SDA, pariwisata berkelanjutan).
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3.

Implementasi penuh pelayanan publik cerdas berbasis data besar (big

data analytics).

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks efektivitas

investasi.

Tahap ini menjadi puncak pencapaian, sekaligus tonggak awal untuk

memasuki Renstra periode berikutnya dengan pondasi yang lebih

kuat.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029,

Berdasarkan Analisis SWOT dan penahapan renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 arah kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat
pada tabel 3.5 dibawah ini

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

Tabel 3.5

. Penpuatan potens'i'

usaha pertanian,
perikanan, UMEKM,

dan pariwisata

Diversifikasi ekonomi
ke sektor non-
elstraktif (hilirisasi
pertanian,
pariwisata, ekonomi

Lreatif)

No | Operasional Arah Kebjjakan Arah Kebijakan Keterangan
NSPEK RPJMD RENSTA PD
1 | Meningkatnya . Penetapan kawasan | Kepastian hultum Menjamin
Investasi strategis kawasan ketersediaan
daerah pembangunan (KEK, | industri/investasi lahan &
KPI, Kawasan Koordinasi kepastian huloum
Pangan, Perikanan, | penyediaan lahan dalam kawasan
Perkotaan, untuk proyvek strategis
Perdesaan) investasi strategis investasi daerah.

Mendukung

sektor unggulan
melalui fasilitasi

investasi dan
diversifikasi

usaha non-

Penyederhanaan

elestraktif.,
| Peningkatan literasi | Fasilitasi kemitraan | Mendukung UMK
kewirausahaan dan | UMK dengan dengan
akses pembiayaan lembaga keuangan & | kemitraan
mikro investor kenangan,

inzentif, dan
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perizinan bagi usaha | penyederhanaan
mikro perizinan.
Penyusunan skema | Penyusunan peta Menyediakan
pemanfaatan potensi investasi dasar
kawasan di daerah perencanaan
kawasan strategis berbasis data
pembangunan untuk
pemanfaatan
kawasan dan
investasi.

| Pengembangan Fasilitasi percepatan | Mendukung
kawasan sentra investasi sektor hilirisasi pangan
produksi dan hilirisasi & sektor & selktor hijau
distribusi pangan berkelanjutan (green | melalui investasi

_ & non-ekstraktif) yang terarah.

| Penguatan Insentif bagi pelaku Memperkuat
agroindustri dan usaha di sektor basis
pariwisata lokal hijau, ekonomi agroindustri &
berbasis kearifan Lkreatif, dan UMK pariwisata
budava dengan insentif

dan fasilitasi
usaha.

| Penyiapan pilot Fasilitasi investasi Mendukung
klaster ekonomi sektor hijau pengembangan
hijau dan ekonomi Diversifikasi ekonomi | ekonomi hijau
kreatf kreatif dan kreatif di

_ tingkar lokal.

" Inkubasi bisnis Insentif UMK kreatf | Mendukung UMK
UMEKM ungeulan Konsultasi & kreatif dengan
dan kreatif publikasi teknis insentif,

perizinan melalui inkubasi, dan

MPP mini dukungan teknis,

| Pengembangan Penyediaan Mendorong SDM

pusat pelatihan konsultasi teknis daerah agar
vokasi berbasis perizinan memiliki
permintaan industri | Keterbukaan kemampuan
(link dan match) informasi publik & perizinan &

laporan berbasis data | pemahaman

investasi sesuai
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kebunuhan

_ dan ekonomi kreatif

industri.
Pemasaran produk | Digitalisasi layanan Menguatkan
unggulan desa perizinan pemasaran
berbasis digital Pengembangan berbasis digital
Perwujudan dashboard perizinan | dengan layanan
ekonomi mandiri & investasi daerah publik digital.
berbasis produk
unggulan sebagai
fondasi transformasi
pusat pangar,
pariwisata, industri
hijau

| Hilirisasi hasil Fasilitasi investasi _I;ffeggh—ubggk?
pertarnian, hilirisasi selktor non- | investasi daerah
perikanan, dan ekstraktf dengan hilirisasi
budaya menjadi sektor unggulan.
produk bernilai
tambah

| Penguatan integrasi | Koordinasi Mendukung
ekonomi penyvediaan lahan integrasi
antarwilayah dan investasi kawasan
mitra IKN Peta potensi investasi | ekonomi Kukar

dengan wilayah
seldtar dan IKN.

| Peningkatan Digitalisasi layanan | Mewujudkan
kualitas perizinan perizinan layanan investasi
dan investasi hijau | Implementasi 033 hijau, cepat,
yvang berkelanjutan | berbasis data transparan, dan

Dashboard investasi | terintegrasi
daerah digital.

i Industrialisasi Fasilitasi percepatan | Mendukung
sektor unggulan investasi hilirisasi industrialisasi
dan pengembangan | sektor berkelanjutan | daerah dengan
Kawasan Strategis Insentif pelaku nusaha | investasi hijau &
hijau sektor hijau insentf.

; Peningkatan ekspor | Fasilitasi promosi & | Memperlaas
hasil olahan kemitraan investasi pasar ekspor
pangan, perikanan | Dukungan melalui promosi

investasi &
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diversifikasi ekonomi

pengembangan

kreatif ekonomi kreatif
daerah.

; Transformasi Fasilitasi investasi Mengarahkan
elkkonomi rendah hijau investasi menuaju
karbon Insentif sektor hijau | green investment

Digitalisasi OS5 & dan transformasi
data investasi ekonomi rendah
karbon.

; Penyusunan sistem | Penerapan sistem Menyelaraskan
perencanaan pelaporan dan sistem
penganggaran evaluasi berbasis perencanaan
terpadu kinerja dengan evaluasi

Audit internal kinerja dan audit
pelayanan publik untuk
meningkatkan
transparansi dan
efektivitas
pembangunan.
Penataan Reformasi birokrasi Penyesuaian
kelembagaan pelayanan publilk kelembagaan
daerah sesuai Pengembangan & daerah dengan
kebutuhan pengelolaan MPP pembentukan
pembangunan baru dan penguatan
MPP sehagai
simpul pelayanan
publik modern,

. Peningkatan Pelatihan teknis Meningkatkan
kapasitas asn dan perizinan, investasi, kualitas ASN
tata kelola dan pelayanan publik | melalui pelatihan
kelembagaan publik | digital teknis serta

Penerapan reward sistem
ASHN penghargaan
berbasis kinerja.

; Penguatan Penerapan sistem Menguatkan
Mekanisme pelaporan & evaluasi | akuntabilitas
akuntahilitas kinerja publik melalui
pembangunan Publikasi indikator transparansi
berbasis kinerja kinerja layanan ke laporan kinerja

publik
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dan indikator

layanan.
Digitalisasi Modernisasi layanan | Menyediakan
pelayanan publik publik digital layanan publik
Pengembangan User | berbasis digital
Experience (UX) yvang mudah

sistem layanan
Mobile Perizinan MPP

diakses, ramah
pengguna, dan

menjangkan
hingosa

_ kecamatan.

. Penguatan sistem Audit internal Menjamin
pengaduan layvanan pengawasat

Publikasi indikator mutu layanan
Lkinerja publik melalui
kanal
pengaduan,
audir, dan
publikasi kinerja.
| Pelibatan Publikasi indikator Mendorong
masyarakart dalam layvanan ke publik partisipasi
pengawasan Mobile konsultasi masyarakat
pembangunan investasi dengan
transparansi
informasi dan
alcses konsultasi
layanan.

i Tata kelola adaptif, | Pengembangan Mengintegrasikan
inovatif, kolaboratif | dashboard & User data lintas selctor
berbasis Experience (UX) dengan
pentahapan pelayanan publik dashboard

layanan
perizinan dan
investasi yang
ramah pengguna.
| Aplikasi dasboard Reformasi birokrasi Menyelaraskan
lintas sektor berdampak prinsip tata
Penyesuaian layanan | kelola adaptif
publik sektor dengan birockrasi
prioritas responsif
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terhadap
keburnuhan
zelctor usaha.

Peningkatan Layanan MPP Mini Mendukung
stahilitas keamanan | Digital di kecamaran | stabilitas dengan
dan ketertiban Mobile perizinan layanan publik
wilayah vang lebih dekat
ke masyarakat,

cepat, dan

transparar.
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program
Indikasi rencana program pricritas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berisi
program-program baik untuk mencapai Pembangunan Jangka Menengah
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu
indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang
tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana
vang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan
pembangunan daerah vang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja
daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam penyusunan RKPD Perangkat Daerah, termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannyva.
Penjelasan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yaitu:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Target program ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah 78,50. Program ini bertujuan untuk optimalisasi proses
perencanaan program dan anggaran, serta optimalisasi monitoring
terhadap prozes pelaksanaan kegiatan instansi, dan melakukan evaluasi
kinerja untuk perbaikan proses ke depan serta menjadi bahan masukan
bagi proses perencanaan program dan anggaran di tahun — tahun
berikutnya. Selain itu juga untuk optimalisasi proses kerja instansi
dengan memastikan semua fasilitas operasional perkantoran serta
pendukung proses kerja instansi terpenuhi, optimalisasi penyediaan
sarana prasarana untuk mendukung proses kerja dan operasional
instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai ketugasan di bidang
pelayanan publik. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ini menjadi program vang penting untuk memastikan bahwa standar
pelayanan publik (terutama dari aspek fisik| sesuai yang tertuang dalam
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peraturan perundangan terpenuhi. Sejak tahun 2022, proses perbaikan
(rehab) dan pemeliharaan gedung terus diupayakan dilakukan sesuai
dengan standar fasilitas pelayanan publik vang telah ditentukan yaitu
Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017
diantaranya Ruang front Office, Back Office yvang mendukung dalam
pelayanan perizinan memadai serta tersedianya ruang pendukung dan
fazilitaz-fasilitas pendukung lainnya wyang terus di upgrade serta
mempertimbangkan inovasi pelayanan publik yang dipandang perhu.
Disamping itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Juga mempunyai specio yaitu Mal Pelayanan Publik sebagai
sarana pelayanan terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga
harus ditingkatkan Sarana dan prasarananya serta operasional
kegiatannva.
. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah realizsasi total terhadap target investasi
yvang diambil dari tarikan Aplikasi Kementerian investasi (Nafional
Sistem Window for Invesment) vang telah terintegrasi dengan sistem 0SS
(Online Single Submission). Bentuk kegiatannya meliputi pembuatan
peta potensi investasi daerah dan penetapan peraturan di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
kutai kartanegara. bentuk — bentuk keluaran dari program dan kegiatan
ini diantaranya adalah pembuatan regulasi penanaman modal daerah,
fasilitasi percepatan realisasi investasi serta pembuatan dokumen -
delkumen kajian potensi investasi.
. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Peningkatan Investor yvang
berinvestasi yang menanamkan modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan bentuk kegiatannya meliputi Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai
Kartanegara, indikator kinerja vang ditentukan adalah Jumlah
Dokumen kegiatan Promosi Penanaman Modal. Bentuk - bentuk
keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah pameran
investasi, temu investor serta penyusunan profil investasi Kukar, serta
temu kemitraan dengan mitra — mitra luar Kabupaten /Kota. Proses yang
sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan konsep pelaksanaan

kegiatan dengan mencari model — model inovasi promosi investasi serta
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optimalizasi kerjasama luar Kabupaten agar hasil yvang dicapai dapat
dioptimalkan.
. PEOGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Pelaku Usaha wyang
memperoleh izin sesuai ketentuan. Dengan bentuk kegiatannya menitik
beratkan kepada pelayanan publik, dalam hal penerbitan izin, indikator
kinerja vang ditentukan adalah Nilai IKM berdasarkan survei tahun n.
Unsur-unsur IKM terdiri dari persyaratan, prosedur perizinan, waktu
pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana,
perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan.
Dari beberapa unsur tersebut yang paling mendesak untuk segera
diberikan perhatian lebih adalah terkait sarana dan prasaran yang
memiliki kualitas belum maksimal terlebih menjadi komponen yang
memiliki rate terendah dibanding komponen/unsur lainnya. Bentuk —
bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah
Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Kabupaten/kota,
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha wang Terfasilitasi
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan
Jumlah Orang vang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Proses yang sedang
berlangsung saat ini adalah terus meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan dengan terus berupayva mencari model — model inovasi dan
implementasi Undang — Undang Cipta kerja.
. PROGRAM FPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha.
Bentuk kegiatannya adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal. Bentuk - bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini
diantaranya adalah penanganan permasalahan penanaman modal,
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pemantauan dan pengawasan perusahaan untuk optimalisasi pelaporan
(melalui LKPM]), dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
PROGEAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 2 INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah persentase pemanfaatan data dan
informasi penanaman modal. bentuk kegiatan pada program ini
menitikberatkan kepada pengelolaan data dan informasi perizinan dan
non Perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah
Provingi dengan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan
data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. keluaran
dari sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan dan
non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik wyang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. data dan
informasi perizinan vang diolah dapat dikaji dan dimanfaatkan untuk
perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman
modal serta perencanaan promosi, dan perumusan kebijakan.

Pencapaian target kinerja program (oufcome) di masing-masing
urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
juga didukung oleh beberapa perangkat daerah adapun dapat dilihat
pada tabel 4.1 Penjenjangan kierja DPMPTSP dibawah ini

Tabel 4.1 Tabel Penjenjangan Kinerja DMPTSP

| Intermediate Outcome | '

Qutcome

Meningkatnya
investasi daesrah
(Pertumbuhan
realizsasi investasi

(PMDN & PMA))

i
Critical Succes Factor

(o8
Regulast jelas & =inkron

dengan nasional
(Adanya perda/perbup

pendukung investasi)

Immediate Gutcome

| Kepastian bulmim

investasi meninglkat
(Jumilah repula=i

investasi dizahlican|

Kondisi
Operasional

Penyusunan &
pengesahan
perda/perbup
[Jumlah
perda/fperbup yang
disusun dan

diterapkan)

SDM & kelembagaan
DFMPTSF yvang
kompeten
(Persentase ASN yvang

Kompeten|

Peningkatan Kapasitas
dan Profesionalizme
ASN DPMFTSP
(Jumlah ASN DPMPTSF
yvang dilakukan
peningkatan

kompetensi)

Sertifikaszi
Kompetensi SDM
Layanan Perizinan
dan Investasi
(Jumlah setifileat
kompetensi ASN |
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Infrastruktur
pendukung investasi
tersedia

(Infrastruktur kawasan

investaszi siap palkai|

| Investor mendapat

fasilitasi yang efeltif
{Jumlah investor
difa=ilitasi|

Operasicnalizasi
Q335 & MPP
(Jumlsh layanan
Q33 /MPP
dimanfaatkan

investor)|

Peta peluang investasi
sektoral terzedia
(Jumlah peta peluang

per zektor terbit]

Penyusunan &
publikasi peta
ifnvestasi
{Jumlah peta
investasi vang

dipublikasilcan)

Kolaborasi lintas sektor
(B2E, B2G, B2C)
berjalan

(Jumlah kerjasama

B2E/B2G/B2C terjalin)

‘Tata kelola investasi
transparan & ramah
linglungan
(Tingkat kepatuhan

terhadap standar green

investment|

Kemitraan produlctif
terbangun
(Jumlah business

matching terlaksana)

| Kepuasan l:a.}'a_na.n

meningkat
{IWilai TKM layanan

investasi|

Forum investasi &
promosi dasrah
[Jumlah forum
promosl yang
terlak=ana)

Business matching

investor-TTA KM

(Jumilah business
matching dan

UMEM terlibat)

| Pelatihan &

penguatan kapasitas
DM

(Jumlah SDM vang
dilatih)

4.2 Uraian Kegiatan

1.Penetapan Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif di Bidang Penanaman

Modal vang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang

kondusif melalui penyvusunan dan penetapan kebijakan daerah mengenai

pemberian fasilitas,

insentif, dan kemudahan penanaman modal

Pelaksanaan kegiatan meliputi pengkajian kebutuhan insentif,

penyelarasan dengan kebijakan nasional dan daerah, serta penyusunan

reculasi daerah sebagai dasar hukum pemberian insentif investasi.

Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan minat investor, khususnya

pada sektor non-ekstraktif dan bernilai tambah, serta memperkuat daya

saing daerah dalam menarik penanaman modal.
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2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

Kegiatan pembuatan peta potensi investasi dilaksanakan untuk
mengidentifikasi, memetakan, dan mendokumentasikan potensi investasi
daerah secara komprehensif dan terintegrasi. Kegiatan ini mencakup
penyusunan kajian peluang investasi, pemutakhiran data potensi
investasi, serta penyusunan peta potensi investasi yang berbasis wilayah
dan sektor unggulan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar perencanaan
penanaman meodal, bahan promosi investasi, serta referensi bagi calon
investor dalam mengambil keputusan investasi di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal wvang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah dan kualitas investasi
melalui pelaksanaan promosi penanaman modal secara terencana dan
terarah. Promosi dilakukan melalui berbagai media dan forum, seperti
pameran investasi, temu bisnis, forum investasi, serta publikasi potensi
unggulan daerah. Kegiatan ini juga menghasilkan dokumen hasil promosi
sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kerja sama investasi, sehingga
promosi penanaman modal dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan
berdampak nyata.

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wvang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
dilaksanakan untuk memastikan realisasi investasi berjalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi fasilitasi
penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha,
bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal. Melalui kegiatan ini,

DPMPTSP berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, kelancaran

realisasi investasi, serta meminimalkan risike dan dampak negatif

penanaman modal.

5. Pelavanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

Kegiatan ini merupakan inti dari pelaksanaan tugas DPMPTSP
dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha secara

terpadu, cepat, dan transparan. Pelayanan dilaksanakan melalui sistem
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perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, didukung
dengan layanan konsultasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan. Kegiatan ini bertujuan
meningkatkan kepastian berusaha, kualitas pelayanan publik, dan
kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.
6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
data dan informasi perizinan dan nonperizinan sebagai dasar pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan meliputi
pengolahan, penyajian, pemanfaatan, serta pemutakhiran data perizinan
dan penanaman modal dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi.
Kegiatan ini mendukung tervujudnyva pelayanan berbasis  data,
transparansi informasi, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan
perizinan.
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin keterpaduan antara
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Pelaksanaan kegiatan meliputi penyvusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan, serta penyusunan laporan kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini
menjadi dasar pengendalian kinerja dan peningkatan efektivitas
pelaksanaan tugas DPMPTSP.
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan dilaksanakan untuk memastikan
pengelolaan kenangan perangkat daerah berjalan secara tertib, efisien, dan
akuntabel. Kegiatan ini mencakup pengelolaan anggaran, penatausahaan
keuangan, pelaporan, serta pertangcungjawaban keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan yang
baik menjadi prasyarat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
DPMPTSP.
9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola barang milik daerah secara

tertib dan optimal. Pelaksanaan Lkegiatan meliputi pencatatan,
inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik
daerah yang digunakan oleh DPMPTSP. Pengelolaan barang milik daerah
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vang baik mendukung efektivitas operasional pelayanan dan akuntabilitas
aset daerah.
10. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan
pendapatan daerah vang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kegiatan
meliputi penatausahaan, pelaporan, serta pengendalian pendapatan
sesuai ketentuan wyang berlaku. Kegiatan ini berkontribusi pada
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan
daerah.
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian diarahkan untuk mendukung
pengelolaan sumber daya manusia perangkat daerah secara profesional.
Kegiatan ini mencakup pengelolaan data kepegawaian, pengembangan
kompetensi, penilaian kinerja, serta pelayanan administrasi kepegawaian.
Pengelolaan SDM yang baik menjadi faktor penting dalam peningkatan
kualitas pelayanan DPMPTSP.
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum dilaksanakan untuk mendukung
kelancaran operasional perangkat daerah. Kegiatan ini meliput
pengelolaan persuratan, kearsipan, ketatausahaan, serta dukungan
administrasi lainnyva. Administrasi umum vang tertib dan efisien menjadi
fondasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP. Pengadaan barang
dilaltukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan
ini bertujuan mendukung kelancaran pelayvanan dan operasional
perangkat daerah.
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang dilaksanakan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa kebersihan, keamanan,
pemeliharaan, dan jasa pendukung lainnya. Penyediaan jasa penunjang
vang memadai memastikan lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan
yvang optimal.
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15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan untuk
menjaga kondisi dan fungsi sarana prasarana agar tetap layvak pakai
Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset yang
digunakan DPMPTSP. Pemeliharaan yang baik mendukung keberlanjutan
pelavanan dan efisiensi penggunaan aset daerah.

16. Penataan Organisasi

Kegiatan penataan organisasi diarahkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi struktur organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini
meliputi evaluasi struktur organisasi, penyesuaian tugas dan fungsi, serta
penyempurnaan tata kerja sesuai dinamika kebijakan dan kebutuhan
pelavanan. Penataan organisasi yang tepat mendukung peningkatan
kinerja dan kualitas pelayanan DPMPTSP.

Adapun untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu juga didukung oleh
pendanaan vang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel
teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan renstra perangkat
daerah pada tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

PROGRAM /
EPNS]]PEK I;i:g ;SEL:‘RE?T:N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIHATOR KEGIATAN / KETERANGAN
o1} {02} 03] a4 {03} o8} {371 {08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memingkatnya Investa=n hemmnglatlcan Penanaman Pertumbuhan Feahizas
Dasrah Miodsl di Hutsi Kartsnegara Investam (PMDN/FMA)
(e
Menmglatnya nilai tamhah Pertumbuhen Fealizac:
baru yang dinvestasilean Imvesta=: Selitor
dalam pembangunen Ekonomi non Elstraldf
elccnomi wilayah [%a]
Memingleatnys Aluntehilitas Mila: Salop Peranglat 2:18.01 - PEOGEAM
Dan Tatakelola Kinerja Dizevsh [Nilsi PENUNJANG
Pevangleat Daerah yamg URLISAN
Efeletif dan Efesien PEMERINTAHAN
DAERAH
FABUPATEN/KOTA
Jumlsh Dolkumen Jumlah Benita Acara 21801201 -
Perencanasan Hasil Forum Peranglat Perencanaan,
Pengangzaran dan Dizerah Berdasarkan Pengangszaran dan
Evaluazs Kineria Bidang Uruzan yang Evahins Kinerja
Peramglkat Diasrah LChamypu dalam Fangkcs Pevangkat Dasrah
Periyusunan Dolomen
Perencanaan Peranglkat
Daerah (Benta Acaral
Jumlah Data Statictilc 2.18.01.2.01 -
Seltoral Desrah yang Peyencansan,
Telah Dhlnimpullean Pengangzaran, dan
dan Dhiperiksa Limgkup Evshissi Finerja
Persnglkat Daerah Peranglest Dasrah
[Data]
Jumlah Doloumen Hasil | 2.18.01.2.01 -
Penyelengoarasn Pevencanaay,
Walidats Pendulung Pemganssaran, dan
Statistil Selctoral Evahiss Kinerja
Dzersh (Doloumen) Perangksat Dasrah
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PROGRAM /

R_:.?‘:;g gﬂm TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
SUBEEGIATAN
01] (02} 03 (03] 103) 106) 07) [08]
Jumiah Deloamen 218.101.2.01 -
Perencanaan Peranglatr | Perencanasn,
Daerah |(Dolnimeny) Pernpangsaran, dan
Evshiasi Kinerja
Perangleat Dasrah
Jumlah Dolowmen 21801301 -
Perevicanaan Urnizan Pearencanasn,
Selain Fenstra PD dan Pemganssaran, dan
Ferja PD vang disusun | Evabass Kinerja
[Dolnimen)| Perangksat Dasrah
Jumlah Laporan 2:18.01.2.01 -
Capaian Kinerjs dan Perencanaan,
Iichtizar Fealisasi Penganzzaran, dan
Finerja SEFD dan Evahuas: Kinerja
Laporan Ha=il Perangleat Dasrah
Eoordinasi Pergrusunan
Kinerja dan Ikhtizar
Fealizasi Konerja SKFD
[Lapcran|
Jumish Laporan 21801201 -
Evsluas Fineria Perericanaan,
Peranglkat Dasrah Pengangzaran, dan
[Laporan)| Evahise Kinerja
Perangleat Dacrah
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / HETERANGAN
RELEVAN SUBKEGIATAN
o1 (o2 83 94 o3 (O] 97 (G3)

Jumiah Deloomen Perencansan
Perangkat Dasrsh [Doloumen)|

2.18.01.2.01.0001 -
Paryuisunan
Doloaimen
Pevencanasn
Perangleat Dasrah

Jumlah Laporan Capsian Kmerja
dan [khtizar Fealizas: Kmerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinas: Pengusunan Laporan
Capmian Kinena dan [khitzar
Fealizaszi Kinerja SKEFPD (Laporan)|

218.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan
Penyusunan Lapdran
Capaian Kinerja dan
Kinerja SKFD

Jumnlah Laporan Evalaas: Kinera
Peranglsat Dasrsh (Laporan)

2.1B.01.2.01.0007 -
Evshiasi Finerja
Peranglsat Dasrah

Jumlah Doloymen Hasil

Penyelengrarasn Wahdata
Pendulming Statistik Selioral

Daerah (Doloamen)

2.18.01.2.01 0DOS8 -
Penyelengoarasn
Walhidata Pendulung
Statistilc Selctoral
Daesrah
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /[
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR HKEGIATAN [/ HETERANGAN
RELEVAN SUBHEGIATAN
{01) {G2) {23) (o) {03) L] {07} {08)
Jumlah Data Statistik Seldoral 218.01.2.01.0009 -
Dzerah vang Telah Dilmpulkan | Pelaksanasn
dan Diperikes Limplup Perangkat | Pengumpulan Data
Daerah (Dlata) Statistik Seldtoral
Dzerah
Jumlsh Berita Acara Ha=il Forum | 2.18.01.2.01.0010 -
FPeranglkat Daerah Berdazarkan Pelalczarasn Forum
Bidang Uruzan yeng Diampna Perangksat Dasrsh
dalam Fangla Penyuszunan Berdazarican Bidang
Diokumen Perencanasn Perengleat | Urusan vang Diampu
Dasrah (Berita Acara) dalam Fampglea
Penyusunan
Doloimen
Perencanasn
Peranglsat Dasrah
Jumilah Deloumen Perencanaan 218012010011 -
Urusam Selam Fenstra PD dan Parrusunan
Fenga PD) yang disusum Dolumen
[Craloameny Perencanasn Urusan
Belam Renstra PD
dam Fenja PD
Jumlah Laporan Jumslah Dolosmen Bahan 21801202 -
Keusngan peranglat | Tindsk Lanjut Pemerilegan Hausngan Peranglet
Dasrah [Daloamen) Dasrah
Jumiah Delumen Koordmasi dan | 2.18.01.2.02 -
Pelakcanaan Alomtans: SKFD Admimistras
[Daloamen) Henangan Perangloat
Dizersh

121




NSPK DAN SASARAN PROGRAM /[
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR HKEGIATAN [/ HETERANGAN
RELEVAN SUBHEGIATAN
{01) {G2) {23) (o) {03) L] {07} {08)

Jirmlah Dolosmen Pelaporan dam | 2.18.01.2.02 -

Arnaliziz Prognosis Fealizasi Admimistras:
Dzerah

Jumlah Dolaamen 2.18013.02-

Pengujian /Vernfikas: Keuansan Heuangem Perangkst

Jumlah Laporan Keusnean Aldkny | 2.18.01.2.02 -

Tahun SKFPD dan Laporan Hasil Admmistrasi

Heuangam Akchir Tahun SEPD Dizerah

(Leporan)

Jumlah Laporan Feuangan 2.1801.2.02 -

Bulanan/ Trwulanan/ Admimistrasy

Semesteran SEPD dan Laporan Heuangan Perangkat

Keusmgan

Bulanan/Trivulanam/ Semesteran

EKPD [Laparan)

Jumlah Crang yvang Menerima 2.1801.2.02 -

Gapi dan Tumjangan ASN Admimstras

[Crang/bulan) Heuangan Perangkat
Dizersh

Jumlah Doloamen 2.18.01.2:02.0003 -

Penatauszshasn dan
Pengujian /Vertfila=i Heuangan
SKFD [Doloumen)

Pelalceanaen
Penatauszshasm dan
Pengujian [Verifikasi
Keusngan SKPD

122




NEPE DAN SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIEATOR

PROGRAM /[
HEGIATAN /
SUBEEGIATAN

EKETERANGAN

(03]

foz]

(03]

f04)

03)

[08)

{07)

(o3

Jumlsh Doloumen Koordmas: dan
Pelaksanzeam Alomtan=: SKPT

21801 2.02.0004 -
Koordma=i dan
Polalrcamaam
Aloantang SKEPD

Jumlsh Laporan Keuangan Aldur
Tahun SKPD dan Laporan Ha=il
Koordinasi Penyusunan Laporan
Eenangen Aldnr Tahun SKPD
{Laporan)

2.18.01.2.62.0005 -
Eoordiviasi dam
Permpyusunan Laporan
Ezuangen Aldhr
Tehun SKPD

Jumlah Doloomen Behan
Tangeapan Pemerksasy dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
(Coboamen)

2.18.01.202 0006 -
Pengelolaar dan
Perpiapen Bshan
Tangzapan

Jumlsh Laporan Keuangan
Bulanan/ Towulanam/
Semesteran SEPD dan Laporan
Koordinas: Penyuzunan Laporan

Keuangan
Bulanan/ Trmmulanen fSemesteran
8KFD (Laporan)

21801 2020007 -
Koordinasi dan

Jumlsh Doloamen Pelaporan dam
Ansahe=iz Progrnoszis Fealizas
Anggarsn (Doloumen)

2.18.01.2.02 0008 -
Penynisunan
Palaporan dan
Amnalisiz Prognosis
Eealiza=z Angearan
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /[
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIEATOR KEGIATAN / HKETERANGAN
RELEVAN SUBEEGIATAN
03] 02) 03] (04 03] 106) (07) (8]
Jumlsh Lapcran Jumlah Doloomen Hasl 21801 2035
Admanistras] Pemanfzatan Barang Milik Admamcsiras Bareng
Barang Mkl Dasrah SKPD [Doloumen| Mahls Daevah pada
Daerah pada Peramglkat Diserah
Peranglat Dieerah
Jumlsh Laporen Hasil Penilaian 2.1801.2.03 -
Barang Milil Daerah dan Hasil Admmictrasi Barang
Koordmasi Penilaian Barang Mihle | Mibhl Dacsvah pads
Daerah SKPD (Laporam) Peranglat Dasrah
Jumlsh Laporan Penatsusshaan 21801205 -
Barang Milile Diaersh pads SKPD Admamistrasi Barang
(Laporan) Wikl Deerah pada
Paranglat Dasrah
Jumlah Laporan Felkonsiliasi dam | 2.18.01.2.035 -
Penyusunsn Laporan Barang Admaniztraz Barang
Mihk Daerah pada SEFD Lkl Dasvah pada
Jumlah Rencana Kebutuhan 21801.203 -
Barang Milile Diasrah SKFD Adminictrasi Barang
{Doloumen) Mililk Dzersh pada
Perangleat Dinerah
Jumlah Fencana Kebutuhan 2.18.01.2.03.0001 -
Barang Molik Diaeyah SKFD Permpyusunan
(Doloamen) Perencanasn
Kebutuhan Barang
Mahile Dasrah SKPD
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NEPHE DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIEATOR KEGIATAN / HKETERANGAN
RELEVAN SUBEEGIATAN
03] 02) 03] (04 03] [06) (07) (8]
Jumlah Laporen Hasil Penilaian 2.18.01.2.03.0003 -
Eagrang Milik Daersh dan Haszil Kocrdinaz dan
Eoordmasi Perlaian Barang Mill: | Pemalaian Barang
Dasrsh SKFD (Laporam) Lihl Deerah SEFD
Jumleh Laporan Feltoncilias dam | 2.18.01.2.03.0005 -
Perpusunan Laporan Barang Felems=iliasi dan
Mkl Daerah pada SKFD Permgusunan Laporean
{Laporan) Barang Mlile Daerah
pada SEPD
Juml&h[.&porm Penatausshasn 218012030006 -
Barang Milile Diaersh pads SKPD Penatanzshasn
(Laporan) Baramg Milik Daersh
pada SEPD
Jumlah Doloumen Has=il 2.18.01.2.03.0007 -
Pemanfastan Barang Mililc Pemaniastan Barang
Daerah SKFD [Doloumen| khblk Dasvah SKFD
Jumlsh Laporan Jumlsh Dolommen Fencana 21801204 -
Admimictrasi Pengelolaan Fetnbusi Daerah Adminictras
Pendapatan Dasrah | {Dioloamen) Pendapstan Dasrsh
Kewemanzam Kewenanzan
Peranglat Diaerah Peranglkat Diaerah
Jumlah Laporan Has=il 21801204 -
Pengolahan, Pemsltharasn, dan Admanistras
Pelaporan Data Retribusi Diaerah | Pendapatam Dasrah
{Laporan)] Eewenangan
Paranglat Dasrah
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /[
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIEATOR KEGIATAN / HKETERANGAN
RELEVAN SUBEEGIATAN
{01} {02) 13 {04 {03} (5] (G7) {03}
Jumlah Laporan Pengelolaan 21801204 -
Fetmbusi Dasrsh (Deloumen)| Admimstra=
Pendapatan Daerah
Kewenangzan
Peranglat Desrah
Jumlsh Delumen Fencang 218.01.2.04 0001 -
Diasr=h
Jumlah Laporan Hasil 218012040005 -
Pengolahan, Pemsltharasn dan Pengolahan Data
Pelaporan Data Fetnbusi Desrah | Eetribusi Diaerah
Jumlah Laporan Pengelolaan 2.18.01.2.04.0007 -
Fetribuzi Dasrah [Dolosmen| Pelaporan
Pengelolsan Fatribusi
Diserah
Jumlsh laporan Jumlsh Doloumen Hasil 2.1801205-
Admimictrac Eoordinasi dan Palalcangaan Admimctrac
Kepezsawaian Sistemn Informes=i Kepesawalan Kepegawmian
Perangleat Diaerah (Dolnamen) Perangleat Diaerah
Jumlah Doloamen Mentonng, 21801205 -
Evaliz=, dan Pemlaian Finerjs Admanistras
Pegewar (Doloameny) Fepezawaian
Perangleat Diaerah
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NSPHE DAN SASARAN PROGRAM /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIHATOR KEGIATAN [ KETERANGAN
RELEVAN SUBEEGIATAN
1) 02] 03] 0% 03] 08) 07) 08)
Jumlah Crang yang Mengzilt 21801205 -
Bimbingan Telmis Implementasi Administrasi Kepesawaian

Peraturan Perundang-Tmdangan
[Crang|

Peranglkat Dacrah

Jumlsh Paleet Palrsian Dimas
beserts Atribut Kelenglapan
[FPal=t]

2:1801.2.05 -
Peranglkat Dasrah

Jumlah Pegswal Berdasarksn 21801205 -

Tugas dan Fungsi yang Mengilooh | Admimistrasi Kepegawaian
Pendidikan dan FPelatthan Perangksat Dasrah

[Crang|

Jumlah Thmat Penmekatan Sarana | 2.18.01.2.05 -

[Limat) Peranglkat Dasrsh
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR KEGIATAN [ EETERANGAN
RELEVAN SUBHEEGIATAN
1] 02) 03] 04} 0] (08) 07) 168)
Jumlah Unit Peningleaten Sarana | 2.18.01.2.05.0001 -
dan Prasarana Diziphin Pegewan Peminglatan Sarana dan
Pesawal

Jumilsh Palet Palcsian Dimacs
bezerta Atribut Kelenglkapan
[Palest]

2.18.01.2.05.0002 -
Pengadzan Faksian Dmas
beserta Atribut
Helengiapannya

Jumlab Dolormen Hasal
Koordinaci dan Pelakearnasan
Sictern Informasi Kepepawalan
[Dolumen)

2.18.01.2.05.0004 -
Koordinasi dan
Pelalieanaan Sistern
Informasi Kepegawsian

Jumlah Dolosmen Mongtorms,
Evahia=i dan Perilsian Kmerja

2:18.01.2.05.0005 -
Monitorms, Evalua=i dan
Pernilaian Kimerja Pegawal

Jumlah Pegswal Berdasarksn
Tugas dan Fungsi yang Menailoah
Pendidikan dan Pelatthan

[Crang|

2.18.01.2.05.0009 -
Pendidilean darn Pelatihan
Pesawm Berdasarian
Tugas dan Fung=

Jumlah Crang yang Mengiloat
Bimmbmean Telmis Implementas:
Peraturan Perundasng-Undanzan
[Crang|

2.18.01. 2050011 -
Bmnbingan Tekmis
Implementazn Peraturan
Perundeng-Tndanz=m
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR KEGIATAN [ EETERANGAN
RELEVAN SUBHEEGIATAN
{01} 03 {03 {0 j3) (o8] {97 (o8]

Jumlah Laporan Jumlah Doloumen Bakan Bacasw | 2.18.01.2.06 -

Admimastre= Umum dan Peraturan Perundangs- Admimistraz: Umum

Peranmgkat Diaerah Undangan yang Thsedislan Peranghkst Diaerah
[Dolumen
Jumlah Dolumen 218.01.2.06 -

Penatsusshasn Arsip Dimamis
pads SEFD [Doloimen)|

Admimistraz: Umum
Peranglat Dasrah

Jumlah Laporan Fasilitas:
Funjungan Tamu [Laporan|

21801206 -
Admimstrasi Umum

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Fapat Kocrdings: dan Konsultas:
SEFD [Laporan)

2:1801.2.06 -
Admimstras: Umam
Peranglkat Dasrah

Jumlah Paket Bahan Logmstik 2.18.01.2.06 -

Kantor yang Dizsediakan {Palet] Admimistraz: Umum
i Perangksat Dasrah

Jumlzah Paket Bareng Cetakan 2.18.01.2.06 -

dan Pengpgandasn yang Admmistras: Umum

Dhizediakan (Paket] Perangkat Dasrah
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Jumlah Paleet Komponen 2101206 -
Instala= Listrilk/Penerangsn Admimistraz: Umum
Bangunan Kantor yang Peranghkst Diaerah
Dhizediakan (Paket]
Jumlah Paket Peralaten dan 21801206 -

Perlenglapan Kantor yang
Chizedialsan (Paket]

Admmistras) Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Palret Komponen
Instals=i Lizink/ Penerangan
Bangunan Kentor vang
Chizediakan (Paket|

2.18.01.2 06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instala=m

ListrilkfPenarangan
Bangunan Eantor

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengleapan Kantor yang
Cizediakan {Paket|

Jumish Paleet Bzhan LDglE-tlk.

Fantor yang Dizedialcan (Paleet)

2.18.01.2.06.0002 -

Penyyedinsn Peralatan dan

Perlenglapan Hantor

2.18.01.2.06.0004 -
Penvediaan Bahan
Logistile Kamtor

Jumlah Paket Earang Cetalan

dan Penggandasn yang
Dizedialsn (Faket)

2.18.01.2.06.0005 -
Penyediasn Baranz
Cetalkan dam
Pengeandaan

Jumlah Doloumen Bakan Bacasn

dan Peraturan Perundangs-
Undangan yang Thsedialan
[Dolumen

2.18.01:2 06,0006 -
Penvediaan Bahan
Bacaan dan Peratoran
Perundang-umdangan
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Jumlah Laporsan Fasilitas 2.18.01:2 06.0008 -
Funjungan Tamu {Laporan| Fazibta= Kunjungsan
Tamu
Jumlah Laparan Penyelenggaraan | 2.18.01.2.06.0009 -
Rapat Koordinas dan Konsultas: Penyrelenggarasn Fapat
SKEFD [Laporan) Foordmas dan Eonsultan
SKFD
Jumlah Doloumen 2.18.01.2 06.0010 -
Penatauszshsan Arsip Dinamias FPenatauszshean Arsip
pada SEPD [Doloumen) Dmamis pada SEPD
Jumlah Laporan Jumilsh Paket Mebel yang 2.18.01 207 - Pengadaan
Penzadaan Barang Dizedialan (Unit) Barang Malikr Dasrah
mmulik Dlaersh Penunjans Pernuremg Urasan
Urusan Pemerintah Pemerimtah Dasrah
Daerabh

Jumlah Unst Kendarasn Dhinas

21801 207 - Pengadaan

COperasional atau Lapengan yeng Baramg Milik Diaarah
Femerimtah Dasrah
Jumlah Umt Fendarasn 2:183.01.2.07 - Pengadaan

Perorangan Dimas atan
Kendarasm Dinac Jabatam yang
Dizedialen (Unit)

Barang Mihk Disersh
Pentmjeng Urizan
Pemerintah Dasrah

Jumnlah Tt Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dhsediakan (mit)

2:18.01 2.07 - Pengadaan
Barangz Molikr Dasrah
Penunjang Urncan
Pemerintsh Dasrah
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Jumlah Uit Sarans dan 2.18.01.2.07 - Pengadaan
Pracarsna Gadung Kantor atau Baremg Mk Dazreh
Bangunan Lanmys vang Penunjans Urusan
Dhzediakan (Unit) Pemerintah Daerah

Jumilab Tt Kendaraan
Percrangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dizedialen (Lhat)

| Jumlsh Unit Kendaraan Dinas

Chperasionsl atau Lapengan yvang

218.01.2.07.0001 -
Pengadzan Kendarasn
Perorangan Dinas atan
Kendaraan Dinas Jabatan

2.18.01.2.07.0002 -
Pengadzan Kendarasn
Dinas Operasional atan
Lapangan

Jumlab Paleet Mebel vang
Dizedialen (Unit)

2.18.01.2.07.0005 -
Pengadzan Mehal

Jumiah Tt Peralatan dan Mesin
Lamnya yang Disedialan ([fmit)

2.18.01.2.07.0006 -
Pengadzan Peralatan dan

Mesin Lasmnya

Jumlah Tmt Sarana dan
Pracarana Gedung Kantor ataun
Bangunan Lemnys vang
Dizedialean (Unit)

2.18.01.2.07.0010 -
Pengad=an Sarana dan
Pracavana Gedung Kantor

atzu Bangunen Lammya
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Jumlah Laporan Jumlah Laporen Pengediaan Jasas | 2.128.01.2 08 - Penyedizan
Penyediasn Jasa Komumleas:, Sumber Daya Alr Jasa Penunjang Urnsan
Pemuyang Urzsan dan Listnlk yang Dheedwalan Pemermitahan Dasrah

[Laporan|

Jumlah Laporen Penyediaan Jaza
Pelgyanan Umum Kantor yang
Dizedialan (Laporan|

| Jumlah Laporan Penyediasn Jasa

Peralatan dam Perlensicapan
[Laporan|

2.18.01.2.08 - Penyediasn

Jasza Perumjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

2.18.01.2.08 - Penyediasn

Jasza Perumjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

Jumlah Laporen Penyediaan Jaza
Surat Mengurat [Laporan)|

2.18.01.2.08 - Panyediaan
Jass Perminjang Urmsan
Pemerintshan Dasrah

Jumlah Laporen Penyediaan Jaza
Surat Mengurat [Laporan)|

2.18.01.2.08.0001 -
Perprediaan Jasa Surat
Meryurat

Jumlah Laporen Pergrediaen Jaza
Komunilrasi, Sumber Diaya Air
dan Listrile yang Theedialmn
(Laporan)

2.18.01.2.08.0002 -
Perpediasn Jaza
Kommumnilmsi, Sumber
Daya A dan Listrikc
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Jumlah Laporey Penyediasn Jass | 2.128.01.2 080003 -
Peralatan dan Perlengicapan Penvediaan Jazs
Kantor yang Disedialksn Perslatan dan
[Laporan] Perlenglapan Hantor

Jumlsah laporan
Pemeliharsan Barang
Millk Dasrah Penunjans
Urusan Pemenntah
dasrah

Jumlah Laporen Penyediaan Jaza
Pelgyanan Umum Kantor yang
Dizedialan (Laporan|

2.18.01.2.08.0004 -
Penvediaan Jazs
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Asst Tak Bervagud yang 2.18.01.2.09-

Lipelihera . [Unat) Pemsliharasn Earemg
hElik: Diaersh Pemnjans
Urusan Pemernmntahan
Diaersh

Jumlah Aset Tetap Lammnys yamgs 218012009 -

Dipelihara (Uit Pemeliharsan Barang
MElik: Diaersh Pemjans
Urusan Pemermtahan
Daersh

Jumlah Gedung Kantor dan 2:18.01.2.06 -

Bangunan Lemnmnys vang Pemslhiharasn Baramg

Dipelihara/ Tirehabilitaz: Uit Whlik: Diaerah Pemunjans
Urusan Pemerintahan
Dasrah

Jumlsh Eendarasn Dinas 21801209 -

Operasionsl aten Lapsngan yang | Pemeliharasn Barang

Dipelihara dan dibayarkam Pgjak Ahlik Daerah Penurnjans
Daesrah
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Jumlah FKendarasn Peroransan 21801209 -
Cinas atau Kenderasn Dinas Pemsliharasn Earemg
Jabatan yang Dipeliliara dan MEbLl Diserah Pemmjang
dibayarlkan Pajalmyra (Lnit| Trusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Peralatan dan Mesin 21801200 -
Lamnnya yang Dipslihara  (Unit| Pemsliharaan BEaramg
kil Draerah Pemunjans
Urusan Pemermtahan
Daerah
Jumilsh Sarans dan Pracarana 21801209 -
Pencdulung Gedung Kantor atan Pemeliharsan Barang
Bangunsn Leimnys vang MElik: Diaersh Pemjans
Chipelihers/ Direhabilbitas: {Unat) Lrusan Pemermtshan
Daerah

Jumlsh Kendaraan Perorangan
Dinas atan Kendasraan Dinac
Jabhaten yang Dipehhara dan
dibayarkan Pajalmya (Unrt|

2:18.01.2.05.0001 -
Penyyediaan Jacza
Pemeliharaan Biaya
Pemsliharaan dan Pajak
Hendarsan Perorengan
Dinas atau Kendaraan
Dimas Jabatan

Jumlsh Kendarasn Dinas
Operasionsl atan Lapengean yang

2.18.01.2.09.0002 -
Penyedigan Jasa
Pemesliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Periminan Kendaraan
Dinas Operasiomsl atau
Lapangan
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Jumlah Peralatan dan Mesin 2.18.01:2.09.0006 -
Lamnya yang Dhipelihara  [Lfnat) Pemsliharaan Peralatan

dan Meoin Lavmya

Jumilsh A=zst Tetep Lainnys yang
Dipelihara (Ut

2.18.01.2.09 0007 -
Pemeslhiharaan Azet Tetap
Lainmpa

Jumlah Aset Tale Berwujud yang
Dipelihara (Ut

2.18.01.2.09.0008 -
Pemelihoraan Aset Tal:

Bervngud

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lemnmnys vang
Dipelihera/ Direhahilitasi (Unit]

2:18.01.2 050009 -
Pemsbiharaan/ Fehabihitaszi
Gedvng Hantor dan
Bangunan Lammya

Jumlsh Sarana dan Prazarana
Bangunan Lamnys vang
Dipelihera/ Direhahilitasi (Uit

2.18.01.2.09.0011 -
Pemeliharasn/Fehabilitas
Zarana dan Preszarans
Penduloung Gedung
Kantor atau Banguman
Lainnya
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Jumlah Laporan hasil Jumlah Laporsn Hasil Famlita= 21801213 - Penatsan
Fazilitsg Pelayanan Pelgyanen Fublik dan Tata Crzanizasi
Jumlah Lapeorsn Hasil Fasilita= 218012130002 -
Pelayansn Publik dan Tata Fasibitas: Pelayanan
Laksana [Laporan)| Pubhl dan Tats Lak=ana
Meronglatnya Feshsas total mvestas [trlun 2.18.02 - FROGEAM
Lemudahan rupiah) PENGEMBANGAN [FLIM
bermvestasi PEMANAMAN MODAL

Feshzasi Total terhadap Target
Investas] (%)

2:18.02 - FROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Jumlah draft peraturan
lkepala daerah terleait
insentif mvestasl veng
ditetaplarn.

(Perbup, Perda| yang
mendulnmg seloter non-
elcstraloi]

Jumlsh Hesepalaten Kemitraan
antara Usaha Becar (PMA/ PAMIDN)
dengan UMEM di daerah
[Dolnimen)

212022101 - Penctapan
Femberian
Fasibitas/Insentf
Dhibidang Penamamsan
Modal yang Memjadi
Kewenangan Dasrah
Habupaten [Hota

Jumlah Peratran

Daerahf Provinsl dalam
Pemberian Fasilitas (Inzentif dan
Eermudahan Penanamen Modal
[Dolurnen)

2.12.02.2.01 - Penetapan
Pemberian
Fasibitas/Insentf
Dibidang Pemamaman
Modal yang Megjadi
Hewensngan Daesrsh
Habupaten [Fota
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Jumlah Pevaturan 2.18.02.2.01.0001 -
Daerah{ Provins dalam Penetapan Hebyslan
Pemberian Fasiliss /Inzentf dan Daerah Mengena
Kemudahan Fenanamsan Modal Femberian
Kemudahan Penanaman
Modal
Jumlah Kesepalatan Kemitraan 2.18.02.2.01.0003 -
antara Usaha Besar [PMA/PMDN] | Fasibtes Kemitraan yang
denzan UMEM di daerah dilaloaikan cleh
[Eolumen Pemerimtah
Kabupaten (Kota
Jumlah Doloymen Jumlah daersh yang telah 21802202 - Pembuatan
potenisi mvestas] yang dilakzansian pemutakhiran deta | Peta Potenst Investas]

FRO)

Jumlah Doloomen Pata Poten=i
Investas: KabupatenKota
[Dioloumen)

21802202 - Pembuatan
Peta Potens Investasi
Kabupaten (Kota

Jumlsh Peraturan Diaersh [Perda)
Fencana Umum Penamamsan
Modal Daerah Kabupaten(Fots
[Dolnimen)

2.12.02.2.02 - Pembuatan
Peta Potena Investasi

Kabupaten (Fots

Jumlsh Peraturan Deerah (Perda)
Eencana mum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Fots

21802202 0001 -
Permpyusuman Fencana
Umum Penansman hodal
Daerah Kabupaten [Kota
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Jumlah dasrah yemg telah 2.18.02.2.02.0003 -
dilalecanaicean pemutaithtran data | Paoutalkhiran data
potensi mvestas] (Dasrah)| poten= mrestac dasrah
pada Sistemn FIE (Poten=z
Investa=i Fegional)
Jumlah Doltumen Peta Potensi 2.18.02.2.02.0004 -
Investas: Ksbupaten/Fota Perngyusunan Peta Poten=i
[Dokuimen) Imvesta=s Kshupaten (Kots
Merongletnya Persentace penmghatan mvestor 2.18.03 - FROGEAM
Jengkanan promost yvang bennvestasi (T PROMOCSI FENANAMAN
penanaman modal MODAL
Jumlah Doloamen latter | Jumlah Doloumen Hasill Kegiaten | 2.12.03.2.01 -
of mtent [LOD Promo=s Penanamarn Modal Penyyelengzarasn Promost
Fabupaten/Kota (Doloumen) Penansmen Modsl yans
Menjadi Kewenangan
Dizerah Kabupaten Fota
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Jumlah doloumen stratesi 21803201 -
Promo= Penenaman Modal Penvelenggarean Promost
hernjad: Kewenangan
Daerah KahupatenKota

Jumlah Doloomen Hasil Kesiatan
Promosi Pensnaman Modal

218.03.2.01.0002 -
Pelaksanaan Hegiatan
Promo= Penenamsan
Modal Dasyah
Kabupaten (Kota

Jumlsh doloumen stratezi
Fromos Pensnaman Modal
Fab/Kota (Doloumeny|

21803201 0003 -
Penpyyusuman Strategy
Promosi Penenaman
Modal Kewenangan
Kabupaten /Hota
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Terkrendslirys Perzentace Penyelesaian 21805 - FROGEAM
pelakzana=m Permasslshsan dan hambatan PENGENDALIAN
penansmsean modal yang dihadaps pelakni wusahs PELAKCANAAN
datam membulca nsgha (%) PENANAMAN MODAL
Jumlsh laporan hasil Jumlah Kegpatan Usaha dan 21805201 -
pengendalisn Belalos Usaha yvans Telah Pengendahan
pelab=anzam Chenalsa dan Diverthlossi Data, Pelal=snaan Pensnaman

penanaman modal yans
dizusun

Profil dan Informact Kegiatan

Modal vamg Menjad:

Uszahs dari Pelalon Dllallan Kewenangan Deerah
Inspelesy Lapangen ; serta Kabupaten [Fota
Cillatubean Evaluas) Pemlsian

Eepatuhan Pelak=anasn

Perizinan Berusaha (Kegistan

Usahaj

Jumlah Pelaloy Ufsaha yang 21805201 -
Mengilowti Bimbimgan Telous/ Pengendalian
Boziabizasi Implementasi Pelalkearaan Penanaman
Perizinam Beruszzhs Berbazic Modal vang Megjadi
Fizilep dan Pengawasan Perizinan Drasrah
Berussha Berba=iz Fisilco (Felalm | Kabupaten /Kota

Usahaj
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Jumlah Penyelesaian 21805201 -

Permasslshen dan Hambatan Pengendahan

yang dihadspa Pelalos Ussha Pelal=ansan Penanaman

dalam mereshsasilan Hegatan Modal yang Menjadi

Usahanya [Hegiatan Usaha | Hewensngan Daesrsh

Esbupaten fKota

Jumlah Penyelesasian
Permasalahean dan Hamhbatan
yang dihadem Palalox Ussha
dalam mereahcacilan Kopiatan
Usahanys (Hegiatan Usaha |

2.18.05.2.01.0004 -

Penyelesaian
Permaszalahan dan

Jumlah Pelalo: Usshs yang
Mengiloati Bimbimgan Telous/
Sosializasi Implementasi
Perizman Bermsaha Berbasiz
Fiziko dan Pengawasan Pertziman
Fzaha)|

2:18.05.2.01 0005 -
Bmmbimgan Telous kepada
Pelaly Usaha
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Jumlah Kepiatan Usaha dari 2.18.05.2.01.0006 -
Pelalos Usgha yang Telah Pengawasan Pensnamen
Dhanalisa dan Dhiverifileas: Data, Modal
Profil dan Informasi Kegmatan
Usaha dari Pelalon Dilaloalean
Inspels Lapangar ; cavfa
Clalmalesn Frahias Penilaian
Kepatuhan Pelakeanaan
Perizinam Beruszha (Kegiatan
Usaha)
Memingkatnye pelayanan Indeles Pelayanam Publils Terpadu
perizinan dan non Satu Pt [Nil=i)
perizinam usahs
Meringleatrya Milm Salop Peranslat Daevah 2.18.01 - PROGEAM
Aluntabilitas Dan [Blam) PENUNJANG URUSAN
Tatalelola Kinerna PEMERINTAHAN DAERAH
Peranglat Diaerah EABUPATEN/ROTA
yang Efeldhf dan
Efesien
Jumlah Doloomen Jumlah Berita Acara Hasill Forum | 2.18.01.2.01 -
Perencanasn Peranglat Dasrah Berdaszarlean Perencanaan
Penganzraren dan Bidamg Urusan yang Diampu Pengangraran dan
Evalis= Kinerja dalam Fangla Penyusunan Evaliz=i Kanerja
Peranglat Diserah Diockumen Perencenean Perangkat | Perangkat Dasrah
Diasrah (Berita Acaral
Jumlah Data Statistlk Selctoral 21801201 -
Dgerzsh yang Telsh Dikumpullcan | Perencansan,
dan Diperikea Lingloip Perangkat | Pengansgavan, dan
Dasrah [(Cats| Evalasi Finerja
Peranglkat Dasrah
Jumlah Dolumen Hasil Z218.01.2.01 -
Penyelengzarnan Walidats Perencanaan,

Penculoaing Statistilc Selcteral
Dasrah (Doloumen)|

Pengansearan dan
Evaluazi Finerja
Peranglat Daevah
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Jumlah Deoloumen Perericanaan 21801201 -
Perangleat Dasrah [Doloumen) Perencanaan,
Penganggavan, dan
Evaluasi Kinerja
Peranglat Dasrah
Jumlah Dolormen Perencanzsn 21801201 -
Uhrusan Selam Fenctre PD dan Perencarnaan,
Fernja PD yveng disusun Pengangzzaran, dan
[Dolnimen) Evahiz= Kinevia
Perangkat Daerah
Jumlah Laporen Capatan Kmerja | 2.12.01.2.01 -
damn [kkhtizar Feshcas Fineria Peremcanaan,
SEPD dan Laporan Hasil Pengangpavan dan
Koordinasi Peryusunean Laporan Evaluasi Kinerja

Capaian Kmerja dan [kkhticar
Feaheas Kmerja SEPD (Leporan)

Peranglkat Dasrah

Jumlah Laperen Evaluss: Emena
Perangiat Diaerah (Laporan)

21801201 -
Peremcanaan
Penganggavan, dan
Evsluazi Kinerja
Perangiat Dasrah

Jumlah Doloamen Perericamann
Perangleat Dasrah [Doloumen)

2.18.01:2.01.0001 -
Permpvusuman Doloimen
Perencanaan Peranglkat
Daerah

Jumlah Laporen Capatan Kmena
dam [lchiizar Fealisaz Kanerja
SKFD dan Laporan Hasil
Koordinaei Peryuisuman Laporan
Capatan Kmerja dan [khtizar
Feah=as1 Kmena SEPD (Laporan|

Jumlah Laperen Evaluss: Emena
Peranglat Diaerah (Laporan)

2:18.01.2.01.0006 -
Eoordinac dan
Pernyusuman Laporan
Capsiam Kinerja dan
Ikhitizar Feahizasi Kinexia
SKPD

218012010007 -
Evaluasi Kinerja
Peranglat Dasrah
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Jumlah Daloumen Has=il 2.18.01:2.01.0008 -
Penyelengzarnan Walidats Penvelensgarsan Walidats
Penduloang Statishls Seldoral Penduloung Statistil
Dasrah [Doloamen) Sebtoral Dasrah
Jumlah Data Statishlc Sektoral 2.18.01.2.01.0009 -
Diaerah yang Telah Dikumpullkan | Pelaksanasn
Emerah [Datal Statictik Sektforal Dasrah
Jumlah Bertta Acara Hasil Forum | 2.18.01.2.01.0010 -
Peranglat Dasrah Berdasarlean Pelal=ansan Forum
Bidamg Urusam yang Diampu Perangkat Dasrah
Dolumen Pevenmcanaan Peranglmat | Urusan yans Thampa
Diasrah (Berita Acaral dalam Fangles
Perprusuman Doloamen
Perencansan Peranglkat
Daersh
Jumlah Dolumen Perencanasn 2180120106011 -
Urusan Selam Fenstra PD dan Penpusuman Doliimen
Fenga PD vang disusun Perencanaan Trusan
[Dioloumen) Zelain Fenstra PO dan
Fenja PD
Jumlsh Laporan Jumlah Doloumen Baham 212801 202 -
Admimistras; Keusngan Tanggapan Pemerikzaan dan Admiristras: Keusngan
perangkat Dasrah Tindal Larmjut Pemeriksaan Perangiat Dasrah
[Dokumen)

2.18.01.2.02 -
Perangkat Daerah

Jumlab Dolormen Pelaporam dan
Analiziz Prosnosis Fealizast
Anggaran (Dolumen)

218.01.2.02 -
Peranglat Dasrah

Jumlah Doloomen
Penatauszshesn dan
SEPD [Dolommen)

218012032 -
Admiristras: Keusngan
Peranglat Dasrah
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RELEVAN SUBHEEGIATAN
{013 i02) 03] {0 &3] =] 197 {08}
Jumlah Laporeyn Keusngan Aldar | 2.18.01.2.02 -
Tabun SKPD dan Leporan Hasil Admimistrazi Heusngan
Koordinsa Periyn=sunan Laporan Peranghksat Diaerah
Keuanga_}:l Alchay Tahun SKEFD
[Laporan]
Jumilah Laporan Kenangan 21801202 -

Bulanan Troulanan
Semesteran SKPD dan Laporam
Hoordinasi Peryusunsn Laporan

Keusngan
Bulanan/ Triwulanan f Semesteran

Peranglat Dasrah

Jumlah Crang yang Menerima 21801202 -
Gap dan Tunjansan ASN Admimistrazi Heusngan
[Crzng/bulan) Peranglat Dasrah
Jumlah Crang yang Menerima 218012020001 -
Gaji dan Tunjanzan ASN Pergrediaan Gaji dan
[Crzng/bulan) Tunjangan ASN
Jumlah Dolumen 2.18.01.2.02.0003 -
Penatenzshesn dan Pelal=ansan
Pengupan /Vernfilbas Keuangan Penatausshasn dan
SKEFD [Doloymen)|

Heuangan SEFD
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(01} 02 {03) (04) {05) (08) {07) (03]

Jumlah Doloumen Koordinas: dan
Pelal=anaan Aluntans: SEED

2AB.01.2.02 0004 -
Foordinasi dan
Pelal=ansan Aloimtan=
SEPD

Jumlah Laporan Keuangan Aldur
Tahun SKPD dan Leaporan Hasil
Koordima=s Penyusunsn Laporan
Keuangam Alkkhar Tahun SEFD
[Laporan)

Jumlah Dolmen Bahan
Tangzapam Pemeviksasn dan
Tindek Largut Pemerilceaan
(Dolmumen)

2.18.01.2.02.0005 -
Koordinas: dan
Perprusuman Laporan
Heuangan Akhir Tahun
EKFD

2.18.01.2.02.0006 -

Jumlah Laporan Keuangan
Bulsnan,/ Trivulanan f
Semesteran SKPD den Laporam
Hoordinasi Pemyuszunan Leporan
Keuangasn

Bulanan/ Triwulanan / Semesteran
SHPD [Laporan)

2.18.01.2.02.0007 -
Koordinasi dan
Perprusuman Laporan
Heuangan Bulanan/
Tnwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlab Doloymen Pelaporam dan
Anahsziz Prognosis Feslizasi
Anggaran (Dolumen)

2.18.01.2.02.0008 -
Penyuisunan Pelaporan
dem Anahsiz Prognosiz
Fesalizaz Angsaran
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1] 02) 03 04} 03] (08) 07) [08]
Jumlah Laporan Jumlah Daloumen Hasil 2.18.01:2.03 -
Admimisire=) Barang Pemanizatan Barang Milik Admimictra=i Barang Malik
Mol Daerah pada Dasrah SEFD {Dolumen) Diaersh pada Peranglkat
Peranglat Dieerah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Perdlaian 218.01.2.03 -
Barang Milik Dasrah dan Hasl Adminictrasi Barang Milik
Koordma= Penilsisn Baresme Mihle | Daerah pada Perangleat
Dasrah SKPT (Laporan) Deerah
Jumlah Laporen Penatsusshaan 2AR01203 -
Barang Milikk Dasrah pads SKFD Adminictrasi Barang Milik
[Laporan| Diaersh pada Peranglkat
Daerah
Jumlah Laporan Felonsiliasi dan | 2.128.01.2.03 -
Perprusuman Laporan Barang Administrasi Barang Milik
MElilk Daersh pada SEPD Daersh pada Peranglkat
[Laporan] Daerah
Jumlah Fencana Kebutuhan 2.18.01203 -
Baramg Mahilk Dasrah SEPD Admistras) Barang Milik
[Dokuimen) Diaerzh pada Peranglkat
Daerah
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(01} 02 {03) (04) {05) (08) {07) (03]
Jumlzh Fencana Kebutithan 2.18.01.2.03.0001 -

Barang Milikk Dasrsh SEPD

Permvusunan Perenceanaan
KEebutihan Barang Mahic
Daerah SKEFPT

Jumlah Lapeorsyn Hasil Pernlaian
Baramg Mol Dasrah dam Ha=l
Kocramasi Perilaian Barang Ml

218.01.2.03.0003 -
Barang Malikr Dasrah
SKEPD

Jumlah Laporen Felon=ibias: dan

Perprusuman Laporan Barang
khhlk Daersh pads SKPD

[Laporan]

218012030005 -
Felomsilias: dam
Penpusuman Laporan
Baramg Milikr Dasrsh pada
SEPD

Jumlah Laporan Penstansabaan
Baramg Molhl Dasrah pada SEFD
[Laporan]

2.18.01 2.03.0006 -
Penatausshesn Barangs
Mahl: Dasrah pada SEPD

Jumlah Doloomen Hasil
Pemanfastan Barang Mkl
Dizerah SKFD {Dolumen)

2.18.01. 2030007 -

Pemanfastsn Barsmg Mkl
Daerah SKFD
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03] 02) 03 04) 03] (08) 07) [08]
Jumlah Laporan Jumlah Doloumen Fencams 21801204 -
Administras Pengelolzan Fetribusi Digersh Administrasi Pendapatan
Pendapatan Daerah [Doloimen) Dieerah Kewenangan
Fewenangan Peranglat Perangkat Dasrah
Dasrah
Jumlah Lapeoran Hasil 2.18.01:2.04 -
Pengolshan, Pemelharasn, dan Administrasi Pendapatan
Pelaporan Data Fetribusi Diaerah Dieerah Kewenangan
[Laporan] Perangkat Dasrah
Jumlah Laporeyn Pengelolaan 21801204 -
Fetribusi Dasrah [Dobumen) Administrasi Pendapatan
Diaerah Kewenangan
Perangkat Dasrah

Jumlah Doloomen Fencana
Pengelolaan Fetribusi Dasrah

[Dokuimen)

2.18.01.2.04 0001 -
Perencanasn Pengelolaan
FEetnbus Dasrah

Jumlah Laporan Has=il
Pengolahen Pemebhharaan, dan
Belaporam Dlata Fetribusi Desrah

[Laporan]

2.18.01.2.04.0005 -

Pengolshan Data
FEetnbus Dasrah

Jumlah Laporen Pengelolasn
Fetribus=i Daerah [Dolumen)

2:18.01.2.04.0007 -
Pelaporan Pengelolasn
Fetribu=i Daerah
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RELEVAN SUBHEEGIATAN
{01} 03 {03 {0 j3) (o8] {97 (o8]
Jumlah laporan Jumlah Doloamen Hasal 2AR01205--
Administrasi Hoordinacsi dan Pelakzsnassan Admimictraz: Kepegawsaian
Kepezawaian Perariplat | Sistem Informasi Kepegawaian Peranghksat Diaerah
Dmersh [Dolumen
Jumlah Dokumen Monitorme, 2.18.01.2.05 -
Evshlia=i, dan Pemlaian Kmerja Admmistras) Kepegawsaian
Pegawai [Dalmimen)| Perangkat Dasrah
Jumlah Crang yang Mengilit 21801205 -
Bimbing=am Telmis Implementas: Admimistrast Kepegawsian
Peraturam Perundang-Undangan Peranglkat Dasrah
[Crang)
Jumlah Paleet Pakcsian Dimas 2:1801.2.05 -

beserts Atribut Kelenglapan
[Palet]

Peranglkat Dasrah

Jumlsh Pegawai Berdaserlan
Tugas dan Fung=l yamgz Mengboat
Pendidikan dan Felatthan

[Orang|

218012105 -
Peranghkst Dasrah

Jumlab Pt Penimgleaton Sarama
dan Prasarena Diziphin Pegewan
(Uit

218.01.2.05 -
Admimictraz: Kepegawsaian
Peranglat Dasrah
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RELEVAN SUBHEEGIATAN
1] 02) 03] 04} 0] (08) 07) 168)
Jumlah Unit Peningleatan Sarana | 2.18.01.2.05.0001 -
dan Prasarana Diziphin Pegewan Peminglatan Sarana dan
Pesawal

Jumlah Palret Palesian Dinas
bezerta Atribut Kelenglapan

[Falet]

2.18.01.2.05.0002 -

Jumlah Doloomen Hasil
Koordinacsi dan Pelakzanasan
[Dokumen)

21801 2.05.0004 -
Koordinasi dan
Pelal=ansan Sistemn
Informasi Kepegawsaian

Jumlah Dolosmen Mongtorms,
Evahia=i dan Penilsiem Kmerja

2:18.01.2.05.0005 -
Pernilaian Kimerja Pegawal

Jumlsh Pegawai Berdaserlan
Tugas dan Fung=l yamgz Mengboat

2.18.01.2.05.0009 -
Pendidilear dan Felatthan

Pendidikan dan Felatthan Pegawsal Berdasarkan
[Crang Tugeas dan Fung=:
Jumlab Crang yang Mengzilt 218012050011 -

Bimbingan Telous Implementast
Beratursm Perundang-Tmdanzan
[Crang]

Bmbingan Telons
Implementa=i Peraturan
Perundamg-Tndangan
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{01} 03 {03 {0 j3) (o8] {97 (o8]

Jumlah Laporan Jumlah Doloumen Bakan Bacaswn | 2.18.01.2.06 -

Admimastre= Umum dan Peraturan Perundangs- Admimistraz: Umum

Peranmgkat Diaerah Undangan yang Thsedislan Peranghkst Diaerah
[Dolumen
Jumlah Dolumen 2.18.01.2.06 -
Penatauzshesn Arsip Dinammis Admmistras: Umum
pade SKFD (Dolumen) Perangkat Dasrah
Jumlah Laporan Familitas: 2.18.01.2.06 -

Kurgungan Temu [Laporan}

Admiristras: Umuam
Peranglkat Dasrah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Fapat Kocrdings: dan Konsultas:
SEFD [Laporan)

2:1801.2.06 -
Admimstras: Umam
Peranglkat Dasrah

Jumlah Palket Bahan Logmshlc
Hantor vang Dizediaksn [Paleet|

21801206 -
Admiristras: Umuam
Peranglkat Dasrah

Jumlah Paket Bareng Cetalan
dan Pengpgandasn yang
Dhizediakan (Paket]

2.18.01.2.06 -
Admmistras: Umum
Perangkat Dasrah
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{013 i02) 03] {0 &3] {0E) 197 {08}
Jumlah Paleet Komponen 2101206 -
Instala= Listrilk/Penerangsn Admimistraz: Umum
Bangunan Kantor yang Peranghkst Diaerah
Dhizediakan (Paket]
Jumilsh Paket Peralatan dan

Perlengleapan Kantor yang
Cizediakan {Paket|

21801206 -
Admimistras: Umum
Peranghkst Dasrah

Jumlah Palet Komponen
Bangunsan Ksntor vang
Cizediakan {Paket|

2.18.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
In=ztala=

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Peralaten dan

Periengleapan Hantor yang

2:12.01.2.06.0002 -

Penyyediaon Peralafar dan

Perlenglrapan Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik

2.18.01.2.06.0004 -
Penyedigan Bahan
Logistile Kantor

Jumlah Paket Barang Cetalan

dan Penggandaan yvans
Cizediakan (Falet]

2.18.01 2.06.0005 -
Penyediasn Baranz
Cetalean dam
Penggandaan
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{013 i02) 03] {0 &3] {0E) 197 {08}
Jumlah Deoloumen Bahaw Bacasw | 2.12.01.2.08 0006 -
dan Peraturan Perundangs- Penvediaan Bahan
Undangan yang Thsedislan Bacaan dan Peratoran
[Dolumen Perundang-umdangan
Jumlah Laporan Familitas: 2.18.01.2.06.0008 -
Fuangungan Tamu [Laporan) Fa=mihita=s Kunjungan
Temu
Jumlah Laporen Penyelongearaan | 2.12.01.2.06.0009 -
Fapat Koordinesi dan Konsultas Penyelenszarsan Fapat
SEPD [Laporan| Hoordinae: dan Konsultasi
SKFD

Jumlah Doloamen 2:18.01.2 06.0010 -
Penatsuszshesn Arsip Dimamis Penatansehasn Arzip
pada SEPD [Dolnumen)| Dimamis pada SKPD

Jumlah Laporan Jumlah Palkeet Mebel vangs 2.18.01 207 - Penzadaan

mmulik Dlasrsh Penunjans Penurgemg Urazan

Urusan Pemerintah Pemermtah Dasrah

Diaerah

Jumlah Unit Kendarasn Dhinas
Crperasional atau Lapanean vang
[hzediakan (Unit)

2.18.01 20T - Pengadaan
EBarang Malikc Dasrsh
Penunjang Urnsan
Femerintah Dasrah
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03] 02) 03 04) 03] (08) 07) [08]
Jumlah Tt Kendarasy 21801207 - Pengadasn
Percrangan Dinas atau Baremg Mk Dazreh
Eendaraan Dinas Jabatan yang Penunjans Urusan
Dhizediakan (Unit) Pemerintah Dasrah

Jumlah Ut Peralatan dan Mesin
Lamnys yang Dheedialesw [[nit]

2.18.01.2.07 - Pengadaan
Barang Mihils Dasrah
Penurjanz Urusan
Pemermtah Dasrsh

Jumlah Ehmat Sarana dan 2.18.01.207 - Pengadasn
Pracarans Gedung Kantor ataun Barang Milike Daersh
Bangunen Lewnnys vang Penurjeng Uruzan
Lizedialan (Unit) Pemermtsh Dasrsh
Jumlah Unit Kendarasn 2:18.01.2.07.0001 -

Peroranpan Dinac atau
Kendarsan Dimas Jabatan yang

Kendsrsan Divias Jabatan

Jumlsh Unit Kendarasn Dinas 218012070002 -

Operasionsl atan Lapengen yang | Pengadsan Kendarsen

Dizedialan (Unit Dimas Operaszional atan
Lapangan
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{013 i02) 03] {0 (&3] {0E) 197 {08}
Jumlah Palket Mebel vang 218012 .07.0005 -
Lizedialan (Unit) Penzadzan Mabel
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | 2.12.01.2.07 0006 -
Lamnys yang Dheedialesw [[nit] Pengadasn Peralatan dan
Mesin Lammnya

Jumlah Tinit Sarana dan 2.18.01.2.07.0010 -
Pracarans Gedung Kantor ataun Pengad=an Sarana dan
Bangunen Lewnnys vang Pracarana Ceduns Kantor
Lizedialan (Unit) atzu Bangunen Lammya

Jumleh Laporan Jumlsh Laporan Penyediaon Jasa | 2.12.01 208 - Penpedizgan

Penyvediaon Jaca Komumleas, Sumber Daya Air Jaca Pemugang Urusan

Pernumjang Urasan dan Listrils yang Dhicedialoan Pemermtshan Dasrah

Pemerintah Daesrah

Jumlah Laporan Penyeciasn Jasa
Pelayanen Umum Kantor yang
Dizediakan (Laporan)

2.18.01 208 - Penyediaan
Jazs Penunjang Urunsan
Pemerintahan Dasrah
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{013 i02) 03] {0 (&3] {0E) 197 {08}
Jumlah Laporey Penyediasn Jass | 2.128.01.2 08 - Penyedizan
Peralatan dan Perlengicapan Ja=za Perumjang Urusan
[Laporan|
Jumilsh Laporen Penyediaen Jasa | 2.18.01 2.08 - Penyedisan

Surat Menguirat (Laporan|

Jazs Peronyeng Urasen
Pemerimtshan Dasrah

Jumlah Laporen Penyediaan Jaza
Surat Mengurat [Laporan)|

2.18.01.2.08.0001 -
Perprediaan Jasa Surat
Meryurat

Jumlsh Laporen Penyediasn Jasa
Komumleas, Sumber Daya Air
[Laporan)

2:18.01 2 08.0002 -
Penyvediaan Jacza
Komumniltasi, Sumber
Daya Aty dan Listnlc

Jumlah Laporan Penyeciasn Jasa
Peralaten dan Perlenglapan
Kantor yang Dizediaken

Laporan)

2.18.01.2.08.0003 -
Penyedigan Jas=a
Peralatan dan
Perlenglrapan Kantor
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Jumlah Laporey Penyediasn Jasa | 2.128.01.2 08 0004 -
Pelgyanan Umum Kantor yang Penvediaan Jazs
Dizediakan (Laporan)| Pelgyanan Umum Kantor
Jumlah laporan Jumilah Azet Tak Bervrujud yang 2.12.01.2.09 -
Pemslhiharasn Barang Dipelihara (Ut Pemesliharaan BEaramg
Wbk Daersh Penunjans Lilik Diaerah Penurnjans
Urusan Pemermtah Urusan Pemermtahan
dasrah Daerah
Jumlab Aset Tetap Lamnya yvang 21801209 -

Lipelihera . [Unat) Pemsliharasn Earemg
halikr Diaersh Permnnjame
Urusan Pemernmntahan
Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan 21801209 -

Bangunsen Lewmnys vang Pemsliharaan BEaramg

DipeliherafDirehahilitas: (Lindt) khlilkk Traeyah Penunjang
Urusan Pemermtahan
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas 2.18.01.2.09 -

Ciperasionsl atau Lapsngan yang | Pemeliharsan Barang

Dipelihara dan dibayarksy Pajale Malik: Diaerah Pemnjame

dan Perimmanmya (Unat) Lrusan Pemermtshan
Daerah
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1] 02) 03] 04} 0] (08) 07) 168)
Jumlah Fendarasn Peroransan 21801209 -
Cinas atau Kenderasn Dinas Pemsliharasn Earemg
Jabatan yang Dipeliliara dan MEbLl Diserah Pemmjang
dibayarkan Pajalmyra (LUnit| Trusan Pemerintahan
Daerah
Jumilsh Peralatan dan Me=in 2.18.01.2.09 -
Lamnnya yang Dipslihars  [Umnit] Pemesliharaan BEaramg
Lilik Diaerah Penurnjans
Urusan Pemermtahan
Daerah
Jumlsh Sarana dan Prasarana 2.18.01.2.09 -

Penculoung Gedung Hantor atau
Bangunen Lewnnys vang
Dipelihara/ Cirehabilitas) (Uit

Pemsliharasn Earemg
hElik: Diaersh Pemnjans
Lrusan Pemenmntahan
Daerah

Jumlsh Hendaraan Perorangan
Cinas atan Kendsrasn Dinac

Jabatan yvang Dipehhara dan
dibayarkean Pajalmya {Unst|

Jumilsh Kendaraan Dinas
Cperasionsl atan Lapsngan yang
Dipelihara dan dibayarksy Pajale
dan Perimmanmya (Unat)

2.18.01.2.09.0002 -
Peryediaan Jasa
Pemesliharasn Biaya
Pemsliharasn, Pgjak dan
Perizmen Kendaraan
Dinas Operasional atau
Laparngsan
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{013 i02) 03] {0 &3] {0E) 197 {08}
Jumlah Peralatan dan Mesin 2.18.01:2.09.0006 -
Lamnya yang Dhipelihara  [Lfnat) Pemsliharaan Peralatan

dan Meoin Lavmya

Jumilah Azet Tetap Lainnys yans
Dipelihara (Ut

Jumish A==t Tals Bernujud yang
Dipelihara [Unit)

2.18.01.2.09.0007 -
Pemesliharaan Aszet Tetap
Lammya

2.12.01.2.09.0008 -
Pemealiharasn Aset Talc
Bervngud

Jumlah Gedung Kantor den

Bangunsen Lewmnys vang
DipeliherafDirehahilitas: (Lindt)

2.18.01.2.09.0009 -
Pemsliharasn, Fehakilita=:
Gedungz Kantor dan
Bangunan Lammya

Jumlak Sarans dan Prasarana
Penduloang Gedung Kantor atan
Bangunan Lamnys vang
Cipelihara Cirvehahilitas] [Unit]

212012090011 -
Pemesliharaan/ Fehabihitaszi
ZGarana dan Prasarans
Penduloung Gedung
Hamtor atau Banguman
Lainmya
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{01} 03 {03 {0 j3) (o8] {97 (o8]
Jumlah Laporan hasil Jumlah Laporsn Hasil Famlita= 21801213 - Penatsan
Fazilitsg Pelayanan Pelgyanen Fublik dan Tata Crzanizasi
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas 218.01.2.13.0002 -
Pelayanan Publik dan Tata Fasilits=: Pelayanan
Lalesana (Laporan) Puklile dawn Tata Laleana
ﬂéﬂiﬂgkﬂtﬂ}'ﬂ | Percentace pelah:lusahayang 2.12.04 - PROGEAM
perizinan berusshse memperoleh izin sesu=m PELAYANAN FENANAMAN
berbasis risiko le=tendinan (%) MODAL

Jumlah Penerbitan
perizinen berussha
vang diterbrtlean sesiiai
SP dan SOP

Jumlah Kematan Koordimas: dan
Pemberian Fasilitas/nzentif vane
menjad Kewenanzan

2.18.04 201 - Pelayaman

Perizinan dan Nen
Perizinan Secara Terpadh
Satu Pintu dibadang
Penanamsn Modal yang
hernjad: Kewenangan
Daerah Kahupaten) Hota

162




NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR KEGIATAN [ EETERANGAN
RELEVAN SUBHEEGIATAN
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Jumlah Fematan zaha yeme 21804201 - Pelgyanan

mendspat pemantauan, analisis,

Perizinan dan Hon

evaluasi dan pelaporan di bidemg | Perizmean Secara Terpadu
perizinan berusahs berbaziz Satu Pt dibadang
risibko Lintas Daersh Penanaman Modal yang
Kabupaten / Kota bap Kematan Menjadi Eewenangan
Usaha Dari Pelalo: Usaha Daerah Habupaten, Fota
[Kegiatan sahal

Jumlah Pelaloy ussha vans 21804201 - Pelgyanan
Mempercleh Layenan Konsultas: Perizmen dan Non
Perizman Berucsaha melahn Pericmian Secara Terpadu
Sistemn Parizinan Berusaha Satu Pt dibadang
Berbamic Ficiko Termtegraci Penanaman Modal yang

secara Eleltvonil {Pelalnn Usaha)

Menjadi Eewenangan
Diaerah Hahupaten) Eota

Jumlah Pelslo: Usahs vang
Mendapatlkan Pelsyanan
Perizman Berusasha melahn
Sistem Perizinan Berusahs
Bevbasis Fisiko Terintegrasi
secara Elelatyonil {Pelslnn Usaha)

21804201 - Pelgyansan
Perizimen dan Non

Periminan Secara Terpadu
Setu Pintn dibidang
Penanemen Modsl yans
Menjadi Kewenangan
Daerah FKabupaten/ Kota

Jumlah Kegpatan Koordme=: dan
Smlromisasi Penentapan
Pemberian Fasilitas  Insentif yans
menjadi Kewenangan

21804201 0005 -
Foordinas: dan
Femberian
Faszibitac/Inzentif Dasrah
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / EETERANGAN
RELEVAN SUBHEEGIATAN
03] 02) 03 04) 03] (08) 07) [08]
Jumlah Pelaloa Usshs vans 2.18.04.2.01.0006 -
Mendapatlan Pelgyvanan Penvedizan Pelayanan
Perizman Berusaha melahn Perizman Benicsahs

Sistem Pernzinan Berusahs
Berbamic Ficiko Termtegras:
secara Elelatvonil {Pelalnn Usaha)

melalin Sistem Perizminan
Beruszaha Berba=is Rissko
Termtegrasi secara
Elelttronile

Jumlsh Pelalos usaha yvang
Memperoleh Layanan Konsultas
Periziman Berusaha melaha
Sistemn Perizinan Berusaha
Berbasis Fisiko Terintegrasi
secara Eleldromls [Pelaion UTsaha|

Jumlah Kematan 1fzaha yang
mendspat pemantauan, analisis,
evaluss: dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbazis
Kabupaten/Kota bag Hegatan
Usaha Dari Pelalos Ussha
[Hegratan Tizaha)

21804 2.01.0007 -
Pengredinam dan
pengelolaan Layanan
berusaha berhaziz ri=iko

2.18.042.01.0008 -
Pemantauan, anahs=is,
evalua=l, dan pelaporsm di
bidang perizinan
berusaha berbasiz n=iko
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR KEGIATAN [ EETERANGAN
RELEVAN SUBHEEGIATAN
1] 02) 03] 04} 0] (06] 07) 168)
Merangleatrys Persentace pamendastan data dan | 2.18.06 - PROGEAM
pemanfastan dan nformesi penenamen modal (Fa) PENGELCOLAAN DATA
informas: penanamsan DAN SISTEM INFOREMASI
modal PENANAMAN MODAL
Jumlah data perizinan Jumlah Data dan Informasi 212062101 -
den non perizman yang | Perimman Berbasiz Sictem Pengelolaan Dats dan
terintegrasi dalam Pelayanan Ferizinan Beruszha Informasi Perizimsn dan

Terintegrasi secara Eleldromile

vang Diolah Dikap dan
Cimaniaatian (Dolomen)

Jumilsh Date den Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayansn Perimnan Berusahia
Terintegras) secara Elektromb
yang Diglah Diksp dan

s famt] {Dal i

Nem Permiman yang

Termtegras: pada Timgkat
Daerah KahupatenKota

2.12.065.2.01.0002 -
Pengolshan, Penygjian
dem Permmanfastan Dats
dem Informasi Perizmman
Bevbacs Sistemn
Pelayanan Perizman
Berussha Tenntegrasi
secara Eleldromic
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4.3Uraian Sub kegiatan beserta Kkinerja, indikator, target, dam pagu

indikatif

Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kutai Kartanegara Tahun 2025 -
2030 ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan
tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan,
sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
yvang disusun guna mendukung penyelenggraan urusan Penanaman Modal di
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 (lima) Tahun kedepan dan merupakan
dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 — 2030.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 -
2030 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2030 bagi
seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai
Kartanegara serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) per
Tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman
Modal Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari
hasil perencanaan kerja setiap tahunnya.

Adapun Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:
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Tabel 4.3

Rencana Program /Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan

FERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | — TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH GAM
PROGRAM !/ QUTCOME | INDIKATOR QUTCOME §
KEGIATAN | OUTPUT E';.:.I;;.I‘H' 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN QUTPUT
HAROE PAGU TARDE: PAGU ARk PAGU THtOE PAGU e PAGU
f01) 0z 03] {o4) {05) {08) (o7 e og) (1 ) i1z £13) 14 13

278 - URLISAN - "
SEMERINTAHAN DIDANG 2].53-:-.-1-!0.4&1.3 m.m.ﬂmm,g 26.5:35-.5:3?.?&.; 2‘3.5-2155‘9.9-0.5 33020058 55&2
PENANAMAN MODAL B
21801 « PROGRAM
PENUMJIANG LIRUEAN 189348 4404810 18, 7RG 4638195 15.7I5.92T.684,2 22025 512.502.4 2377 2373203
PEMERINTAHAN DAERMH D B ] 1 B
KABUPATEN'KOTA
Meringiainya Akurtnbliks 2.18.0.00.0.00,01.000
Dan Tatakeloln Kinerjn Nilni Sakip Pesnngkat Do=rah 2 2 189348 4404810 18.THE.463.8719.3 19. 715007 5642 2255126328 25.177.227.3203 | Q- Dinas Penasnoman
Perargh Cinerah yang Slekil | (Nital) L L pil THIE g | DO g | HeEE y| P 8 | Mok dan Pelapanan
dan Efesien Torpadu Salu Pinhs
248.01.2.01 - Pempcanaen,
Penganggamn, don Evolunsi T51671.500.00 BTT 661.130,00 1.042.000.000.00 VB0 20E. 790,00 1.266.532.670,00
Hinerjs Permnnghot Dosmah
;L:“ﬂ:h M:'HPE;_I J-|.n1L:_|h Laporm Evoluas:
s Erealsgg iﬁnuj!aF“ ﬁnﬂ:gami-"qlnmghaiﬂmmh 1 1 TEIET1.500,00 2 97T 86113000 2 1.042.000.000.00 2 1. 1B 208 79000 2 1.266 532 620,00
Dnsirah ¥

dumizh Berdn Acarn Hasii

Forom Peangkal Daerah

Berdasarkan Bidong Unusan

yang D daten Ramgkn 1 1 1 1 1 1

Parmpumuman Diokurman

Ferencinaan Parangkal

Onerah [Berin Acam)

Jumiah Dete Stafsii Sewiorl

Dnwimh yang Telnh

Chkumpufkan dan Diponksa 1 1 1 1 1 1

Lingiip Presmnghal Dmemab

{Data)

Jurnizahy Diofeamen Hasil

Pemyolenggaran Walidatn 1 1 1 1 3 §

Pendulung Stnlisik Sektoral 4

Diewirath [Diokarmen)

durtilaby Dokumen Pemencnsan 4 2 5 3 3 5

Perungkal Deemhb [Dokumen)
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ARG NDH FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN BASELIN T ELAN BTSRRI DAERAH GAMN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME ¢
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 2026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE
T PAGU T PAGU T PAGU T PAGU T FAGU
(] a2 (03} {04) {3 (DE) (7} fog) {03 {10 {T1) {1.2F i13) {14) {15
Jumiak Dokamen Pemencarnzan
Unmsan Selsn Rersim PO dan
B P ey ctuns 2 2 2 2 2 z
{Dakumen)
Jumiah Laporan Copmam
Frmrin dan khiisar Reolnas
Knere SKPD dan Lapamn
Huesd Koomdmas Pemyusunm i} 1 3 a 3 i1
Lopomn Capaion Kinera dan
Behlinser Reslxnn] Kingrje SKPO
{Laparan]
Z38.01 2010001
Pemyusunnn Dokurnan
o s 150.000.000,00 1500000000 1B, 000000 00 165.000.000.00 210.000.000;00
Cinairai
Termumunmya Dakumen Jumniah Dobanmen Pemencarizan
Eﬂ'l:nmrmm‘rl'—"umlgk:ﬂ Presangict Cnesrals (D i 4 z A5HL.000.000,00 2 165.000 00000 3 18100000800 z 185,000 000,00 g 210.000.000,00
298012010068 - Koordinasi
dan Penyusunan Legarn ”
Crmaseat Kirrerin sy Dhhi 50.000.000,00 £S5 000 00000 18500000000 180.000.000.00 210.000.000;00
Reafasi Kirata SKPD
1 Jumiah Lapomn Copainn
Forsedianyn Luproran T | Kinerja dan Ikbeiser Resisas
Hﬂ'l'rm:!:SKF‘D-da'l . Hirerja SEP D dan Lapoman
Hﬂ"_l'-]“ an Laparan =i Hoordinasi Peryusunm 8 i 50000000 50 3 1 50L060. D000 3 155,000 DOG.D0 3 160, 00000000 3 210.000.000,00
i Pyt e Laporan Capaion Kinera dan
':'_‘:“”C"“"".‘ Mregaitan | o s Reslios Kineqs SKPO
sz Reaimasi Kinega SXPD iLa )
2 48.01,2.01 0007 - Evaluas .
Kinerjn P o B0-343.200.00 § 20,000, 00000 132.000.000.00 144 000 000,00 15600000000
Teriaksa Ewnlunm Knena dumlah Laporan Evaluasi
TamTyn AR | inerje Peranghal Desrat 1 1 60,.34.200,00 ] 120,060, 000,00 2 1372.000.000.00 3 144 000.000.00 2 156.000.000,00
Ferangkal Derah i 1
21801 20T 0008
Penyelenggaoraan Walidatn ?
Porsiukurg, Stabsik Sokiorai 50.000.000,040 55.000:000,00 60, 000:000,00 £5.000.000.00 00000000
Daerab
Jumniah Dobwmen Hasil
Tersolenggamanya Walidatn .
Perdukurg Stoisth Sekioml Pt ""I_Eg‘“""’" . 1 1 501004 000.00 1 55,000 600.00 1 . M. CRD 0 1 £5.000 000,00 1 0000004
Darah Diesrsh (Dohumen)
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PERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | i TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT Eirﬁ?z"ifﬂ Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TA?-EE FAGU TH‘-::-GE PAGU T"-T-GE PAGU TA'-}-GE PAGU Tﬂ'.II_GE FAGU
1) a2 03} 04) {3 (DE) (07} fog) {03 {10) {11) {12t i13) {14) {15

2.98.01.2.01.0009
Selnksarasn Pengurauian 00006, 006 50 110.060. 000,00 121,000 H06.00 140,040 000,00 14000000000
Diatn Ststessis Sekioral Thanrah

Jurniah Dot Stttk Sekiora

Draemrah yang Telsh
potsharanys Pengumpdiaf | Dikumpulkan san Diperies 1 1 100,000, 000,00 1 110.000.000,90 1 1241.000,000,00 1 130000 000,30 1 1401.000.000,00

Linghup Permnghal Oparab

{Data)
SO 200 0070
Pelaksarann Foum Pemngksd
Duerah Beedasaran Sidang
Unisan yang Diampy taiarm $1.000,000,00 55.000.000,00 £0,000.000,00 £5.000.000.00 70.000.000,00
Rionpaa Penyusunan Dokumem
Perencanaan Paranghad
Dioeral

Tarniah Bants Azars Hami
Terish=ananya Forum o
Perangkil Daerah Bandaserkan | EIT P Eid;m; Uinsan
ek iy i fomeeag ynp Disrnat daten Rangka 1 1 50.00.000.00 1 55.000,000.00 1 41,000,000 00 1 £5.000.000.00 1 T.000.000,00
o Faiiea Parpusunnr Dokieman

er Herencman Perercanaan Pamngha

Peraipial Bonrh Diserrat (Berits Arar)
298012010011 -
Pempusunan Dokumen
A rimme 237.378.300,00 133.661.130:00 335.000.000.00 301 .206.790:00 210,532 620,04
Rensire 0 dan Renja PO
Tersimunrya Dokumen dumiah Doumen Perencaan
Serencanman Ursan Ssimin ”"'?“Pg"'" Ff;’“" P it 2 2 297,35 300,00 8 132 BE1. 130,00 2 55, 000 000,00 2 3E1.206.790.00 2 410 533 620,00
Riematra PO dan Rerja PO mm!;“‘? e
290.01.2.02 - Adininstras 11,850, 845.023,0 11,086 616863, 11,005 470,169, 11.894.773.649,4 12034 715.188.3
Hecangon Perangkat Dnerah Li ] & 9 1 B
furmitah Laponn Adminstras hrinely: oAy oo 11,850,548 023,0 11606 616.661,3 11505 4TR 1692 12,008 7151883

Hecargmn perangkal Doerah

dan Annolisz Propnosis
Remlimani Anggarun {Dokumen)

o

E

9

11897 7716484
.
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM ! OUTCOME !
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN CUTPUT

INDIKATOR QUTCOME ¢
QUTPUT

BASELIN
E TAHUN
024

TARGET DAN PAGL IMCHEATIF TAHUM

PERANGEAT
DAERAH

KETERAN
GAN

026

2027

028

2023

2030

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

FAGU

{01}

o2

oz

o4

(D€

(07

fog)

{0s]

710

1)

12k

(131

141

i3

dumiah Laporan Keuangan
Akhir Tatun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinas
Fenyusunon Laporan
Keoangan Aldir Tahun SKPD
{Laparan)

Jumiak Laporan Keusingan
Bulonan’ Triwwuanan!
Semesternn SKP0 dan
Laporan Koordinasi
Peryusunon Laporan
Keunngan

Bulpnoni Trivulanm Samestarn
i SXPDO (Lapoian)

Jumiat Orang yung Menesma

Gaji dan Tumjangan ASK
i0mngfmaion)

durniah Dokwmen Bahan
Tonggepan Pemerksann dan
Tingtak Lonjut Pemesiksaan
(DakLmen

00

100

Jumiah Dorarmen Koordinasi
dan Pelaksanaan Moripre
SKPD { Dok}

dumiah Dolwmen
Penatausahaan dan
Pergujinn Vedikas) Kouangan
SHPD {Dhookuurmen)

12

1z
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TAF}EE FAGU TA."}GE PAGU TH.!}GE PAGU TA.H}GE PAGU T'M.II_GE FAGU
1) o2} 03 04) [a5) {06) 7 f08) 03] 710) 1) i1zt [13) 14 {15

2.98.01.2.02.0001

i 11,381 531.629,0 11381 5338293 11381 531653, 11081 51369, 11381 533 6263
Ponyediann Gaji dan o & g 1 3 &
Turgangan ASM
Tersedianya Gaji dan Eniaty (e jolegl Weseckrx 11,381 531629,0 11301 EILAID 3 11381 631629, 110815336204 11361 513 6283
Tunprqu;FPSN Gaji dan Tunjangan ASH B 100 . 100 rEy o 100 | ' 100 R 100 FER %

i0rangfwion)
2.18.01.2.02.0000
Pel sh=anasn Penaissahaan
i 33.750.000,00 27128.000,00 40,500,000.00 43.875.000,00 &7 250:000,00
PenguinnVorSkasi Kewangan
Teriskasnanya Penstssahan | RSl T _
dan Pengujinn/eifikasi N i i 12 33.750.000,00 12 27128.000,00 12 40,500,000.00 i2 43.875.000,00 12 &7 250:000,00
Heangan SHPO o il
SHPLE { Dok
2A8.01, 2020004 - Koedin
dan Pelaksansan Mo 33.750.000,00 27128.000,00 40,500,000.00 43.875.000,00 &7 250:000,00
SKPD
i Jumiah Dorarmen Koordinasi
B K o | lam Petakxarugan Akurirei a 1 33.750.000.00 1 AT.125.000.00 1 40, 500.000.00 1 43475 00000 1 47 250.000,00
) Abntanst SKPY, | 2P {Diskiamain)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | e TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN | OUTPUT E'.I'mﬁlz"i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
T!f-EE FPaGU TA-R}GE PAGU TM:-GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II_GE FAGU
i) o2 03 04} {03l {0E) (07) (L] {03 1o 1) (12t {13 14) {13
2.10.01.2.02.0005 - Koondinmes
dan PernyLsurian Leporan 50000 000 00 5500000000 B0 000 000 00 ES.0DO 00000 TOL0OD.O00, 00
Kmemgnn Akhir Tahun SEPD
Ters el J'LI"I1.L:Ih Laopormn Ksusngan
Kecangan Akhir Tahun SKRg | Akir Tahun SKRD b
e Laperan Masil Kooedinas)

dar Laporan Hasi Koodmasi pﬂl:lﬂ1 b 1 1 50.00:0.000,00 1 5500000000 1 643000000 00 1 £5.000.000.00 1 TO.0O00L000,00
o PR o | Mewangan Ak Tahun SKPD

S " {Laparan)
24801 2.00.0008
et comsiime bl gl 1B:703.800,00 20574 180,00 22444 58000 2314 54000 26.185.330,00
Bahar Tanggapen
Pomerisaarn
Tersediamya Doltomen Baban JT-.rnlah Ei:l-.mnp e Pt dits
Tanggapan Pemerisaan dan M it s 1 1 18,703, B00,00 1 20,574 180,00 1 2444 5D 00 1 2314 541,00 1 26.185.320,00
Tnttak Lonjut Pemeriksaan = 2 5

(DakLmen

2A48.01.2.02.0007 - Hoordinmesi
dan Penyusunan Lsporan
K 1 Bl 295.461.600,00 B A33.E74.00 T30, 000.000.00 385 30008000 416 248.240,00
Trwularan! Semesieran SKPD
Tersediamya Leporn Jumiah Lopomn Kewangan
Mnizngan Bulpnon Triwudanan
Bul prian TriwlamanSemestem Semeateran SKPD dan
n SKPD dan Laporon Laporan Koordinmsi

i P . = 24 24 298,46 1.600,00 24 FHE 13367400 24 X0 D00 0000 24 389500 060,00 24 416 26, 240,00
Loporan Keumngan 5
BulononTriwulamanSemesiem BulononiTriwtanan Samesiena
n SEPD n SXPH (Lopamn)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TAF}BE FPaGU TA.R}GE PAGU TA.!}GE PAGU TA.H}GE PAGU T'M.II.GE PAGLU
o o f03) f04) {03l (D€ (07) (L] {03) 1o (] (12t {13 (14) {13

21801, 2.02.0008
Peoyusunan Pelaporan dan . %
Anlisiin B ot Rl 33.750.000,00 37.125.000:00 410.500.000 00 4387500000 A7 250.000,00
Anpgaran
Tersediarmya Deliomen Jumiah Dokwmen Pabporan
Pelaporan dan Aralss dan Analiss Prognoss 1 1 33.750.000,00 1 37.125.000:00 1 410.500.000 00 1 4387500000 1 A7 250.000,00
Progrosis Reafi=ors Anggaran Realmsi Anggaran {Dokumen|
218,01, 205 - Adminkias
Barang MHk Daerih pada 164.550.000,00 181408 500 00 157.8548 BOD.O0 214,458 70000 T30 SR 800,00
Peranghal Dwerah
Jumiah Lapomn Adminsias Jumiah Laporn
Barang MHk Daerih pada Pemalau=shaan Barang Milk 1z 1z 164.550.000,00 12 181408 500 00 12 157.8548 BOD.O0 iz 214,458 70000 12 T30 SR 800,00
Perangkat Doerah Daomah poda 5P {Lapomn)

Jumniah Dohumen Hasil

Pemanfastan Barang Mk 2 1 1 1 1 1

Doarak SEPD [Dokumen)

Jumniah Rencana Kebutuben

2 2 2 2 Z 2

Barnng Miik Daemh S8R0
{Dakoment
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FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN ! e TARGET DAN PAGU INCHKATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME ¢
KEGIATAN ! QUTPUT E'.;uﬁl;‘un 2026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TAF}BE PAGU TA-R}GE PAGU TA'-!}GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II.GE FAGU
o o2 03 f04) {03l {0E) (07) (L] {03 {10 (1) 12 {13 (14) {13
Jumiah Laporan Rekonsiiani
dan Penyusunan Lopomn
Barung Milk Db pada 8 8 & 8 & g
SKPD {Lapamn|
Jumiah Laporan Hasil Penilaian
Barnng Miik Deerih dan Hesil 2 2 1 1 1 1
Koomrdres Porslaan Borang
itk Dapmh SXPO (Lagamn)
24801 2030001
Pemumunan Perencansan
: frairt Benraing: Wik Diaerah 14.950.000,00 1E.AC8.800,00 17.058 BOD.O0 19408 70000 2005490 &00,00
SHPD
Tersediamya Rencoenn Jumiah Rencana Ksbugubhan
Fobutuhan Barang Mk Daerah | Barang Wik Doermb SKPD 2 2 14.950.000,00 2 1E.AC8.800,00 2 17.058 BOD.O0 2 19408 70000 F 3 2005490 &00,00
SHPD {Dakimen}
2801, 2.03.000) - Koordinosi
dar Penilaian Barang Milk 50.000.000,00 55.000.000,00 £0.000.000.00 ES5.000-000.00 T0.000.000,00
Dammbk SKPD
Tem_edlm'rg,u Loporan Hasil Jumiah Laporan Hasil Pentoizn
Penilala Batnng Wi Oeisinky, | Bacieg MBE Doeeh i Hed 2 2 S0.000.000,00 1 55.000.000.00 1 £4.000.000.00 1 £5.000 000,00 1 70.000.000,00

dan Hasil Kooedinas Penflainn
Barong Milk Dacmh SXPD

Woordno= Penilaan Bamng
Mikk Daprah PO {Lapomn)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-ﬁi‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
T!f.EE FPaGU TA.R}GE PAGU TH.R}GE PAGU TA.I}GE PAGU TM.II_GE PAGLU
1) {02 03 02 [o3) {06) (07) {08 03) 710 1) 12} i13) 14 {15
218,01, 2.00.0005
Resnnsifiasi don Penyussunan
i Biarang Milik Darah 40.900.000,00 44.000.000:00 44.000.000 .00 £2.000.000:00 58.000.000,00
poda SKPD
Terlaksananya Rekonsifas dan iLI'I'I'iEIh: Laporan Rekonsiiasi
it . an Pemyusunian Lopomn
wtsunon Laporan Barang ik O i d d 40.900.000,00 B 44.000.000:00 8 44.000.000 .00 & £2.000.000:00 & 58.000.000,00

Wikh Darsahy packs SHPD shm“%bmm?
238,01, 200 0008
Porataisshaan Barang Milk 50.000.000,00 55.000.000,00 E0.000.000,00 E5.000.000.00 000000000
DOaerab pada SKPD
Terakzananya Pematmmsahasn Jumiah Laporn
Barang Mik Daerih pada Pemalau=shaan Barang Milk 1z 1z 50.000.000,00 12 55.000.000,00 12 E0.000.000,00 iz E5.000.000.00 12 000000000
SKPD Daomah poda 5P {Lapomn)
2.98.01,2.03.0007
Pemanfastan Barang kMik 10.000.000,00 11.000:000,00 12.000.000,00 13.000.000.00 1400000000
Dammbk SKPD
Faseink = X Jumniah Dohumen Hasil

= o Pemaniuatan Bararg Mik 2 1 100000.000,00 1 14.000.000.00 1 12.000.000.00 1 313.000 00000 1 14000 000,00

1
Barang Milk Dmernh SHPD

Dok SEPD [Dokunen)
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FERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
Fﬂﬂﬁﬁ:g;;:g:[ijf mnmgﬂﬂi ”_HDl.lrrTCﬂHEl E TAHUN Hze 2027 2028 2023 2030
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TM-?-BE FAGU T.H.I:_GE PAGU TH-!;-GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II_GE PAGU
1) a2l 03} {04) {3 (DE) (07} fogy {03) {10} {T1) {12t i13) {14) {15

248.01.2.08 - Adminittes
m Forarghat 30.000.000,00 2 004.000:00 7,000,000 00 B5.000.000.00 93 000.000,04
Dineirat
Jumiah Laporan Adminsiras Jurmiah Laporan H.uT-:'I
e e I e i 1 30,000,000,00 1 2 00400000 1 75,000,000 01 1 860000000 1 82.000.000,00
Comrah Comrah (Lopomn)

Jurmiat Laporan Pengelolaan - -

Rstribus: Deaerah (Dukumen 12 12 = 7 = =

Jumniah Dokwmen Rercana

Pergeiokion Retibusi Daer 1 1

{Dakument
2.98.01.2.06.0001
Pereneanman Pargesan oao 200000.000.00 o0 000 0,00
Flesribuzi Dontah

Jumiah Dorumen Rercone
e e Penpeintaen Retibusi Dareh 1 .00 1 200000000 0,00 0,00 .00

ehgeicting Bokiust Doenlly | | i srven

175



FERANGHAT KETERAN

BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDHEATIF TAHUN DAERAH GAN

PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME §
KEGIATAN ! OUTPUT E'.rmﬁlz-LUH 226 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE
T FAGU T PAGU T PAGU T PAGU T FAGU
21 o2} 03} 04) {3l {0E) (07) fog) {03) {10} {T1) {1.2F {13} 14] {15}
2498.01.2.04,0005
Blangedahean Dits Bl e.00 S0004:000,00 £5.000.000.00 £0.000.000,00 §5.000.000,00
Onerah
. Jurmniah Laporan Hasil
Terakzananya Pengulaimn, \
Eiartealliiarast; Hns Palabon EEE&E:EE@ 1 e.00 1 S0004:000,00 1 £5.000.000.00 1 £0.000.000,00 1 §5.000.000,00
Dl Flenbibirsi Dy
Comrah (Lopomn)

21001 2.08 DT - Pelapocan
iy el 20.000:000,00 22.000.000,00 24,000,000.00 28,000-000,00 28.000.000,00
TR "Rﬂ_:n“:::_:“i‘l’::hﬁ‘"?ﬂ e 12 12 20.000:000,00 12 22.000.000,00 12 24,000,000.00 12 28,000-000,00 12 28.000.000,00
248,061,205 - Adminmims
Mlapsetgzraroi an Pfacgind 175,000:000,00 857,000:000,00 1.040,200,000,00 1468 800.000,00 1,851 800.000,00
Dlaaiah

ip= |

Jumizh Doboumen Hasil
Jumiah lapamn Admanrsires N
. Moomrdnos dan Pelaksanaaard

Kepeggmunian Peranghat Mot " l a 175.000.000,00 2 BST.000,000,00 2 1150, 200.000.00 z 1 4665.900.000.,00 z 1.651.600.000,00

{Dakumen)
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM ! OUTCOME !
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN CUTPUT

INDIKATOR QUTCOME ¢
QUTPUT

BASELIN
E TAHUN
024

TARGET DAN PAGL IMCHEATIF TAHUM

PERANGEAT
DAERAH

KETERAN
GAN

026

2027

028

2023

2030

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

FAGU

{01}

o2

oz

o4

(D€

(07

fog)

{0s]

710

1)

12

(131

141

i3

Jumiak Lirit Peningiotan
Sarana dan Presarama Dspln
Pegmwai {Linit)

Jumiab Orang yang Mengkodl
Bimbingan Teknis implementas
Peraumn Perundang-
Undangzm {Crang)

150

75

ha

e

139

18

Jumiat Dokwrmnen kanitoring.
Evalunsi, dan Pamilainn Kineqn
Pegmwai {Dokuormesn)

Jurniah Paket Pakaian Dinas
beseria Alnbud Kelengkapan
[Paket|

dumiah Pegowal Berda=akan
Tugas dan Fungs yang
Menghkidi Pendidikan dan
Pelattmn {Omng)

75

160

Rk

15

119

119

218.01.2.05.0001
Feninghaion Sanna dan

Prasarann Disiplin E m

000

75000000, 00

2,00

Q.00

000
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FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN ! e TARGET DAN PAGU INCHKATIF TAHUN DAERAH GAN
mmﬁgﬁ?ﬁ:ﬁMEr mnmgﬂﬂ‘ "H[“JWTCUHEI E TAHUN 2026 2027 2028 2023 2030
024
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TAF}EE PAGU TA-"}GE PAGU TA-!}GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II_GE FAGU
i) o2 03 04} {23 (0E) (07} 08} {05) {10 1) {12} {13} 14) {15}
Tersedianya Unif Penirgkatan durmiah, st Poningeatan
Sarana dan Prosamena Dsplin Sarana dan Presaiana Displn a il 3 TEO00. 00000 4,00 a.08 ood
Pegawai Pegmwai {Linit)
218,01 2:05.0002 - Pengodoan
Pakain Dinos beseria Attt il £50c000 08000 A8:5.000.000.00 604.500.000.00 TO0.000.000,00
Bl englapanrya
Jumiah Pahked Paicaian Cines

Tersediamya Pukaisn Dinas - "

i ::n::r!:ll Adnbid Kelsnmioapan a 000 1 1500000 ;000,00 2 J8:5.000,000.00 3 B0AE. 50000000 3 T00.000.000,00
21801 2:05.0008 - Koordinas
dar Pelsreansan Sixism 000 50.000.000,00 £5.000.000.00 B0, 00000000 65.000.000,00
Irlormzs Kepegowalon

dumizmh Dobarmen Hasil
Terlnksaramya Koordinmsi dan ;
Pelsksanaan Sstern o e an e P 0 .00 2 £0.000,000.00 2 £5,000,000.00 2 1, 00000000 2 65 000.000,00
EpEgErwmEn {Dakumen)
28.01.2.05 0005 - Momtonng
25.000.000.00 7 5.000.000,00 B2.500.000.00 0,000 00000 7. 500.000,00

Ewalupsi, dan Penilann Kineqa
Pegawm
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHKATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME ¢
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 2026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE
T PAGU T PAGU T PAGU T PAGU T FAGU
(] a2 03 {04) {3 (DE) (7} fog) {03 {10 {11} 12 {13} {14) {15
Tersk=aranya Monitoong, Jumiah Dogimmen Manitsring.
Evabsitsi, dan Penilsion Kinera | Evalsisi, dan Panilaian Kineta 4 4 25.000.000,00 4 7500000000 4 B2.500.000.00 ] 00.000.000.00 4 47 560.000,00
Plrgewai Pegmwai | Dokuormesn)
218,01, 2:05.0008 - Pendidikan
dan Pelatiban Pegawa 100.900.000,00 457 00009000 362, 700.000.00 479 400:000.00 484 100.0600,00
Serdazarkon Tugas dan Fungsi
Tostaknransya P dumiah Pegows Berdasarknr
Pelashan Paprwai I‘"‘B“ chu P yrg 75 160 104 000, 000,00 114 357.000:000.00 18 202.700,000.00 119 $38.400.00000 119 484.100.000,00
erghuti Pendiciian don
Serdazarkon Tugas dan Fungsi Pufathan (Crarg)
218,01, 2:05.0011 - Bimbingan
Tehris Impiomentasi Peran 50.000,000,00 250000;000.00 275.000,000.00 300, 00000000 325 000.000,00
Perundang-Undangan
£ dumiab Orang yong Mengikoi
Terlnksaranya Bimbmgan Y i
Teliais bvridervierir Dintisii Sp”h“ﬁgm':;_'”“““’ 150 75 50,000:000,00 18 250.000:000,00 1z 275,000.000,00 119 303,000-000,00 t1g 225 000-300,00
Perundang-Undangan Undlarygan {Crang)
TR SO0 et 1.375.000.000.00 1 522 500,000.00 1 6E0.000.000.00 70450000000 2235 500.000.00

Umurn Pemngkat Daernh
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM ! OUTCOME !
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN CUTPUT

INDIKATOR QUTCOME ¢
QUTPUT

BASELIN
E TAHUN
024

TARGET DAN PAGL IMCHEATIF TAHUM

PERANGEAT
DAERAH

KETERAN
GAN

026

2027

028

2023

2030

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

PAGU

TARGE
T

FAGU

{01}

o2

o4

(D€

(07

fog)

{0s]

{10

1)

12

(131

141

i3

Jurniah Lapooan Admiresinos
Umum Pamngkat Daersh

Jumiah Dokurmen Bahan
Bacasn dan Pergturan
Ferundang-Undangan yang
Disadiskan {Dokumen)

1.475.000.000,00

1.522.500.000.00

12

1880.000.000.00

2.048 560200000

12

2.235.500.000,00

Jumiat Dokamen
Penalaiusahean Dirmrnis
pada SKPD [Dokirmenj

12

12

Jurniab Lnporan Fasiitosi
Hunjungan Tarmu {Lapamn|

Jumiah Laporm

Pernmlenggaraan Rapai
Hoomrnes dan Konsuitssi

SHPD (Lapoman)

12

12

Jurniah Pake Bahan Logistk
Knniar yeng Desadinkon (Paked)

Jumiah Paked Baramg Cetmin
don Penggandoun yang
Chsediskan {Pafel)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN ! e TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! QUTPUT E'.I'mﬁlz"i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TH-?-BE FPaGU TA'-}-GE PAGU TA-!}GE PAGU TA-H}GE PAGU TA".II_GE FAGU
1) {02 03 04 [o3) (D) (07) {08 03) ¢10) 1) 12} {13) r14) 15}
Jumiah Paket Komponen
I Lindfik Ry ;
Eangurinn Kanlar yang = a 1 ! 1 !
Disedinkan {Pael)
Jumniah Paked Peslatan don
Perienghopan Kantar yong 1 1 1 1 1 1
Disedizkan {Pafuet)
2.18.01.2.05.0001
Penyadiann Kormponen
it oo S0(000.000,00 £5.000.000,00 £0,000:000.00 65 000.000,00
Listnk P eneeogn Bongunan
Kardar
Jumiah Poaket Komponen
Tt - W P S ————
Imsialasi Liskk Panerengarn it Ko atdest a oo 1 S0(000.000,00 1 £5.000.000,00 1 £0,000:000.00 1 65 000.000,00
Bangunnn Kanfar ] F ¥y
Disediskan (Pokeiy
218.01.2.08.0002
Parafaian dan I00.000.000,00 I3000D0:000,00 JE0.000.000.00 J50,000:000.00 420 000.000,00
Perlanghopan Kanior
[ diicithati Jumiah Paked Pamistm don
ety Parengkapen Kansar yang 1 1 0000000000 1 330000, 000,00 1 3641, 000.000.00 1 384,000 000,00 1 420 000.000,00
Pleriengkapan Kankar Chsedinkan {Paket)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHKATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME ¢
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 2026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
T’f.EE PAGU T'H'."}GE PAGU T'H'.!;.GE PAGU TA.“;.GE PAGU TM.II.GE FAGU
(] a2 03 {04) {3 (DE) (7} fog) {05) {10 {11} 12 {13} {14) {15
298,01 2.08.0008
Prenyediann Bahon Logieik 400.004.000,00 325,000 000,00 2547 000.000.00 480.000.000.00 E40.000.0600,00
Fardar
Tersediamya Babton Logisiik Jurnizh Paked Bahan
Vo Kartior yang Disadinkan (Pakal) 1 1 400.004.000,00 1 325,000 000,00 1 2547 000.000.00 1 480.000.000.00 1 E40.000.0600,00
218,07, 2080005
Pervpediann Barang Cotakan 250,000.000,00 255.000;000.00 300, 000,000.00 325, 00000000 350.000.000,00
dan Penggandam
Jumiah Paked Barang Cretaian
Torsodianya Barmng Ceshan | dan Penggandsan yang 2 2 250,000:000,00 2 255.000:000,00 2 300,000.000,00 z 125 000-000,00 2 35C.000-300,00
i Chisediskan (Pafist)
298,01, 2080008
Peryediann Bafion Bacoan dan =
At Prstaiclaris 25.000,000,00 27.500,000.00 30,000,000.00 32.500.000,00 35 000.000,00
undergan
Tites R - Jumniah Dobasmen Bahan
dan Peraiursn Perundang Bkl i) el i 1z 1z 25.000.000.00 12 2T S00:000.00 12 W, 000.000 00 12 32.500.000.00 12 35.000.000,00

undangmn

e -Lindangan yang
Diizedizkan {Dokumen)
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FERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT E'.;ﬁm;‘un Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TAF}BE FAGU TA-R}GE PAGU TH-!;-GE PAGU TA-H}GE PAGU TA".II_GE FAGU
(] a2 (03} {04) {3 (DE) (7} fog) {03 {14) {11) 12 {13} (14 {15
290101206 0008 - Fasifitne) _
K Tatms f.0n S0000.000:00 £2.500.000.00 £0.000:000.08 57 500.000,00
Tertuksananya Fasilio= Jurniab Lnporan Fasiitosi .
phosrrmibag” o35 K T necar) a f.0n 4 S0000.000:00 i £2.500.000.00 1 £0.000:000.08 1 57 500.000,00
2 16012080005
Peoyslenggaraan Rapad
Eoa e . BS0000.000,00 410000:000,00 430,000,000.00 5#2.000.000,00 EAD 500.000,00
SKPD
Terdak=ananya Jumiah Laporm
Pk oo, rpiempgeh T 12 12 250,000,000,00 12 410000000 00 12 424,000,000.00 2 562,000 000.00 12 B30 500.050,00
SKPO SKPD {Laparn}
218.01,2.08.0010
Foratausshan A Diamis 50,000.000,00 75.000.000,00 2. 500,000.00 £0,000.000,00 57.500.000,00
podx SKPD
Jumiah DoRarmen
Teriaksaramya Pemateusshaan | ooy wtion Ao Dinnmis 00 12 50.0040.000.00 12 75.000.000.00 12 2. 500.000.00 t2 &0 000 000,00 12 S7_500.000,04

Arsip Dinnme pada SKPD

poda SKPD [Dokirmon)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | e TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
Fﬁﬂﬁﬂzgiﬂn?g:[:MEf I'H'DIKALDH OUTCOME { ETmH;‘UH 06 2037 38 3039 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT ’
TH-?-BE FPaGU TA-R}GE PAGU TA-!}GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II_GE FAGU
(o) o2y 03} od) {03) {0E) ] [el:d] {03) {1a) 1) (12 {13) [14] {15}

2.10.01.2.07 » Pengadamn
Barang Miik Doemh Ponanjang i i t5 000 00000 BE2.552 €80.00 2051 875.000.00 B5 502 500,00
Unusan Pemeringaty Daerah
Jfumiah Laporn Pengadaan
Barang mitk Daerah Poranjang | Soa: I'I"Lﬁm"" g e.00 00 £50:000.000-00 BE2.552.680,00 205+ 875 000,00 BOS 502°500,00
Unusan Pemeringsty Daerah

Jumiah Linid Kendamen Dinss

Opera=iomal misu L spongan a &

yang Diasdiinn [Uni)

dumizb Uit Kendaranm

Dhinas atou a 3

endarman Dines. Jabalan ymg

Olimeciizhan {Linit)

Jumniah Lini Peraitan don

Mesn Lamnya yong Dsadiskan 180 B an

{Lnil)

Jdumniah Ui Barana dan
Praserann Gedung Kardor atae

Bangunan Lsnmya ymng
Digedinkan {Lni)

& Li|
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FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlii‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE
T FPaGU T PAGU T PAGU T PAGU T FAGU
o o2 03 04} {03l {0E) (07) (L] {03 {10 (1) (124 {13 (14) {13

2.18.01.2.07 0001 - Pengadazn
Herdaraan Pemrangan Dinna i i 0e 0,00 155187500000 o.00
atasi Kendernan Dinas Jdahagan

Jurmniah Liril Korufaraan
Tersediamma Kandorom

1 Perorangan Dinas siau &

Perorangan Dinas :ﬂ.uu Ko e — a i i 0e 0,00 2 155187500000 o.00
Ve ikt Pt it Diseedizkar {Linil)
Z18.01. 207 02 - Pengodoan
Kerdaraan Dirus Onernsianai ooo 0o .00 Q.00 05 502 500,00
atmni Lapangan
Tersedinnya Mendarman Dinos By Loty i

Opera=iomal misu L spongan a ooo 0o .00 Q.00 & 05 502 500,00
Opem=ional ptu Ligangan yang Dokt fLinl)
e e .00 50.000000.00 000 000 000

Jumiah Paket Mebe - .
Tersediarmya Mebol Ditwediakan (Lo g q 000 100 50000, 000,00 2,00 0,00 .00
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TM.?.BE FAGU TA'.}.GE PAGU TA.!}GE PAGU TA.H}GE PAGU TM.II.GE FAGU
1) 02 03 04 [65) (D) (07) {08 {03) ¢10) 1) 12} {13) r14) 15}

2.10.01.2.07 0008 - Pengadsan
oo alitar iy Misiry Lainys ) f.00 5041.000.000.00 500.000.000.00 .00

Jumniah Limil Persiaian don
Tersed Paculntan
i E’I’:;m Wt :.E;.:.I-. Lamnya yang Disediskan 180 o0 008 a 501,000, 000,00 a0 500.000.000.00 0,00
218,01, 2.07.0010 - Pengadoan
Sarann dan Prassmans Cedung ooo 000 62 BG2EADLOD 0,00 000
Fardor atou Banguran Lainnygs

Jumiah Ui Berana dan
Tersediamya Samna dan
Eiramriri ek Wi st E‘;::ﬂm?ﬁ’r at 0 .00 800 10 162 552 EA0,00 0.00 0,00
Bangurnr Lanmya Diisediakan {Linit)
2.98.01.2.08 - Penyediaan Sasa
Perunjang Linsar 1.825.110.052,00 180347710600 1:064.148.196.00 1568.486-999.00 2346 558.431,00
Permmmintahan Desiah

Jumiah Laporan Penyedisan
ﬂ:ﬁﬂm Pemporiny Jaza Periaton dan - .

ang Unusan 1z 1z 1,638, 110.952.00 12 1.B03.477 10€.00 12 1984 146.395.00 t2 2.158.4B8.797.00 12 2,346 558.411,00

Pernenntah Daesah

Perlengkapan Kundor yong
Eisedinkan {Laparn)
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FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TM.?.EE FPaGU TA."}GE PAGU TA.!}GE PAGU TA':.GE PAGU T'M.II_GE FAGU
1) o2} 03 02 [a5) {06) 7 f08) 03] 710 1) i1zt i13) r14) {15}
Jumiah Laporan Punyedisan
Jasa Komunikasi, Sumber
Diaym Air dan Ligirik g 12 12 12 12 2 12
Disediskan |Lapomn)
Jumiah Lapomn Penyedizan
Jasa Pelayanan Umom Kardor 12 12 12 12 2 12
yang Diasdaionm Looormn)
durnizh Laporan Penyediaan 3 2
dasa Sumt Menryuat (Lapomn)
Z18.0 2080001
Ponypatfimnn Joma Sl 2.5560.000,00 0o .00 Q.00 0,00
Mermiural
Teriaksamn P iaan Jurmniah L P i -
Tt e Lo tivn el : 255000000 00 000 o0
2:18.01.2.08.0002
Fenyodionn dess Kormumikes 268 TES 216,00 256 TEE F168.00 1M, 766 216,00 358, 7EA. 218,00 366, T66.216,00
Surivber Dayn Air dom Ll
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | e TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN | OUTPUT E'.I'mﬁ;i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TAF}EE FPaGU TA."}GE PAGU TA.!}GE PAGU TA.“}GE PAGU TA".II.GE FAGU
o o2 03 04} {03l {0E) (07) (L] {03 1o 1) (12t {13 14) {13
Jumiah Laporan Punyedisan
Tersedinmya Jass Komuniasi, Jasy Komunikasi, Sumber I
Sunber Dy A don Lizri o Air dan Listrik yung 12 12 268 TE6.2 16 00 12 206 TEG 318,00 12 I, TeE.216.00 2 358 76 216.00 12 186 7EE.246, 00
Disediskan |Lapomn)
Z18.0 . 2:08.0000
Ponyedfiann Joe=a Peralatan dan 36.471.200,00 S000.0O0-00 44 000.000 00 48.000.000.00 52.000.000,00
Perlenghanan Kaninr
dumiah Laporan Penyedisan
Tersedinrmya Jasa Pomilon Jasa Peralxion dan - -
dii Pl pian Rardar Priovhaguen Kantor yong 12 12 38.471.200,00 12 40000000000 12 42,000 000,00 12 44800000000 12 52 000.000,00
Disedizkan (Lapommy
218,01 208 000
Pory 1 Palay 1 1.333.373.636,00 1468 710:6230,00 181338167200 1751 720 177,00 1.610.193.195,00
Ururn Kandor
Jumiah Laporan Penyodisan
Z‘;ﬁgm’“ Peliiyaiisn tng Pubayanan Umum Koo 12 12 1.333.273. 536,00 12 1.4B6740/850,00 12 1613, 361 B7L.00 12 1.751 7200177.00 12 1.510.$92:165,00
yang Desadiskan {Lspomn)
218.01.2.09 - Pemmitarman
Barnng Miik Daemb Pamunjang 11667 10.000.00 11 15 710.000.00 G 510 00000 TH8.270.000.00 2.¥T6.430.000,00

Unssan Pemesintahan Daerah
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PERANGHAT HKETERAMN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT ET:EI}HZ-,ESUH Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TAF}BE FAGU TA.R}GE PAGU TH.!}GE PAGU TA.I}GE PAGU TM.II_GE FAGU
(] {62} 03} {04) {3 (DE) (07 {08} {03) {10 1) 12 {13} (14 {15
Jumniah Kendaraan Dinas
Jumiah lapanan Pemeliharann
By MK Diosth Dty | EEimicnl st Lupangan a 1.165.710.000.00 ¥ 111574000000 o] &34 510,000.00 ] T08.270.000.00 ) 2276 430.000,00

Unusan Pemeringah doerah

yury Dipelibama dan dibayorkan
Pajai dan Perinrem mym {Linit)

Jumiah Kendaman Perorangan
Diinag ater Kendaman Cinas

JLabatarr yoryg Dipalihune: dan
diteryarkan Paaknya (Unil)

dJurnilzah Pemiatn dan Menn
Loinmye yang Dipeiham fUnf

dumiab Sarana dan Prasarana
Pertulung Gedung Kaniar
atsu Bangunan Lainmya yang
DipiimrnDirehobilitesi (Unit)

140

140

120

4G

149

149

Jumiah Gedusg Kanor gan
Banpuran Lxinmya yeng
ChpsifuraDirehabiiesi |Urt)

Jumiah Aset Tetap Lainmya
yunp Dipeditarn {Linil}
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PERANGHAT HKETERAMN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
FﬁDGﬂ:g;?ﬁ:[ijf mnmgnﬂi "H[HJ"TCDHEI E TAHUN Hze 2027 2028 2023 2030
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
T!f.EE FAGU TA':.GE PAGU TA.!}GE PAGU TA.“;.GE PAGU TM.II.GE FAGU
(] {62} 03 {04) {3 (DE) (07 {08} {03 {10 {11} 12 {13} {14) {15
Jurnizb Ased Tok Beramjud
yarg Dipelibama (Uit}

2.98.01.2.09.0001
Perpadaan Jesa
i BA5.740.000,00 0. 720.000:00 B4.7150.000 00 8,420 000:00 0220, 000,00
Kerdorman Pemmangan Dinas
alau Kendeman Dinas Jstmion
Tpmm#;fmh;i:w dumizh Kentamon Perormnpan
Pemalitarsan dan Pk ﬁzg‘m;:: 4 4 585.710.000,00 1 S 33000000 1 £9.330,000.00 1 £9.320.000.00 1 £5.920.000,00
o R B ey | ity Pogakmym (Ui}
2.98.01.2.09.0002

: Jdasa
s s ek i .00 408, 350,000.00 4861950 000,00 406,350 000,00 486 290.000,00
Perizinan Kendarann Dires
Cporesfonal man Lspongan
Tersedinmya Jasae
Parrf . Biayn Jl.rrdzlh_l{mlrtf:m Dinas
Fomelitarsan, Pk dan m?mm Lok 0 .00 ] 45, 350;000,00 22 H86.200000.00 ) £08.350 000,00 23 456 790.000,00
Fighercasot e Pajaic dun Perigranmya (L)
2.18.01.2.09.0008
Femelitaraan Perabatan dan 90.004,000,00 O 000, 000,00 118.500.000.00 142,560 000.00 1.710.720.000,00

Mesn Lamnva
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PERANGEAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME ! INDIKATOR OUTCOME |
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 0z 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN QGUTPUT
TM.?.BE PAGU TA':.GE PAGU TM.:GE PAGU TA'.}.GE PAGU Tﬁ'.II_GE FAGU
1) o2} 03 02 [o3) {06) 7 f08) 03] 710 1) i1zt i13) r14) {15}
Teruksamanya Pemalhsssan Jurnilzh Pemiatn dan Meon o o 3
Perulatn dan Mesin Lanmya Lairry yang Dipeihars [Unig 48 48 90.000.000,00 144 B{r000.000.00 45 113.800.000.,00 144 142.580.000.00 144 1:710.720.000,00
Z18.07.2.09.0007
Penefiharaan Asst Telap o (e} a Li] a
Lainmym
Terduksamanya Pernaiharoan Jurnizb Ased Tetop Lainma o o o a o
#zet Telog Lainmym yony Dipelibara {LUinit}
218,07, 209 0008
Pemalfitarsan Asel Tak o o o o o
Barwujud
Terlaksamanya Perneiharman Jumiah Aset Tak Bersuud o o o o o
Aset Tak Benwujud yunp Dipedibara {Linit}
216.01.2,09.0009
PermelitarsanRehabifiesi
G g ICnil sl By SO0U000.000.00 AEHF 00 D0, D0 .00 Q.00 oo
Loinmya
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PERANGHAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
mmﬁ:ﬁ;}?ﬁ:ﬁMEr mnmgﬂﬂi ”_H[HJ”TCUHEI E TAHUN Hze 2027 2028 2023 2030
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TM-?-BE FAGU T.H.I:_GE PAGU TA-!;-GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II_GE PAGU
1) a2l 03} {04) {3 (DE) (07} fogy {03) {10} {11) {12t i13) {14) {15
Terlaksamanya
" Jumiah Gedung Kantor dan
e R | Banguan Linnya yang 1 1 £00.000.000,08 1 480/000.000,00 2,00 o.0a 2,00
bt Bangus SiipmiiaraDirehabiizs: (Urit)
Lainmmyn
218.07,2.09.0011
Pemelitaran Rehatilit
Barono don Prosamna i} (El a [i] a
Pendhiiung Sedung Kantor
Terlaksaranya Jumiah Sorann dan Prazamna
Pemeliarann Rehatilit
Sarann dan Prasamnn m&m:\:‘;g ] o o o ]
Eﬁmﬂm‘m Dipefr—e/Dirhabiis=: [Urit)
ggf'ﬁ‘jf it ol .00 100.000:000.00 140,000.000,00 120,000-000,00 430.000-300,00
Jumiah Lepoom basd Fasdikas Jumiah Lapoon Hosil Fosfilns:
Pelayaman Putik dan Pelsyaman Putik dan Tals ] 000 1 100.000,000,00 1 140,000,000.00 1 120,000.000,00 1 130.000.:000,00
it ks ana Link=amna {Loporan)
248.01,2.13.0002 - Fasiinsi
Palayanan Pusik dar Tata 000 100,000 000,00 110.000.000.00 120,000 00000 130.000.000,00
Lisk=ana
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FPERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN ! e TARGET DAN PAGU INCHKATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME ¢
KEGIATAN ! QUTPUT E'.I'mﬁlz"i‘UH 2026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TAF}EE PAGU TA.R}GE PAGU TH.!}GE PAGU TA.H}GE PAGU TA".II.GE FAGU
i) o2 03 04} {23 {0E) (07} 08} {03 {10 (1) (124 {13 14) {15}
Tersh=zananya Fo=ilie= Jumiak Laporan Mol Fasiilasi
Pelayanan Pl dan Tala Pelayanan Pl dan Tala a il 1 100000 00000 1 110.000.000.00 1 120.000:000.00 1 130.000.600,00
Lak=arn Lak=ara (Laporan)
Z2.18.02 - PROGRAM
PEMGEMBANGAM HLIM 2.500.000.000,00 1.075.000 08000 1.705.000.000.00 4. BES.147.370.00 JETEI16.208,00
BERARALIAN MODAL
2.18.0.00,0.00.01.000
it Remlecasi lolad {inliury - Q - Cinas Penanaman
[, Ripal) 11,62 11,60 2.500.000.000,00 1207 1.075.000:000,00 1243 1.70:5.000.000.00 1285 1.8EA 14737800 1338 3676 215.238,00 Modal dn Pelsyanan
Terpadu Sahy Pirtu
i e e T 1058 BT 75,58 78T 79,83 B258
2.18.02.2.07 - Punstapan
Pembarian Feslitasinsent?
Dibidang Pananarman Modsl A50.000.000,00 B25.000;000,00 5410.000,000.00 58500000000 EAD.000.000,00
yanpg Menjadi Kewernorgan
Cremrah Knbpndeniota
Jumiah drall persturan Kenials
daerah berkail inseril inveesiasi ﬁ:}t‘iﬁ:?ﬂm
ditelapkan, .
Lol o berin. IFoessl e e 2 AR 000.000.00 2 B25.£04, 000,00 5401, D0.000.00 S5, 000 00000 1 B4 000.000.00
pFerda| yang At b
mendukung sokior nan- o i EnanTEn
$f) Modod {Dokumen|
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FERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME §
UTPUT E TAHUN 226 2027 2028 2023 2030
SUEK;E&?::%LTFUT 2 o TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE
T FAGU T PAGU T PAGU T PAGU T PAGU
1) {2 03 i04) %) (06) o7 o8 103) 1) 1) 12t 113) 2T (151

Jumiah Kpsepekatn Kemitamn

=nkara Llsahn Besar

(PAMAFMDN) dergun UKKM di e 3 a 4 4 &

domrsh {Dokumers)
2.498.02.2.01.0001 - Penetapan
Keobiphan Dasrat Mengenm
Prisherian Foshitesmens f.00 3 000.090:00 200 ane 250:000.000,04
dan Kemudahan Pennoraman
Modal
Diilstapkannyz Kebjoksn E—"“""‘fp""“.’-';?: -
E;'.“;‘“”‘“ i"""“"’"""“h Pombonan Fasiila/nzensd 2 oao 2 T0.000;000.00 o0 000 1 F50.000.000,00
Kﬂ'r':l b Pert " - dan Kemudahan Penaraman

; e Bodad {Dokumen]

21802, 2:07.0000 - Fasifitnsi
Kemitrain yeng Slshukar ol 450,000.000,00 495.000,000.00 540.000.000,00 S85.000.000.00 E3I0.00(.000,00
Pernenntah #abupatenota
Terak=ananya Kemirann Jumiah Kesepakatan Kemitmanm
?m“,m S PR ;;'::P“m ﬁm fai s 00 3 450.000.000,00 3 495.000:000,00 4 £40,000.000,00 1 585,000-000,00 5 BAL.000-300,00
dasrah doerzh {Dokumen)
2.98.02.2.02 - Pemiblatm Peta
Potensi Invwestai 2 060.000.000.00 50,000, 000.00 1.165.000.000.00 1263147 370,00 2.796.215.238,00
Fnbupainmiiota

194



FERANGHAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME §
KEGIATAN ! OUTPUT E'.rmﬁl;un 226 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
T.IF}BE FAGU TA-"}GE PAGU TA-!}GE PAGU TA-T-GE PAGU TAI.II_GE PAGU
o1 03] 03) 04) 05) 106) o7 o8] 03) 710) 2T RE 3] (14 15
. Jurniah Peraturan Daerak
Jumiah Dokimen pojensi
iavetonks gt el el i b el 1 1 £050,000.000,00 250(000. 000,00 1.185.000.000.00 1 1.509.147.278.00 5 798 518.298,00
(koo PR Eabupiemfola (Tiokurmen|
Jumniah Dokwmen Pein Potens
Irivestrsi Kabupaten/Hats g 3 ] 2 1 4
{Dakumani
Jumiah doerah yang leiah
dilsks annkan pemutskhitan a & 8 5 &
data potens investos {Dioersh}
245022020001
e A 250,000:000,00 800 0,00 275.000.-000,00 0,00
Watspaizn/Hata
Tersusunrya Pemturan Daeah dumiah D'm.lm'rr_D:lrd'!
e e 1 1 250,000:000,00 800 0,00 1 275.000.-000,00 0,00
Kabupaienfol Kabupaienfota (Dokumen|
2.18.02.2.02.0000
Pemutakhirnn data poiens
irivestorss thovern ks Sitien a0 250.000,000,00 165.000.000.00 180,000 000,00 185.000.000,00

PR ({Poteim bvesias
Regional|
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME §
KEGIATAN ! OUTPUT E'.rmﬁlz-LUH 226 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
T'M-?-EE FAGU TA-R}GE PAGU TH-!}GE PAGU TA-H}GE PAGU TAI.II_GE PAGU
21 a2l 03} 04) {3l (DE) (07) fog) {03) {10} {T1) {1.2F {13} 14] {15}
Tersedinnya data polens Jumiah dnersh yang ietah
hiveedocia i i kvl - etk b g e.00 5 250(000. 000,00 E 16:5,000.000.00 5 1£0.000:000.00 5 185 060.000,00
tesrrrrieiire data poten= irvestos {Dioersh}
298,02, 2.02 0004
Elariyaliuartie Bt Derfisssi 1.800.900.000,00 .00 1:000,000.000.00 B28.147.378.00 2,604 518.298,00
Iryveiatorat Kinbaatasim Kot
e Bk Jumiahk Dokumen Peins Potens
Fopreyon ‘st rvemtzisi KatupalanKals 0 3 1.600.000,000,00 o 800 2 1.000,000,000,00 1 28, 147.378,00 4 2.801.218.298,00
vesian KabupalenKala
{Dakumani
218,07 - PROGAAM
PROMOE| PEMANARAN 1:050.000,000,00 B25.000:000,00 1,560,000,000,00 2.040,000:000,00 2.437.500.000,00
MODAL
_ _ _ 2.18.0.00.0.00.01.000
Mopgpalye jongiausst mﬂ‘:mm i 75 80 1:050.000,000,00 B3 B25.000:000,00 g5 1,560,000,000,00 B8 204,000 00000 0 2437.500000,00 | §- Dine Fommaman
Terpadu Salu Pirniu
2403201
Paryetlenggarman Promasi
Phewsiciuie) NEAEA] s 1050.000.000.00 B25.000,000,00 1.560.000.000.00 2 (043,000.000.00 2 487 500.000,00

Meryoch Kewenangan Jaorat
Fabupatemala

196



FERANGKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INDHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME §
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz"i‘UH 226 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
T!f-EE FAGU TA-R}GE PAGU TH-!}GE PAGU TA-“;-GE PAGU TA".II.GE PAGU
1) {2 03 i04) %) J0E) o7 o8 103) i10) 1 12t 113) 2T (15}
Jumiah dokiimen simieg
;'I‘_'S‘IJI“" Doty e ot | b P it Wil 1 1 1050.000.000,00 B25.000.000.00 2 1.560,000.000.00 2040.000.000.00 1 2:457.500.000,00
HahMola {Dokumen)
Jurmniah Dokurrnen Hasil
Kegatan Promos Penanaman
Modul Kakupaieniots 2 2 a 4 & g
{Dakumeni
2 AR 01000
Pelak=arann Kegiatan Promosi
P ey Pt 750.000.000,00 £:25.000;000.00 1.260,000,000.00 2010,000.000.00 2.477.500.000,00
Kabupaten¥ot
Terlaksananya Kegistan J""“!“;nh“"; :’:‘ =
Prramisi Penanarman Medal oy e o 2 2 750.000.000,00 3 £:25.000;000.00 4 1.260,000,000.00 5 2010,000.000.00 £ 2.477.500.000,00
Fnbupainmiiota (Dahument
21803201.0000
e R Y 00, 000:000,00 800 140,000.000,00 0.00 220.000-300,00
Hawienangan KabupaienKota
Tersu=unriya siralegi promos Fonikeh "
e i ol yang Promosi Penanaman Modal 1 1 0000000000 .00 z 10.000.000.00 0,00 1 320 000.000,00
e HiakoMistn {Dokurnar)
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-’i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TH.?.EE FPaGU TA'.}.GE PAGU TM.:GE PAGU TA.“;.GE PAGU Tﬁ'.ll_GE PAGLU
o o f03) f04) {03l (D€ (07} g {03) 1o (] (12t {13 14 i3
21804 - PROGRAM
PELAYAMAN PEMAMAMAN 1.:300.000.000,00 1.495.000 00000 1.535.000.000.00 1.665.0002000.00 1.820.000.000,00
MODAL
2.16.0.00.0.00.01.000
Ferserinee pelaku issha yeng x
bteningeainya perionan d - Diinzes Pengnaman
(AR, T Er G T ;nzmpm-ui-dp;rrn LT e e 1.:300.000.000,00 100 1.495.000 00000 108 1.535.000.000.00 100 1.665.0002000.00 100 TE20DO0O00.0D | by bon Peluyanan
ity | %) Terpai Satu Pinty
2.18.04.2.01 - Pelayanan
Perizinan dan Non Peridmn
Secamn Tepadu Satu Pintu
preeakles mamang fuare! 1.200.000.000,00 1.495.000:000,00 1.535.000.000.00 1.665.000000.00 1,820 000000, 00
yang Manjad Kewenongsn
Diewirath Knbupnien/ Kotn
Jumiah Kegaion Koordinos
Jfumiat Penorbitn periinam don Sirlronisasi Peneriagan
berusaha yang dilesbitian Pemiberam Feslilas/insenid a 5 1.200.000.000,00 2 1.495.000:000,00 1 1.535.000.000.00 1 1.665.000000.00 1 1,820 000000, 00
seseai- 5P don S0P yang mergadi Kewernngan
Kabupaten®ola [Tokmeani
Jumiah Kegiaton Usshe yang
mandapal pemantounn,
anaksi, evahsasi, don
pelaporan i hidang perzinan
berusaha batinss ks Lntss A A = = 58 R
Dpomh Katnpoienoin bog
Kaogiatan Usaha Dan Pelsky
Usahs (Kegialan Uxsha)
Jurnizh Pelai tmaha yomg
Memporaieh Layanoan
Kensulles Perizsinan Banmahn
medah Sistem Pecizman 00 00 1.588 1.640 1634 1,748

Bearmaha Berbmsis Riska
Terntegrosi secara Elektmnik
(Prelaku Lisaba)
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ARG INDH PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN / BASELIN T ET DAN PAGU KATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'mﬁlz-ﬁi‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
T!f.EE FPaGU TA'.}.GE PAGU TA':.GE PAGU TA.T.GE PAGU TM.II_GE PAGLU
o o f03) f04) {03l (D€ (07} g {03) 1o (] (12t {13 14 i3
Jumiah Pelaky Usaha yvang
Mendapathan Polmyanom
Peridnan Berasabia molahs
S=iern Parizinan Bensaka 1000 1.082 1126 1170 1.214 1.258
Berbask Riziko Tetrmegras
smcurn Elektranik (Pelaiu
Lluasha)
27804 2.01.0005 - Koordinasi
dan Sinkromisas Penetsoan
Prrtsharian F ik i/l 100.900.600,00 200000000200 300.000.000.00 40000000000 500.000.000,00
Cerah
Terlnksaranya Koordinumsi dan Jumiah Kegston Eoondnas
Srkrpnizasi Penitapan don Sirlronisesi Peneragan
Pemberian Faslilrs/insenid Pembenam Faclilas/insensd a 5 100,000, 000,00 2 2000000 000,00 1 300, 000.000.00 1 400,000.000.00 1 £00.000.000,00
Diomrah Kewernan Claerah yodi Kewer
Rabupalenios | Kabualeniata (Drokurmen)
2.18.04.2.01.0008
Penyeadiann Pelayman
Periznan Beusaha melahsl
Sminm A :una ! A00.000.000,00 4400000 000,00 450.000.000.00 500,000.000.00 E40.000.000,00
Bertarses Risiko Tonniegasi
secam Elskionik
Jurniah Pl Usahs yang
Tersediamya Pelayanan Mendapatkan Polayanan
Periginan Bensahn melais Perignan Berusaha melals
Siem Paizinon Bens=aha Siern Parzinon Bensain 1000 1082 A00.000.000,00 1128 4400000 000,00 1470 450.000.000.00 1.X14 500,000.000.00 1.258 E40.000.000,00
Berhases Rdko Tenniogras: Berhases Rdko Tenniegras
secorn Elekimonik =acorn Elekimonik (Pelabu
Lisaha|
218,04, 2.00.0007
Penyediaan dan peng
k I.:: - 300.000.000,00 3k 000, 00000 305.000.000.00 90, 00000000 32000000000

boruszha botinsis aske
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PERAMGHAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGL INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! OUTCOME [ INDIKATOR OUTCOME /
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'“.I?JZ-FIEUH Hze 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT
TAF}EE FAGU TA."}GE PAGU T"'.!;.GE PAGU TA.‘;.GE PAGU TM.II_GE FAGU
1) a2 03} 04) {3 (DE) (7} og) {03 {10) {T1) {12t i13) {14) {15
T b i J“umah 51:1;;1 usgha yoog
popman Rorsulael %P | Kansulles: Perizinan Batumaha
St Pudsiriar B medalui St Pericman 400 400 300.000.000,00 1.580 33000000000 1.640 05, 000.000.00 1.684 §10.000.000.00 1.74B 320 000.000,00
. B : Berusaha Barbomis Fisfs
Barbasis Raiko Terintegrasi T Blektremik
smeam L {Priak Lizaha)
248,04 2.07.0008
Pemarmaion, anaiss, owluss,
dan pelaporan @ bidang 500.000.000,00 £25.000. 00000 AET.000.000.00 455 00000000 460.000.000,00
perianan temmahe berbasis
s
Teerys e, | S
Fuﬁ:‘ﬂ:ﬁ:ﬁ’ﬁ;‘gm e anaksh, evahsasi, don
borus=ha bothosis fsko Limee m di t""“’.‘f_i::‘:u'.‘:i’; 33T 33T S0, 000.000,00 130 §25.000:000.00 330 450,000,000.00 3% 455 00000000 335 480.000.000,00
Duerh Katnpuieniotabog | ooech opunntenoes hog
Kegiatan Lisaha dari Pelahu : Diars Pslogens
Elplakisi Uschis {ociantner Uisdhn}
2AE05 - PROGAM
PEMGENDALIAM
MR AN PR AR 5 000.000,00 B:25.000: 000,00 500, 000.000.00 §75, 00000000 1.056.000.000,00
MODAL
Perserieme Panpebesaizn 2.16.0.00.0.60.01.000
beciiesic ol f;_'m ey ARGLIERTREEES 75 7 750.000.000,00 78 B25.000:000,00 Ba 500,000.000,00 B2 275,000.-000,00 8 105000000000 | g Do Foomanan
dalum membuka waha %) Terparu Salu Pinls
2.18.05.2.07 - Pengendaiion
Pl sh=anaan Peranaman
Modal vang Mergadi 7500000000 B:25.000, 000,00 G0, 00000000 375.000.000.00 1,050, 000.000,00
Hmwonangan Daernh
Fabupaiendala
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PERANGHKAT KETERAN
BIDANG URUSAN | g TARGET DAN PAGU INCHEATIF TAHUN DAERAH GAN
PROGRAM ! QUTCOME / INDIKATOR OUTCOME {
KEGIATAN ! OUTPUT E'.I'“.l?dz-’i‘UH 026 2027 2028 2023 2030
SUBKEGIATAN CGUTPUT
TH.?.EE FPaGU TA'.}.GE PAGU T".:GE PAGU TA.!;.GE PAGU TM.II_GE FAGU
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4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah;

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam fasilitasi
investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten
Kutai Kartanegara menyusun Daftar Sub Kegiatan Prioritas yvang selaras dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah. Sub kegiatan tersebut merupakan
turunan langsung dari program sesuai nomenklatur, yang secara substantif
diarahkan untuk menghasilkan outcome konkret, seperti meningkatnya
realisasi investasi, terciptanva lapangan kerja baru, meningkatnya kepuasan
pelayanan publik, serta tercapainya target iklim usaha wyang sehat dan
kompetitif. Daftar sub kegiatan ini juga merupakan bagian integral dari
penjabaran strategi pembangunan jangka menengah daerah dan diletakkan
sebagai pengungkit kinerja prioritas daerah.

Setiap sub kegiatan prioritas yang ditetapkan DPMPTSP memiliki
keterkaitan logis dan fungsional dengan outcome program prioritas yang lebih
luas. Misalnya, sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi dan penetapan
insentif daerah secara langsung mendukung Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang
kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah.
Demikian pula, sub kegiatan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal
dan fasilitasi kemitraan usaha mikro merupakan bentuk operasionalisasi dari
Program Promosi Penanaman Modal, wyang outcome-nya diukur dari
meningkatnya minat investor terhadap sektor hilir dan ekonomi kreatif yang
menjadi prioritas Kukar.

Dari sisi pelayanan publik, sub kegiatan seperti penyediaan layanan 0SS
berbasis risiko, pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MFP), serta penyajian dan
pemanfaatan data perizinan merupakan instrumen utama dalam mendukung
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data
Penanaman Modal. Keterkaitan sub kegiatan ini tidak hanya berdampak pada
penyederhanaan birokrasi dan percepatan layvanan, tetapi juga berkontribusi
terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, sebagaimana ditekankan dalam
Misi Bupati Kukar. Dengan demikian, seluruh sub kegiatan prioritas DPMPTSP
merupakan instrumen nyata yang mendukung capaian outcome pembangunan
daerah secara berkelanjutan dan terukur, serta memastikan kesinambungan
arah kebijakan lintas tahun sesuai penahapan RPJMD dan RPJPD 2025-2030.
Adapun Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini
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Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1z

2.18.02 - PROGRAM
PENGEMEBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kemudahan
berinvestasi

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi
Kemitraan vang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan
Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya jangkauan promosi
penanaman modal

2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yvang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten /Kota

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya perizinan berusaha
berbasis risiko

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN [/ SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

(03)

2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan
Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistemn Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

2.18.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

Meningkatnya pemanfaatan dan
informasi penanaman modal

2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yvang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

206




Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSP, vaitu
meningkatnya realisasi investasi sektor non-ekstraktif dan membaiknya
indeks kualitas pelayanan publik, maka diperlukan strategi terarah dan
integratif dalam perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Fokus
utama diarahkan pada pengembangan iklim investasi yang sehat dan efisien,
peningkatan pelayanan berbasis digital, serta promosi dan fasilitasi investasi
berkelanjutan. Upaya tersebut diselaraskan dengan misi kepala daerah serta
RPIJMD 2025-2030 yang menekankan transformasi ekonomi hijau dan
pelayanan publik modern.

Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan untuk
memperkuat ekosistem investasi yvang kondusif dan inklusif. Kegiatan utama
dalam program ini mencakup penyusunan kajian peluang investasi sektor
non-ekstraktif, deregulasi perizinan, dan harmonisasi kebijakan investasi
dengan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan
industri kreatif. Subkegiatan strategisnya antara lain penyusunan investment
profile, penyederhanaan SOP perizinan, dan peningkatan koordinasi lintas
sektor terkait kemudahan berusaha.

Program ini menjadi tulang punggung untuk mendorong realisasi
investasi melalui promosi aktif kepada investor domestik maupun asing.
Kegiatan seperti penyelenggaraan forum investasi daerah, partisipasi dalam
pameran nasional dan internasional, serta pengembangan platform digital
promosi menjadi andalan. Subkegiatan lainnya mencakup penyusunan
dokumen potensi investasi tematik (green economy, industri kreatif),
penguatan branding daerah melalui media daring, dan pemanfaatan data
spasial berbasis GIS untuk promosi lahan potensial.

Untuk memastikan realisasi investasi berjalan efektif, DPMPTSP
melaksanakan program pengendalian yang berisi kegiatan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan investasi. Kegiatan ini meliputi pengumpulan
laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), verifikasi lapangan,
serta penyusunan laporan capaian sektor non-ekstraktif. Subkegiatan seperti
pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi,
dan pengembangan sistem monitoring digital menjadi penopang utama.
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Guna meningkatkan indeks kualitas pelayanan publik, DPMPTSP
mendorong digitalisasi layanan melalui pengembangan e-service berbasis
OSS-RBA dan aplikasi layanan internal. Kegiatan pada program ini antara
lain integrasi data antar-instansi, penguatan sistem pengaduan online, serta
pelatihan SDM pelayanan digital. Subkegiatan pentingnya termasuk
peningkatan kapasitas petugas pelayanan, pemeliharaan infrastruktur TI,
serta pengembangan dashboard pelayanan berbasis real-time feedback.

Untuk memperkuat efektivitas pelayanan, subkegiatan lainnya
mencakup penyusunan standar pelayanan minimal, survei kepuasan
masyarakat, dan penyediaan sarana fisik pelayanan seperti ruang ramah
disabilitas dan ruang konsultasi usaha. Subkegiatan ini menjadi fondasi
untuk menciptakan pelayanan yang responsif, transparan, dan adaptif
terhadap kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat umum.

DPMPTSP juga mendukung program prioritas kepala daerah seperti
“Kukar Green Investment”, *Kredit UMKM Idaman”, dan “MPP Digital Smart
Service”. Subkegiatan yvang mendukung antara lain fasilitasi pelaku usaha
non-ekstraktif, penyusunan business matching antara UMKM dan investor,
serta integrasi layanan perizinan dengan layanan pembiayaan UMKM. Hal ini
sekaligus mendorong peningkatan IKU dalam investasi dan pelayanan.

Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi instrumen strategis
peningkatan IKPP. DPMPTSP melakukan kegiatan koordinasi penyatuan
layanan antar-instansi, perluasan jenis layvanan dalam satu pintu, dan
peningkatan kualitas SDM frontliner MPP. Subkegiatan termasuk
peningkatan fitur layanan mandiri, pemutakhiran sistem antrean digital, dan
pelatihan etika pelayanan kepada seluruh petugas.

Seiring dengan arah pembangunan berkelanjutan, DPMPTSP fokus
mendorong investasi ramah lingkungan. Program difokuskan pada sektor
non-ekstraktif seperti green agriculturs, energi terbarukan, dan ekowisata.
Kegiatan dan subkegiatan diarahkan pada identifikasi proyek-proyek hijau,
pendampingan penyusunan green feasibilify study, dan fasilitasi insentif
fiskal bagi investor hijau.

208



4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD
tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan oleh
DPMPTSP disusun secara logis dan terintegrasi dalam sistem perencanaan
dan penganggaran kinerja berbasis hasil. Evaluasi dilakukan secara berkala
melalui indikator output, outcome, dan IKU wvang relevan, khususnya
realisasi investasi sektor non-ekstraktif dan capaian IKPP. DPMPTSP juga
melakukan reviu triwulanan untuk memastikan konsistensi antara
perencanaan dan pelaksanaan secara sistematis dan terukur. Adapun
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

BASELINE | TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN | TAHUN | KETERANGAN
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) {03) (04 | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (70} (11

2.18.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Pertumbuhan % 417 | D 135 | 270 [ 405 | 540 | 6,70
Realisasi Investasi
Sektor Ekonomi non
Ekstrakiif

2. Indeks Pelayanan Nilai 3.8 E 39 4 41 4.2 43 44
Publik Terpadu Satu
Pintu

Salah satu Indikator Kinerja Kux:lci yvang krusial adalah tersedianya
regulasi dan insentif investasi daerah vang sempurna dan implementatif.
Dalam konteks ini, penyusunan draf Peraturan Bupati atau Peraturan
Daerah yvang mendorong sektor non-ekstraktif menjadi langkah strategis.
Regulasi vang jelas memberikan kepastian hukum dan daya tarik bagi
investor. Dengan mempercepat harmonisasi kebijakan antara pusat dan
daerah, DPMPTSP menciptakan iklim investasi vang kompetitif, sekaligus
mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ramah lingkungan dan
berkelanjutan.
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Ketersediaan zona investasi prioritas vang memiliki akses terhadap
infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi
merupakan indikator kinerja kunci vang secara langsung mempengaruhi
realisasi investasi. Ketika kawasan investasi telah dilengkapi sarana dan
prasarana yang memadai, risiko bisniz menjadi lebih rendah dan waktu
pelaksanaan proyek lebih cepat. Oleh karena itu, pembangunan dan
revitalisasi kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sentra UMKM
menjadi bagian integral dari strategi pengungkit IKU.

Pelayanan perizinan vang cepat dan transparan ditunjukkan melahai
kinerja sistem digital perizinan vang terintegrasi dengan Online Single
Submission (OSS-RBA). Indikator kunci dalam domain ini mencakup
kecepatan layanan, akurasi dokumen, serta kepuasan pemohon perizinan.
Keberadaan sistem pelayvanan digital wvang efektif memungkinkan
pengurusan perizinan menjadi lebih efisien dan bebas dari praktik
maladministrasi, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan indeks
kualitas pelayanan publik (IKPP).

Promosi dan fasilitasi investasi yang efektif juga menjadi indikator
kunci lainnya. Implementasi promosi berbasis data, pemasaran terfokus,
serta kegiatan fasilitasi vang terukur menjadi strategi penting dalam
mendorong masuknya investasi ke sektor-sektor seperti industri kreatif,
pertanian organik, pariwisata alam, dan energi baru terbarukan.
Pelaksanaan misi dagang, business matching, serta penyusunan profil
investasi tematik memperkuat nilai daya saing daerah di hadapan calon
investor.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kuneci (IKK)

Kinerja DPMPTSP juga sangat dipengaruhi oleh kualitaz SDM
pelayanan yang kompeten dan bersertifikat. SDM yvang profesional akan
mampu memberikan pelayanan yang ramah, akurat, dan adaptif terhadap
dinamika kebijakan. Selain itu, integrasi sistem informasi penanaman modal
menjadi indikator kunci vang memungkinkan analisis real-time terhadap

potensi, persebaran, dan realisasi investasi. Sistem informasi yang terhubung

210



dengan dashboard nasional dan mampu memetakan investasi sektor non-

ekstraktif secara spasial menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan

berbasis data.

Adapun Indikator Kinerja Kunci dari Dinas Penanaman Modal dan

pelayanan terpadu satu pintu dilihat dari Permendagri 18 Tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel 4.6 dibawah

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP
Target Tabunan
Indikator Baseline
No. Satuan Tabun Heterangan
2024

1 2 3 4 5 & 7 8 o 10 11
1 | Persentase Ferzentace 29138 o 08 10 1,10 1,15 1,20

Investas: i Kutm

| Kortanezara

2 Feahsa= Total Persantase i = =

terhadap Target 73 &0 85 0 ES 100

Investasi
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029
merupakan pedoman perencanaan pembangunan sektoral vang strategis
dalam rangka mendukung terwujudnya iklim investasi yvang kompetitif dan
kualitas pelayanan publik yang unggul. Dokumen ini disusun berdasarkan
prinsip evidence-based planning yang bertumpu pada isu strategis, tujuan,
dan sasaran pembangunan daerah serta selaras dengan arah kebijakan
nasional dan RPJMD 2025-2029. Secara substansial, dokumen ini
menegaskan pentingnya penguatan sektor non-ekstraktif dan transformasi
pelayvanan publik berbasis digital zebagai pilar utama pembangunan
daerah ke depan.
5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam
Renstra ini mengikuti kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah
vang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas. Setiap unit kerja dalam lingkungan DPMPTSP diwajibkan
mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci
(IKK) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan. Pelaksanaan
kegiatan juga memperhatikan prinsip harmonisasi antar-urusan, integrasi
lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung
perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan pelayanan Mal Pelayanan Publik
(MPP).
5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme monitoring dan
evaluasi (monev) berbasis hasil. Evaluasi dilakukan secara triwulanan,
semesteran, dan tahunan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang
ditetapkan. Setiap pelaksanaan program diukur melalui pencapaian
output, outcome, dan dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi
dan kepuasan masyarakat. Evaluasi juga mencakup ketepatan waktu,
penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan kesesuaian antara

rencana dan realisasi kinerja.
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5.4 Evaluasi Berbasis Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
evaluasi dilaksanakan secara  berjenjang berdasarkan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP, yaitu urusan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Evaluasi dilakukan
untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan serta capaian
program terhadap tujuan strategis daerah. Evaluasi ini menjadi dasar
penyusunan laporan kinerja tahunan, perbaikan kebijakan, dan dasar
pertanggungjawaban publik.
5.5 Tindak Lanjut

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan untuk menyusun
rekomendasi kebijakan perbaikan dalam pelaksanaan Renstra tahun
berikutnya. Evaluasi juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja), penyesuaian indikator kinerja, serta identifikasi kebutuhan
reformulasi strategi jika terdapat deviasi signifikan dari target. Dengan
sistem pengendalian dan evaluasi vang terukur, diharapkan DPMPTSP
dapat menjalankan tugas secara efektif dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah berbasis investasi yvang berkelanjutan dan pelayvanan
publik yang inklusif.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEREPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan : Wolter Mengisidi Tenggarong Kede Pos 75511 Telp 0811-5506-900
Website - dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id Email: dpmpisp@kutaikarianegarakab go.id
TENGGARONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
EABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-20/DPMPTSP/SET.3/900/01/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

Menimbang - a  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungs1
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan
penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP
tahun 2023-2029 sebagai panduan perencanaan strategis;

b. bahwa untuk mendukung penyusunan dokumen Rencana
Strategis  tersebut, perlu dibentuk tim penyusun vang
melibatlan  unser  terkan.,  termasuk  akademisi  untuk
memperkuat kajian 1lmiah dalam penyusunan Renstra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan hurmuf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pmtu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

Menimbang - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4422);

2. Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisast  Proses  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional:

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata (Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinera
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86

5. Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas:
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11

12.

15;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomeor 90 Tahun 2019 tentang
Klazifikas: Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuvangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu:

Peraturan Daerah Proving: Kahmantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan T mmur 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor §
Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang
Menjadi Kewenangan Pemermintah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016 Nomor 72).

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Orgamisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dimas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MEMUTUSEKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025-2029.

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSE)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, dengan susunan
keangpotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

mi;

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
memiliki tugas:

1.

[

Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penvusunan
Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

Menghimpun data dan mnformasi vang diperlukan dalam

penyusunan Renstra.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembuszanan -

N g b B2 b

LFE]

Bupat: Kutai Kartanegara
Sekretans Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Yang bersangkutan

. Melakukan analisis dan penyusunan dokumen Renstra
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

. Melakukan kajian dan analisis akademis terkatt perencanaan

Mengkoordmmasikan seluruh kegiatan penyusunan Eenstra
dengan pihak-pihak terkait.

. Melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu untuk
diteruskan kepada Bupati

Tugas masing-masmg anggota Tun Penyusun Renstra tercantum
dalam Lampiran Keputusan i1

Segala biava yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim im
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran terkait.

Keputusan i1 mulai berlaku sejak tanggal 02 Januar: 2025,

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 02 Janmar1 2025

Pembina Utama Muda

/ NIP. 19690113 199503 1 005



LAMPIRAN © KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR © B-20/DPMPTSP/SET .3/900/01/2025

TANGGAL :© 02 JANUARI 2025

TENTANG :© TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO JABATAN

KEDUDUDKAN
DALAM TIM

TUGAS

1. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Ketua

Memimpin dan
mengoardinasikan seluruh
kegiatan penyusunan Renstra.
Mengambil keputusan
strategis terkat penyusunan
Renstra

2. Sekretans Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

' KELOMPOK KERJA PENANAMAN

MODAL

Sekretans

Mengelola administrasi dan
dokumentasi kegiatan
penyusunan Renstra.

Memastikan kelancaran
komunikasi antar anggota tim.

3 Tim Pengembangan [klim
Investasi

Anggota

Mengkaji, menyusun rencana
umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan
penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sekior
usaha dan wilayah.

Mengkaj, menyusun dan
pengusulkan
deregulasi/kebijakan penaman
modal lingkup daerah
Mengembangkan potensi dan
peluang penaman  modal
lingkup daerah dengan
memberdayakan badan usaha
melalul  penanaman modal
melalui kemitraan dan daya
saing penanaman  modal
lingkup daerah

Memberikan rekomendasi
teknis berdasarkan hasil kajian
rencana rencana umum,
rencana strategis dan rencana
pengembangan penanaman
modal lingkup daerah
berdasarkan sekior usaha dan
wilayah.

4. Tim Promosi

Anggota

Menyusun dan
mengembangkan
kebijakan/strategi promosi
penanaman madal lingkup
daerah;

Menyusun kegiatan promosi
penaman modal didalam dan
luar negen;,

Menyusun bahan, sarana dan
prasarana promosi
penanaman modal;
Menganalisis dan memberkan
rekomendasi teknis data
promosi yang diperiukan.




LT Tim Pengendalian Anggota Menyusun pelaksanaan
pemantauan realisasi
penanaman modal
berdasarkan sektor  dan
wilayah;
Menyusun pelaksanaan
pembinaan, fasilitasi
penyelesaian  permasalahan
penaman maodal dan
pendampingan hukum;
Menyusun pelaksanaan
pengawasan kepatuhan dan
kewajiban perusahaan
penanaman modal
Memberikan rekomendasi
teknis berdasarkan hasil data
pengawasan, pembinaan dan
penyelesaian masalah yang
diperiukan kajian

KELOMPOK KERJA PTSP
53 Tim Fasilitasi Penanaman Anggota Menyusun rencana kegiatan
Modal perizinan dan non perizinan

sesual kewenangan daerah;
Menyusun laporan
pengawasan, pemantauan,
evaluasi dan
pengadministrasian
pelayanan perzinan berusaha
dan non perizinan;
Menyusun pelaksanaan
kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan perizinan
berusaha dan non perizinan
Membuat laparan pelaksanaan
pelayanan, pengolaan
pengaduan masyarakat,
penyuluhan kepada
masyarakat dan layanan
konsultasi perizinan berusaha
dan non perizinan sesuai
ketentuan yang berlaku;
Membernkan rekomendasi
teknis dan laporan
berdasarkan hasil
pelaksanaan pengawasan,
pengaduan, penyuluhan.

7. Tim Data dan Informasi Anggota Membuat Rekafitulasi Data

perizinan Berusaha dan Non
Perizinan;

Mengelola Data perizinan
berusaha dan non perzinan
sebagal data Informasi yang
diperiukan;

Melakukan analisis dan
evaluasi data perizinan
berusaha dan non perizinan
sesual kewenangan |
Membuat laporan pelaksanaan
pengelolaan data penzinan
berusaha dan non perizinan
sesuai ketentuan yang berlaku;
Membernkan rekomendasi
teknis berdasarkan  hasil
pengolahan data perizinan dan
non perizinan yang diperiukan




KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT ) - o
8 Pelaksana Penyusunan Koordinator |«  Melakukan penulisan Renstra
Rencana Kegiatan dan = Mengolah data dan
Anggaran Menganalisis data
9 Kasubag Umum dan Tata Anggota * Menghimpun  Pengumpulan
laksana Data Aset
+ Mengclah data dan
menganalisis data
10. | Analis SDA Anggota = Menghimpun  Pengumpulan
Data Kepegawaian
« Mengolah data dan
menganalisis data
11. | Seluruh Pelaksana Program Anggota « Menghimpun  Pengumpulan
dan Keuangan Data Keuangan dan Program
« Mengolah data dan
menganalisis data
* Membantu administrasi
kegiatan

Pembma Utama Mua‘a
NIP. 19690113 199503 1 005




LAMPIRAN © KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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KELOMPOK KERJA PTSP
53 Tim Fasilitasi Penanaman Anggota Menyusun rencana kegiatan
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